
PUTUSAN

Nomor  PUT-007161.15/2023/PP/M.XllB Tahun 2024

DEIvl[ KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN PAIAK

memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pehama dan terakhir dengan

acara biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor

KEpro0353AIEBfl3JAVPJ.22/2023 tanggal  15  Mei 2023 tentang  Keberatan Wajib

Pajak   atas   Surat   Ketetapan   Pajak   Lebih   Bayar   Pajak   Penghasilan   Nomor

00084/406/20/431/22 tanggal 25 Apn.12022 Tahun Pajak 2020 yang terdaftar dalam

berkas  sengketa  Nomor 007161.15/2023/PP,  telah  mengambil  putusan  sebagai

berikut dalam sengketa antara:

PT SAKAI SALES AND SERVICES ASIA,  NPWP 31.324.823.9413.000,

beralamat di Ejip Industrial Park plot 6G Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Jawa

Barat dalam hal ini diwakili oleh Giri Kus Anggoro jabatan selaku Direktur;

Selanjutnya dalam persidangan djwakili oleh:

1.    Nama                                : Ahdianto,

lzin Kuasa Hukum       :  KEP-1428fl'P/lKH/2022  tanggal   12  Desember

2022,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus  Nomor 086-lx/2023ITAX tanggal  15

September2023,

2.   Nama                              : Aditya wicaksono, S.T., MBA,

lzjn Kuasa Hukum       :  KEP-1225fl'P/lKH/2022  tanggal  02  November

2022,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101-lx/2023ITAX tanggal  15

September2023,

3.   Nama                              : Irsan pratama,

lzin Kuasa Hukum       :  KEP-107/PF'/lKH/2022tanggal 24 Februari 2022,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus  Nomor 116-IX/2023rrAX tanggal  15

September2023

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Bandjng;
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Lawan

DIREKTUR JENDERAL  PAIAK,  berkedudukan  di  Jalan  Jenderal  Gatot

Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakm oleh:

1.  Nama/NIP

2.  Nama/NIP

3.  Nama/NIP

Jabatan

Unit Organisasi

:  Budiyanto/198012282002121002,

: Andri Firmansyah/197906062000121003,

:  Dyah Pintokoningrum/

197908132000122001,

:  Penelaah Keberatan,

:  Direktorat Keberatan dan Banding,

berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-2889/PJ.07/2024 tanggal 3 Juni 2024,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah     membaca     Penetapan      Ketua     Pengadilan     Pajak     Nomor

PEN-1196/PP/BR/2023   tanggal   17   0ktober  2023  I.uncto  Penetapan  Ketua

Pengadilan Pajak Nomor PEN-021/PP/PrbsM/2024 tanggal 23 Januari 2024;

Telah      membaca      Surat      Banding      Pemohon      Banding      Nomor

057-VIll/2023ITAX tanggal 02 Agustus 2023,

Telah      membaca      Surat      Uraian      Banding      Terbanding      Nomor

S-267/SUBAVPJ.22/2023 tanggal 13 September 2023,

Telah      membaca     Surat     Bantahan      Pemohon      Banding      Nomor

1 17-X/2023ITAX tanggal 04 0kfober 2023,

Telah  mendengar  keterangan  para  pihak  yang  bersengketa  dalam

persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti terfulis maupun surat lainnya

yang disampaikan pare pihak dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan

Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun  Pal.ak 2020 diterbitkan

oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi dengan peinitungan sebagai berikut:

.
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No Uraian Jumlah(Ro)

1. enahasi an Neto (Ruai) Rp      (5.399.568.005)
2. encihasi an yana seharusnva tidak terutana Pph (Pasal 17 avat (2) KUP) RD0
3. enghasi an Kena  Paiak Ri]      (5.399.568.005)
4. Ph Terutanci RD0
5. enqemba ian Pph Pasal 24 vane telah diDerhitunakan tahun lalu Ro0
6. llmlah Pph Terutanci Rp0
7. redit Paiak:

.  Pph ditanqgiinq pemerintah Rp0

.  DiDotona/dipungut oleh  pihak  lain
b.1.  Pa ak Penqhas an  Pasal 21 RD0
b.2. Pa ak Penghas an Pasal 22 Ri)    21.963.000
b.3. Pa ak Pencihas an RD    84.630.000
b.4. Pa ak Penc]has an Pasal 24 RD0
b.5.  La rl-lain RD0
b.6. Jumlah  (b.1 +b.2+b.3+b.4+b.5) Rp  106.593.000

.  Dibavar sendiri:
c.1.  Pa ak Penqhas an Pasal 22 Rp0
c.2. Pa ak Penahas an Pasal 25 Ri) 277.548.289
c.3.  Pa ak Penghas an Pasal 29 Rl)0
c.4. STP (pokok kuranq bayar) Rp0
c.5.  Lain-lain Ro0
c.6. Jumlah (c.1 +c.2+c.3+c.4+c.5) F{p 277.548.289

.  Diperhitunqkan:
d.1.  SKPLB RD0
d.2.  SKPPKP Rp0
d.3. Jumlah  ( d.1  + d.2) RD0

. Pph vana seharusnva tidak terutanci (Pasal  17 avat (2) KUP):
e.1.  D bavar denaan NPWP oihak vana lain Rp0
e.2.  D bayar dencian NPWP sendiri RD0
e.3. Telah dii]otong/dipunaut Rp0
e.4. Jumlah /e.1  + e.2 + e.3) RD0

. Jumlah Paial( vanq daDat dikreditkan (a +.b.6 +c.7-d.3` atau e.4) Rp             384.141.289
8. iimlah Dajak vanci lebih bavar (7.f -6) RD              384.141.289

I

Menimbang   bahwa   atas   Surat   Ketetapan   Pal.ak   Lebih   Bayar   Pajak

Penghasilan  tersebut,  Pemohon  Banding  mengajukan  keberatan  dengan  Surat

Nomor   004-Vll-2022/TAX   tanggal    18   Juli   2022   dengan   perhitungan    pajak

menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

No Uraian Jumlah(Rp)

1, Penaha§ an  Neto (Ruai) Rp   (8.929.873.241)
2. Peric]has an vanq seharusnva tidak terutana Pph (Pasal 17 avat (2) I(UP) Ro0
3. Pencihas lan Kena  Paiak RD   (8.929.873.241)
4. Pph Terutanq Rp0
5. Penaembalian Pph Pasal 24 vanq telah diperliitunqkan tahun lalu RD0
6. umlah Pph Terutanq Rp0
7. redit Paiak:

.  Pph djtanclaung Demen.ntah Ro0

.  Djpotonci/diDunqut o eh  Dihak lain
b.1.  Pa ak Penahas an  Pasal 21 Rp0
b.2.  Pa ak Penahas an Pasal 22 RD    21.963.000
b.3.  Pa ak Penqhas an RD    84.630.000
b.4. Pa ak Penghas an Pasal 24 Rp0
b.5.  La n-lain RD0
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) Rp 106.593.000
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.  Dibavar sendiri:
c.1.  Paiak Penqhas an Pasal 22 Rp0
c.2. Paiak Penqhas lan Pasal 25 Ro 277.548.289
c.3. Paiak Penahas an Pa§al 29 RD0
c.4. STP (pokok kuranci bavar) Rl)0
c.5.  Lain-lain Rp0
c.6. Jumlah (c.1 +c.2+c.3+c.4+c.5) Ro 277.548.289

.  DiDerhitungkan:
d.1.  SKPLB Rp0
d.2. SKPPKP RD0
d.3. Jumlah ( d.1  + d.2) Ro0

. Pph yang seharusnya tidak terutana /Pasal 17 avat (2) KUP):
e.1.  D bavar denaan NPWP Dihak vanq laln Rp0
e.2.  D bavar denaa n NPWP sendiri Rp0
e.3. Telah diDotong/diDunciut RD0
e.4. Jumlah (e.1  + e.2 + e.3` RIJ0

. Jumlah Paiak yanci dapat dikreditkan (a + b.6 +c.7-d.3) atau e.4) Ri)           384.141.289
8. umlah paiak Yang lebih bayar (7.f -6) RD           384.141.289

Menimbang bahwa alas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding

dengan Keputusan Nomor KEP-00353/KEBfl3JAVPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023,

memutuskan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

No. Uraian
Semula Ditambahroikurangi Menjadi

(Ro) (Rp) (Rp)

a Penghasilan Nelto (5,399,568,005) 0 (5.399,568,005)
b Kompensasi  Kerugian 0 0 0
C Penghasilan Kena Pajak (5,399,568,005) 0 (5,399.568,005)

d Pajak Penghasilan (Pph) Terutang 0 0 0

e Kredit Pajak 384,141,289 0 384,141,289

f Pph Kurang (Lebih) Bayar (384,141,289) 0 (384,141,289)

9 Sanksi Administrasi 0 0 0

h
Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih)dibayar

(384,141,289) 0 (384,141,289)

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Kepufusan

Keberatan    a    quo    sehingga    mengajukan    banding    dengan    Surat    Nomor

057-VIII/2023ITAXfanggal02Agustus2023yangditerimadiPengadwanPaj.akpada

hari Selasa, 08 Agustus 2023 (diantar langsung);

Menimbang   bahwa   Pemohon   Banding   dalam   Surat   Banding   Nomor

057-Vlll/2023ITAX tanggal 02 Agustus 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:

bahwa   Pemohon   Banding   mengajukan   banding  terhadap   Keputusan   Direktur

Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-00353n<EB/PJAVPJ.22/2023  tanggal  15  Mei  2023 f.
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tentang  Keberatan  Wajib  Pajak  atas  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  Pajak

Penghasilan ("SKPLB  Pph  Badan") Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April

2022 Tahun Pajak 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, selanj.utnya

disebut Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

I.   Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1.  bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27

ayat (1)  Undang-undang  Nomor 6 Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum dan

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-undang  Nomor 16 Tahun 2009 (UU  KUP), yaitu  mengajukan banding

atas keputusan keberatan;

2.  bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a.  Surat  Banding  jni  dibuat  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  ditujukan  kepada

Pengadilan Pajak;

b.  Surat Banding disampaikan  masih  dalam jangka waktu 3  (tiga) bulan  sejak

diterima   Keputusan  yang   dibanding,   karena  surat  Keputusan   Keberatan

Nomor   KEP-0035en<EB/PJAVPJ.22/2023   tanggal   15   Mei   2023   diterima

tanggal 1 9 Mei 2023;

3.  bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak:

a.  Terhadap 1  (satu) Keputusan diajukan 1  (satu) Banding;

b.  Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yangjelas sebagaimana akan

diuraikan pada bagian selanjutnya;

4.  bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Pengadilan Pajak:

bahwa  Surat  Banding  ditandatangani  oleh  Giri  Kus  Anggoro  jabatan  selaku

Direktur yang dibuktikan dengan Akta No. 01  Tanggal 06 Juni 2023;

5.  bahwa jumlah pajak yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan

adalah lebih bayar sebesar Rp (384.141.289), sehingga tid;k ada jumlah pal.ak

yang harus dilunasi;

bahwa dengan demikian Surat Banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap

surat  Keputusan  Nomor  KEP-00353n(EB/PJ/\/VPJ.22/2023  tanggal  15  Mei  2023

telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan

UU Pengadilan Pajak;

/\`.
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11.  Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibanding

1.  bahwa  Pemohon  Banding telah  menerima Surat Ketetapan  Pajak Lebih  Bayar

Pajak  Penghasilan  Nomor 00084/406/20/431/22  tanggal  25  April  2022  Tahun

Pajak 2020 yang diterbitkan  berdasarkan  hasil pemeriksaan  pajak oleh  Kantor

Pelayanan  Pajak  (KPP)  Madya  Bekasj,  dengan  n.ncian  perhitungan  sebagai

berikut:

URAEN

Jpnlch Heount

Z{orekdIRp)
Wajm PaJallIRp' F'in,(Rp'

I2345678910 Penghashan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto 83.290.868.624 83.290.868.624

)       I.450.671.4682.079.633.768

Harga Pohok Penjualan 69.482.055.479 69.482.055.479

Penghasflan Bnito atop Laba 13nito (i-2) 13.808.813.145 13.808.813.145

Pengurang penghasflan bruto atau binya uscha 35.966.308.167 35.966.308.167

Pcnghasflan ncto dalan ncgeri (3-4) P2.157.495.022)2.967.034.3602.967.034.36010.292.134.695 (22.157.495.0224.417.705.8284.417.705.82812.371.768.463
Penghashan ncto dalan ncgeri lainnya:

a. penghasflan dan luar usaha
b.pengbasilanjasa/pckeq.aanbebas
c. pcngbasflan schubungan dcngan pckcdaan
a. lan-lil
e. Juulali (a+b+c+d)

Fashitas pcnananan modal berupa pcngurangan penghasflan ncto
Penycsuin Fiskal
a Penycsurfu Fiskal Positif
b. Pcnyesualan Fiskal Negatif 31.547.274 31.547.274
c.  Julnlch (a.b) 10.260.587.421(8.929.873.241)(8.929.873.241)21.963.000 12.340.221.189(5.399.568.005)(5.399.568.005)21.963.000
Pcnghasin Ncto luar negch
Jumlah penghasflan neto (5+6.e-7+8.ci9)

11 Zahat/sulnbangan keqganaan yang bersifat vy¢il)
12 Kompensasikerugin
13 PenghasflanTidckKcnaPig.akprKP)
14 PcnghasflanKenapajck(10.ll-12-13)

15 Pph Tcrutang ((tarif x 15) atau NIELL)

16 Penghasflan yang schansnya tidalt tcriltang Pph (Pasal  17 ayat (2) KUF7

17 Pcngcmbalian Pph Pasal 24 yang telah dipcrhinngkan taliun hiu
18 Jumhh Pph terutang |16+17|
19 Kredit pajak:

a. Pph ditanggung pelnerlntch
b. Dlpotong/Dipungut oleh pinch lain:

b.i. Pph Pasal 21

b.2. Pph Pasal 22

b.3. in Ftsal 23 84.630.000106.593,000277.548.289 84.630.000106.593.000277.548.289
b.4. pph pasal 24
b.5. Lain-lain

b.6. Jumlah a.I + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)

c.  Dil]ayar scndiri:

c.I.   Pph pasal 22

c.2.   Pph pasal25
c.3.  rm fasal29
c.4.   Juulah (c.1  + c.2) 277.548.289384.141.289 277.548.289384.141.289

d. Dipcrhitungkan :

d.1.   SKPLB

d.2.   SKPKKP

d.3.  jurfu (d.1+d.2)
e.  Pin yang seharu§nya tidak terutang trysal  17 ayat (2) KUP|:

e.I.   Dil]ayar dengan NPWP rmck lain

e.2.   Dil)ayar dcngan NPWP scndi

e.3.   Telah dipotong/dipungut

e.4.   LJuulch (e. I  +  e.2  + e.3)

f.  Jumlah Paiak Yang daoat dHcreditkan `|a + b.6 + c.4 + d.3l atan `e.4ll

20 Jumlah Pin vanE lcbin dil]avar/scharusnva tidak terutanf ll9.f -  181 384.141.289 384.141.289 •4`
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2.  bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan

kepada Terbanding dengan surat Nomor 004-VIl-2022/TAX tanggal 18 Juli 2022

yang pada intinya Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut

di  atas,  dan  menurut  Pemohon  Banding  perhitungan  pajak yang  seharusnya

adalah sebagai berikut:

URAIAH

JunHcaunt
mdiJngdJgivkankeberatanBp)

Tcrbuling'RplPecohaBndhglRp'

Penghasflan 13ruto atau Percdaran Uscha/Bruto 83,290.868.624 83.290.868.624

)       I.450.671.4682.079.633.768

Hargapckokpenjualan 69.482.055.479 69.482.055.479

Pcnghas8an Bnito atan haba Bruto (i-2) 13.808.813.145 13.808.813.145

Pcngurangpenghasilanbrutoataubkyausaha 35.966.308.167 35.966.308.167

Pcnghasinnetodalannegcri(3-4) (22.157.495.022 )         (22.157.495.022
Penghasflannetodalamnegerilannya.

a. penghashan dari luar usala 4.417.705.8284.417.705.82812.371.768.463 2.967.034.3602.967.034.36010.292.134.695
b.penghasflanjasa/pckeq.aanbebas
c.  penghasflan §ehubungan dengan pckeH.aan

d. Lil.lam
e. Jumlal (a+b+c+d)

Fasilitaspcnanananmodalberupapenguranganpenghasilanneto
Penyesuam Fiskal
a. Penycsuaian Fiskal Positif

b. Penyesualan Fiskal Ncgaur 31.547.274 31.547.274
c. Jumhi (a.b) 12.340.221.189(5.399.568.005)(5.399.568.005)21.963.000 10.260.587.421(8.929.873.241)(8.929.873.241)21.963.000
Penchasin Neto luar negcri
Jumlah penghasflan neto (5+6.e-7+8.c+9)

Zahat/suriangankeaganaariyangbersifatwalt
Kompcnsasi kerurfu
penghasflanTidakKenafajckprltry
PenghasflanKenapajak(10-ll-12-13)

Pph Tentang ((tarif x 15) atau NIHIL)

PenghasflanyangscharusnyatidakterutangPmPasal17ayat(2)Kuq
Pcngembalian rm Pasal 24 yang tclah diperhitunghan tchun lalu
Juulal Pin tontang (16+17)
Kreditpei.ak:

a. Pph ditanggung poneintal
b.Djpotong/D]pungutolehpincklain:

b.I. pph Pasal 21

b.2. Pin Pasal 22
tt.3.  pin Pasal 23 84.630.000loo.593.000277.548.289 84.630.000loo.593.000277.548.289
b.4. Pin Pasal 24
b.5, Lil-lain
b.6. Jumlah  ®.I  + b.2  + b.3 + b.4 + b.5)

c.  Diiiayar scndiri:

a.i.   Pph pasal22

a.2.   Pph Pasal25

c.3.   Pph pasal 29

c.4.  jurfu (c.I + c.2) 277.548.289384.141.289 277.548.289384.141.289
d Diperhinngkan :

d.I.   SKPLB

d.2.   SKPKKP

d.3.  jurfu (d.I+d.2)
e. rm yang schamsnya tidck terulang Pasal 17 ayat P) Kuf):

c.I.   Dil]ayar dengan NPWP Hhak lain

e.2.   Dfoayar dengan NPWP sendin

e.3.   Telch dipolong/dipungut

e.4.  Junhi (e.I + e.2 + c.3)

f.  Jumlah Palck yang daoat dikreditkan (la + b.6 + c.4 + d.3l atau /e.4)I

Jumlah Pph van£ Iebin dfoayar/schamsnva ddak (erutan£ `19.I -  181 384.141.289 384.141.289 -r.
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3.  bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan

Surat Keputusan Nomor KEP-00353fl<EB/PJAVPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023

yang  menolak  permohonan  keberatan  Pemohon  Banding  dengan  perincian

sebagai berikut:

Ho, Urain

Hermt

Semula Ditautah/Pinrangiq Henjadi

Bp) (Rp) Bpl

a Penghasilan Netto (5.399.568.005 (5.399.568.cos

b Kompensasi KeruBan

C Penghasilan Kena Pajal{ (5.399.568.005 (5.399.568.005

d Rijak Penghasilan (rm) Terutang

C Kredit Pajak 384.141.289 384.141.289

I Pph Kurang / (Letih) Bayar (384.141.289 (384.141.289)

8 Sanksi Admihistrasi

h rfumlah I'Ph yang masih hems / qebih) dibayar |384.141.Z89) |384.141.289|

Ill. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa  yang  menjadi  pokok sengketa  dalam  permohonan  banding  ini  adalah

koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh  Pemohon Banding dengan rincian

sebagai berikut:

NO. Uraian
menumt Koreksl yang diajukanhanding

Pemohon Bandlng qlp) Terbanding

(Rp) (Rp)

1 Penghasilan Dari Luar Usaha 2.967.034.360 4.417.705.828 I.450.671.468

2 Penyesuaian Fiskal Positir 10.292.134.695 12.371.768.463 2.079.633.768

bahwa alasan dan penjelasan Pemohon Banding sehubungan dengan banding

atas     koreksi     positif    terhadap     penghasilan     dari     luar    usaha    sebesar

Rpl.450.671.468,00   dan   koreksi   positif  terhadap   penyesuaian   fiskal   positif

sebesar Rp2.079.633.768,00  di atas adalah sebagai berikut:

1.  Koreksi atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rpl .450.671.468,00

MenurutTerbanding

bahwa    berdasarkan    surat   keberatan    Pemohon    Banding,    Laporan    Hasil

Pemeriksaan, Kehas Keria Pemen.ksaan, dan data internal DJP lainnya diketahui:

a) bahwa sesuai hasil pemeriksaan dasar koreksi Penghasilan dari Luar Usaha

karena   terjadi   restruktun.sasi   bisnis   afas   operasional   Group   Sakai   yang

menyebabkan   berpindahnya   para   pegawai   yang   sebelumnya   sebagai

pegawai  PT  Sakai  Indonesia  dan  PT  SRMI  menjadi  pegawai  Pemohon4.
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Banding. Atas beban  pegawai yang pindah tersebut ditagih  kembali  melalui

pendapatan   jasa   manajemen   Berdasarkan   data   pegawai   yang   pindah

diketahui masih terdapat pegawai yang berasal dari PT Sakai Indonesia dan

PT SRMl yang belum ditagihkan pendapatan jasa manajemen oleh Pemohon

Banding;

b) bahwa  menurut  Pemohon  Banding   perpindahan  pegawai  dari   PT  Sakai

Indonesia menj.adi pegawai Pemohon Banding bukan berarti seluruh pegawai

pindahan  tersebut  kemudian  serta-merta  ikut juga  ditagihkan  biaya  gajinya

sebagai jasa manajemen.  Penagihan tersebut harms tetap mengacu kepada

perianjian yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait beban pegawai yang

mana saja yang boleh ditagihkan oleh  Pemohon  Banding kepada  PT Sakai

Indonesia;

c)  bahwa Pasal 4 ayat (1 ) Uu Pph menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak

adalah   penghasilan,   yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang

diterima afau diperoleh Pemohon Banding, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari  luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau  untuk

menambah kekayaan Pemohon Banding yang bersangkutan, dengan nama

dan dalam bentuk apapun;

d) bahwa Pasal 18 ayat (3) UU Pph menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pal.ak

berwenang    untuk    menentukan     kembali     besamya     penghasilan    dan

pengurangan  serta  menentukan  utang  sebagai  modal  untuk  menghitung

besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding yang mempunyai

hubungan   istimewa   dengan   Pemohon   Banding   lainnya   sesuai   dengan

kewajaran   dan   kelaziman  usaha  yang  tidak  dipengaruhi  oleh   hubungan

istimewa  dengan  menggunakan  metode  perbandingan  harga  anfara  pihak

yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau

metode lainnya;

e) bahwa    Pemohon    Banding    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan bahwa tidak seluruh pegawai pindahan tersebut serta-meha ikut

juga  ditagihkan  biaya  gajinya  sebagai  jasa  manajemen,  sehingga  koreksi

pemeriksa tetap dipertahankan;

('\
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Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Penghasilan dari Luar

Usaha    sebesar    Rpl.450.671.468,00,    terkait    dengan    penghasilan    Jasa

Manajemen yang dianggap kurang dilapor oleh Terbanding. Pemohon Banding

menagihkanbiayaj.asamanajemenadalahsesuaidenganketentuanatausyarat-

syarat  yang  disepakati  oleh  Pemohon  Banding  dengan  PT  Sakai  Indonesia

termasuk perhitungan besaran atau dasar penagihannya;

bahwa perpindahan pegawai dari PT Sakai Indonesia menjadi pegawai Pemohon

Banding bukan berarti seluruh pegawai pindahan tersebut kemudian seha-merta

ditagihkan biayanya sebagai jasa manajemen.  Penagihan tersebut harus tetap

mengacu kepada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait beban

pegawai yang mana saja yang boleh ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada

PT  Sakai  Indonesia.  Jasa  merupakan  suatu  kegiatan  pelayanan  berdasarkan

suatu   perikatan   atau   perbuatan   hukum   di   mana   perikatan   tersebut   telah

menentukan I.uga bagaimaha besaran imbalan atas jasa tersebut diberikan;

bahwa bagian 3 tentang Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata) Pasal 1338 diatur bahwa:
"Semua perianjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka  yang  membuatnya.  Suatu  perjanjian  tidak dapat ditarik kembali  selain

dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjjan harus dilaksanakan

dengan itikad baik";

bahwa Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan:
"Jika   kata-kata   suatu   persetujuan   jelas,   tidak   diperkenankan   menyimpang

daripadanya dengan jalan penafsiran";

bahwa selanjutnya Pasal 1350 KUH Perdata menyatakan bahwa:
"Betapa luas pun pengertian  kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu

persetujuan,     persetujuan     itu    hanya    meljputl.    hal-hal    yang    nyata-nyata

dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan";

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding dengan menambahkan asumsi atau

tafsiran nilai tagihan sendiri jelas menyimpang dan tidak berdasarkan ketentuan

4.
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yang  disepakati  antara  Pemohon  Banding  dan  PT  Sakai  Indonesia  sehingga

menyalahi ketentuan KUH Perdata sebagaimana disampaikan di atas;

2.  Koreksi Positif atas Penyesuajan Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.768,00

bahwa  Terbanding  melakukan  koreksi  positif atas  Penyesuaian  Fiskal  Positif

sebesar Rp 2.079.633.768,00 dengan rincjan sebagaj berikut:

bahwa akun-akun yang dikoreksi positif oleh Terbanding adalah terkait dengan

biaya      yang      dianggap      sebagai      natura      atau      kenikmatan      sebesar

Rp218.519.944,00 sebagai berikut:

Nomor Akun Nana Akun Koreksi (Rupiah)
6012. 30.101 Depreciation Exp -Vehicle 65.134.375
6013.07.000 Insurance Service 13.602.469
6013.08.000 taxes, License & Other Fee 62.475.000
6013.19.000 Stationaries, ofrice supplies 86 pr 77.308.loo

Total 218.519.944
bahwa dan juga atas koreksi sebesar Rpl .861.113.824,00 adalah sebagai

berikut:

Outso urd ng Ex penses (Basic)
Outsourcing Expense ( Fee)

Jumlah Biaya             Koreksi proporsiorial (S0%)
3,549,971093                                    1, 774,985,547

172,256,S55 86,128,278
3]22;mire 1,86L113,824

MenurutTerbanding

a)  Depreciation Expenses -Vehicle sebesar Rp65.134.375,00

1) bahwa  Pemeriksa  melakukan  koreksi  sebesar 50%  atas  biaya  penyusutan

kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya;

2) bahwa   Pasal   3   ayat   (1)   Keputusan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor

KEP-  220/PJ/2002  mengatur  bahwa  atas  biaya  perolehan  atau  pembelian

atau  perbaikan  besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang  dimiliki  dan

dipergunakan   perusahaan   untuk   pegawai   tertenfu   karena  jabatan   atau

pekerjaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  perusahaan  sebesar  50°/o

(lima   puluh   persen)   dan.  jumlah   biaya   perolehan   atau   pembelian   atau

perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 11;

3) bahwa    Pemohon    Banding    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan   bahwa   atas   kendaraan   tersebut  digunakan   unfuk  seluruh

karyawan  untuk  kendaraan  operasional,  sehingga  koreksi  pemenksa  tefapr.

dipehahankan;
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Menurut Pemohon Banding

bahwa  Pemohon  Banding  tidak  setuju  dengan  koreksi  Terbanding  sebesar

Rp65.134.375,00  atas  koreksi  Penyesuaian  Fiskal  Positif  akun  Depreciation

Expense -Vehicle sebagai berikut:

bahwa   Biaya   Depresiasi   jni   merupakan   depresiasi   atau   penyusutan   alas

kendaraan dengan no B-1421 -Flu, B-1262-FJA, B-1696-FAA, B-1274-FKD dan

B-1231-FKD adalah  kendaraan  milik perusahaan yang dapat digunakan  untuk

seluruh   karyawan  yaifu   kendaraan  operasional   umum.   Kendaraan  tersebut

bukan  merupakan  kendaraan  yang  digunakan  untuk  pegawai  tertentu  saja

karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memeriukannya untuk keperluan

Pemohon Banding dapat menggunakannya;

bahwa   pada   Pasal   2   ayat  (1)   Keputusan   Direktur  Jenderal   Pajak   Nomor

KEP -220/PJ./2002 (KEP-220) menyatakan bahwa :

Atas  biaya  perolehan  atau  pembelian  atau  perbaikan  besar  kendaraan  bus,

minibus,  atau  yang  sejenis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk

antar  I.emput   para   pegawai,   dapat   dibebankan   seluruhnya   sebagai   biaya

periisahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 11 sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52On<MK.04/2000 Lampiran 11 butir

1   huruf  b  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan

Nomor 138/KMK.03/2002;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1 ) KEP-220 menyatakan:

Atas  biaya  perolehan  atau  pembeljan  atau  perbaikan  besar kendaraan  sedan

atau  yang  sejenis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk  pegawai

tertentu  karena  jabatan  atau  pekerjaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya

perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau

pembelian  atau  perbaikan  besar  melalui  penyusutan  aktiva  tetap  kelompok  11

sebagaimana    dimaksud     dalam     Keputusan     Menteri     Keuangan     Nomor

52On(MK.04/2000 Lampiran 11 butl.r 1  huruf b sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138n<MK.03/2002;

bahwa   biaya   tersebut  jelas   bukan   termasuk  dalam  jenis   biaya   depresiasi

kendaraan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga

tidak periu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;                       4,
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b) Koreksi terkait Insurance Service sebesar Rpl 3.602.469,00

MenurutTerbanding

1) bahwa  Pemeriksa  melakukan  koreksi  sebesar  50%  atas  biaya  asuransi

kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena I.abatannya;

2) bahwa   Pasal   3   ayat   (2)   Keputusan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor

KEP-220/PJ/2002 mengatur bahwa alas biaya pemeliharaan atau perbaikan

rutin  kendaraan  sedan  atau  yang  sejenis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan

perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat

d.ibebankansebagaibiayaperusahaansebesar50%(limapuluhpersen)dari

jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dalam tahun pajak

yang bersangkutan;

3) bahwa    Pemohon    Banding    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan   bahwa   atas   kendaraan   tersebut   digunakan   untuk  seluruh

karyawan sebagai kendaraan operasional, sehingga koreksi pemeriksa tetap

diper[ahankan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa   Pemohon   Banding   tidak   setuju   atas   koreksi   Terbanding   sebesar

Rpl 3.602.469,00 atas koreksi Penyesuaian Fiskal Positif akun Insurance Service

sebagai berikut :

bahwa  biaya  yang  dikoreksi  Pemeriksa  tersebut  adalah  terkait  dengan  biaya

asuransi  kendaraan  no  B-1231-FKD,  B-1262-FJA,  B-1274-FKD,  B-1421-Flu,

B-1696-FAA adalah  kendaraan  milik perusahaan yang dapat digunakan  untuk

seluruh   karyawan  yaitu   kendaraan  operasional   umum.   Kendaraan  tersebut

bukan  merupakan  kendaraan  yang  digunakan  untuk  pegawai  tertentu  saja

karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memerlukannya untuk keperiuan

Pemohon Banding dapat menggunakannya. Pemohon Banding telah melakukan

koreksi  terkait  biaya  asuransi  50%  atas  kendaraan  yang  digunakan  karena

jabatan. Pasal 6 ayat 1  huruf a angka 6 UU Pph menyatakan bahwa:

1) Besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan

bentukusahatetap,ditentukanberdasarkanpenghasilanbrutodikurangibiaya

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

r`
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a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha, antara lain:

6. premi asuransi;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1 ) KEP-220 menyatakan:

Alas  biaya  perolehan  atau  pembelian  atau  perbaikan  besar kendaraan  sedan

atau  yang  sejenis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk  pegawai

tertentu  karena  jabatan  atau  pekerjaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya

perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau

pembelian  atau  perbaikan  besar melalui  penyusutan  aktiva  tetap  kelompok  11

sebagaimana    dimaksud    dalam     Keputusan     Menteri     Keuangan     Nomor

520/KMK.04/2000 Lampiran 11 butir 1  huruf b sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138n<MK.03/2002;

bahwa  biaya  asuransi  kendaraan  tersebut jelas  bukan  termasuk  dalam  jenis

biaya sebagajmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak

perlu dilakukan koreksi 50°/o dan dapat dibjayakan seluruhnya;

c)  Koreksi terkait Taxes, License, and Other Fee sebesar Rp62.475.000,00

Menurut Terbanding

1) bahwa  Pemeriksa  melakukan  koreksi  sebesar 50%  atas  biaya  pajak,  balik

nama   BPKB   kendaraan   yang   digunakan   oleh   pegawai   tertentu   karena

jabatannya seha koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan;

2) bahwa Pasal 9 ayat (1 ) huruf e UU Pph menyatakan bahwa untuk menentukan

besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan

bentuk   usaha   tetap   tidak   boleh   dikurangkan   penggantian   atau   imbalan

sehubungan dengan peker].aan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura

dan  kenikmatan,  kecuali  penyediaan  makanan  dan  minuman  bagi  seluruh

pegawai seha penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan

di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan  pelaksanaan  pekerjaan yang

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

3) bahwa  Pasal  3  ayat  (2)  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-

220/PJ/2002 mengatur bahwa atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin

kendaraan   sedan   atau   yang   sejenis   yang   djmiliki   dan   djpergunakan

perusahaan untuk pegawai tertentu karena I.abatan atau pekeriaannya, dapat
f`.
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dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50°/o (lima puluh persen) dari

j.umlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan dalam tahun pajak

yang bersangkutan;

4) bahwa    Pemohon    Banding    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan   bahwa   atas   kendaraan   tersebut  digunakan   untuk  seluruh

karyawan sebagai kendaraan operasional dan dokumen yang membuktikan

bahwa biaya tersebut bukan  imbalan dalam  bentuk natura dan kenikmatan,

sehingga koreksi pemeriksa tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa  Pemohon  Banding  tl.dak  setuju  sebagian  dengan  koreksi  Terbanding

sebesar  Rp61.875.000,00.  Terbanding  telah  keliru  dalam  memasukan  angka

koreksi  terkait  akun  transak§i  Taxes,  Licenses,  and  Other  Fee  seharusnya

sebesar Rp62.475.000,00.  Biaya-biaya  pada akun  ini  merupakan  biaya  dalam

rangka  mendapatkan,  menagih,  dan  memeljhara  penghasilan  sesuai  dengan

Pasal 6 ayat (1 ) huruf a UU Pph, antara lain:
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bahwa  Pemohon  Banding tidak setuju  atas  koreksi  pada  kolom  a,  b,  c,  dan  d

(pada tabel di atas), karena:

a.  Biaya-biaya alas pajak kendaraan, balik nama BPKB, dll atas kendaraan no.

1231-FKD,  B-1274-FKD,  B-1356-FKD,  B-1653-FKD,  B-1696-FAA,  a-1262-

FJA, B-1421-Flu adalah kendaraan milik perusahaan yang dapat digunakan

untuk  seluruh  karyawan  yaitu  kendaraan  operasional  umum.   Kendaraan

tersebut bukan merupakan kendaraan yang digunakan untuk pegawai tertentu

saja  karena  jabatannya.  Seluruh  karyawan  apabila  memeriukannya  untuk

keperiuan Pemohon Banding dapat menggunakannya;

bahwa   biaya   yang   timbul   terkait   pajak-pal.ak   selain   Pajak   Penghasilan

misalnya pajak kendaraan, dll. Mengacu Pasal 6 ayat 1  huruf a angka 9 UU

Pph menyatakan bahwa:

(1)     Besamya penghasilan Kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi

biaya   unfuk  mendapatkan,   menagih,   dan   memelihara   penghasilan,

termasuk:

1) biaya yang secara  langsung  atau  tidak langsung  berkaitan  dengan

kegiatan usaha, antara lain:

9. Pajak Kecuali Pajak Penghasilan;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1 ) KEP-220 menyatakan:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan

atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai

tertentu karena jabatan atau pekeriaannya, dapat dibebankan sebagai biaya

perusahaan  sebesar 50°/a  (lima  puluh  persen)  dari jumlah  biaya  perolehan

atau   pembelian   atau   perbaikan   besar   melalui   penyusutan   aktiva   tetap

kelompok  11  sebagaimana  dimaksud  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan

Nomor  520A(MK.04/2000  Lampiran   11   butir  1   huruf  b  sebagaimana  telah

diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;

bahwa biaya pajak kendaraan tersebutjelas bukan termasuk dalam I.enis biaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) KEP-220 sehingga tidak periu

dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;

r`
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b.  bahwa  biaya-biaya  pada  akun  ini  merupakan  biaya  dalam  rangka  dalam

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6

ayat (1 ) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana

telah  diubah  terakhir  dengan   UU   Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pal.ak

Penghasilan ("UU  Pph").  Pada dasamya biaya-biaya tersebut adalah terkait

antara lain dengan biaya yang timbul dalam rangka perialanan dinas seperti

biaya hotel dalam pelaksanaan tugas kantor dari Pemohon Banding. Pasal 6

ayat 1  hunrf a angka 4 UU Pph menyatakan bahwa:

(1)     Besamya penghasilan Kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi

biaya   untuk  mendapatkan,   menagih,   dan   memelihara   penghasilan,.

termasuk:

a.  biaya yang secara  langsung  atau  tidak langsung  berkaitan  dengan

kegiatan usaha, antara lain:

4. biaya perialanan;

c.  bahwa   biaya   yang   timbul   untuk   terkait   dengan   penyusunan   Laporan

Keuangan  yang  diaudit oleh Auditor  Ekstemal  (Auditor lndependen)  dalam

rangka kegiatan usaha Pemohon Banding yang mengharuskan menginap di

hotel untuk efektivitas dan efisiensi waktu serta memperlancar pekeriaannya

dalam  penyusunan  Laporan  Keuangan  milik  Pemohon  Banding  yang jelas

merupakan keperiuan administrasi. Dengan penginapan yang juga relatif lebih

dekat   dari   lokasi   usaha   Pemohon   Banding,   akan   lebjh   memudahkan

koordinasi,  pengiriman  dokumen,  dan juga  lebjh  cepat dan  mudah  apabila

Auditor lndependen tersebut tiba-tiba memerlukan kunjungan ke lokasi usaha

Pemohon  Banding dalam  rangka  penyusunan  Laporan  Keuangan tersebut.

Penyusunan    Laporan    Keuangan   tersebut   jelas    merupakan    keperluan

administrasi Pemohon Banding dalam menjalankan usahanya dan divvajibkan

oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  68  ayat  (1)  huruf e

Undang-Undang   Nomor   40   Tahun   2007   tentang   Perseroan   Terbatas

menyatakan bahwa:

Direksi  wajib  menyerahkan  laporan  keuangan  Perseroan  kepada  akuntan

pub|ik untuk diaudit apabila:                                                                                              r ,
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e.  Perseroan  mempunyai  aset  dan/atau  jumlah  peredaran  usaha  dengan

jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

bahwa       peredaran       usaha       Pemohon       Banding       I.elas       melebihi

Rp50.000.000.000,00   sehingga   diwajibkan   untuk   menyerahkan    laporan

keuangan  Pemohon  Banding  kepada akuntan  publik untuk diaudit sehingga

jelas pengeluaran atau biaya terkait dengan audit laporan keuangan tersebut

merupakan biaya administrasi yang timbul terkait kewajiban yang ada karena

suatu Undang-Undang;

bahwa  mengacu  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  a  angka  8  UU  Pph  menyatakan

bahwa:

(1)     Besamya penghasilan Kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi

biaya   untuk  mendapatkan,   menagih,   dan   memelihara   penghasilan,

termasuk:

a.  biaya yang secara  langsung  atau  tidak langsung  berkaitan  dengan

kegiatan usaha, antara lain:

8. Biaya Administrasi;

d.  bahwa  biaya-biaya  pada  akun  ini  merupakan  biaya  dalam  rangka  dalam

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6

ayat (1) huruf a UU Pph. Pada dasamya biaya-biaya ter:ebut adalah terkait

antara lain dengan:

•    Biaya  yang  timbul  dalam  rangka  mempekerjakan  atau  mendatangkan

Tenaga  Keria Asing  seperti  KITAS,  lKTA,  DPKK,  lMTA,  SKPPS,  SKIT,

RPTK,   dll.   Angka   4   hurul   b   Surat   Direktur   Jenderal   pal.ak   Nomor

S-145fl3J.42/2003 menyatakan bahwa:

Biaya-biaya     yang     dikeluarkan     oleh     perusahaan     dalam     rangka

mendatangkan/mempeker].akan     tenaga     keria     asing     sebagaimana

dimaksud  dalam  surat  termasuk  luran  Wajib   Pendidikan  dan   Latihan

sepanjang  ditentukan oleh  Menteri Tenaga  Ker].a dapat dikurangkan  dari

penghasilan bruto PT ABC;

d) Koreksi     terkait     Stationaries,     Office     Supplies,     &     Printing     sebesar

Rp77.308.1 oo,00                                                                                                    r,
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Menurut Terbanding

1) bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan berupa biaya seragam dan kesehatan;

2)  bahwa Pasal 9 ayat (1 ) hunJf e UU Pph menyatakan bahwa untuk menentukan

besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan

dengan   pekeriaan   atau  jasa   yang   diberikan   dalam   bentuk   natura   dan

kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai

serta  penggantian  atau  imbalan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  di

daerah  tertentu  dan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekeriaan  yang

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

3) bahwa    Pemohon    Banding    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan bahwa biaya tersebut bukan imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan sehingga koreksi pemen.ksa tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Biaya-biaya

pada akun ini yang terdiri dari:
•      Baju seragam sebesar                        Rp75.525.000,00

•       Peralatan Klinik                                           Rp   1.783.100,00

Total                                                Rp77.308.100,00;

dimana  biaya-biaya  tersebut  merupakan  biaya  tidak  langsung  dalam  rangka

dalam  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  sesuai  dengan

Pasal 6 ayat (1 ) huruf a UU Pph:

(1)      Besamya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan

bentuk usaha tetap,  ditentukan  berdasarkan  penghasilan  bruto  dikurangi

biaya    untuk   mendapatkan,    menagih,    dan    memelihara    penghasilan,

termasuk:

a.  biaya  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan

kegiatan usaha, antara lain:

bahwa dalam hal ini berupa baju seragam, masker, dll untuk seluruh karyawan

yang dapat menunjang pekeriaan karyawan dalam menjalankan kegiatan usaha

Pemohon  Banding  di  mana  seragam  jelas  diperiukan  untuk  keamanan  danr,
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keselamatan misalnya unfuk dengan mudah membedakan mama yang memang

karyawan  Pemohon  Banding  dan  bukan  karyawan  di  lokasi  usaha  Pemohon

Banding   sehingga   orangcorang   yang    memang   tidak   berhak   atau   tidak

berkepentingan   dapat   diidentifikasi   dari   awal   serta   dalam   kondisi   darurat

(misalkan kebakaran,  bencana alam gempa) memudahkan  Pemohon  Banding

untuk  mengidentifikasi  dan  mengkoordinasi  keselamatan  karyawan  tersebut.

Telah ada juga Putusan  Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali

Direktur  Jenderal   Pajak   dan   menyimpulkan   bahwa   biaya   seragam   untuk

karyawan  dapat  dibebankan  oleh  Pemohon  Banding  yaitu  Putusan  Nomor  1

710/B/PK/PJK/2016;

bahwa sedangkan  peralatan  klinik dibiayakan  oleh  Pemohon  Banding  dimana

saat teriadinya  pandemi  Covid-19,  sangat diperiukan  dalam  keselamatan  dan

kesehatan   ker].a   karyawan   karena   dalam   masa   pandemi   Covid-19   kantor

Pemohon  Bandjng  dapat saja tiba-tiba  ditutup  karena  misalnya  ada  karyawan

yang  terkena  Covid-19.  Peralatan  klinik sangat membantu  dalam  mengurangi

resiko tertular Covid-19 tersebut sehingga mempengaruhi secara langsung atau

tidak   langsung   sangat   berpengaruh   kegiatan   mendapatkan,   menagih,   dan

memelihara penghasilan.   Penggunaan masker ini juga diwajibkan dalam Surat

Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M7/AS.02.02IV/2020  dalam  butir  11

angka 3 sebagai berikut:

11.   Penerapan  Protokol  Pencegahan  Penularan  Corona y/rue D/.sease (Covid-
19/ d] Tempat Kerja, meliputi:

3.   Memastikan pemakaian alat pelindung diri:
a.   Gunal(an masker untuk pekerja;
b.   Gunakan  masker/respirator,  baju  pelindung,  kacamata,  pelindung wajah,

"ai.r  cap  dan  sarung  tangan  dalam  dan  luar  bagi  petugas  penyemprot
desinfektan.

e) Koreksi  atas  Biaya yang tidak seluruhnya  atas  biaya tersebut adalah  untuk

mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  Pemohon  Banding

sebesar Rpl .861.113.824,00;

Menurut Terbanding

1) bahwa    Pemeriksa    melakukan    koreksi    atas    biaya    outsourcing    yang

dimanfaatkan bersama dengan PT Sakai Indonesia tetapi hanya dibebankan

kepada pemohon Banding;                                                                                         r.
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2) bahwa  Pasal  18 ayat (3)  UU  Pph  mengatur bahwa  Direktur Jenderal  Pajak

berwenang    untuk    menentukan     kembali    besamya     penghasilan     dan

pengurangan  serta  menentukan  utang  sebagai  modal  untuk  menghitung

besamya   Penghasilan   Kena   Pajak   bagi  Wajib   Pajak  yang   mempunyai

hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan

kelaziman  usaha  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  hubungan  istimewa  dengan

menggunakan  metode  perbandingan  harga  antara  pihak yang  independen,

metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, ataLl metode lainnya;

3) bahwa    Pemohon    Bandjng    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan bahwa biaya outsourcing tersebut tidak dimanfaatkan bersama

sehingga koreksi pemeriksa tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding

bahwa  Pemohon  Banding  tidak  setuju  dengan   koreksi  Terbanding.  Koreksi

terhadap  akun  Outsourcing  expenses  (Basic)  dan  akun  Outsourcing  Expense

(Fee) sebesar Rpl .861.113.824,00;

bahwa biaya outsourcing ini adalah terkait dengan biaya yang dibayarkan kepada

outsourcing pekerjaan yang akan lebih efisien apabila ditangani oleh pihak luar

seper[i kebersihan area gedung, pemeliharaan lingkungan gedung dll;

bahwa Pemohon  Banding tidak setuju dengan  koreksi tersebut.  Biaya tersebut

adalah  termasuk  dalam  biaya  untuk  memperoleh,  menagih,  dan  memelihara

pendapatan (3M) yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto sesuai dengan

ketentuan  Pasal 6 ayat (1) UU  Pph.  Perjanjian outsourcing  pekerjaan tersebut

adalah   dilakukan   dengan   Pemohon   Banding.   Tagihan   juga   sepenuhnya

diberikan pihak vendor kepada Pemohon Banding dan Pemohon Banding juga

telah  membayar  sepenuhnya  kepada  pihak  vendor  outsource  tersebut  atas

tagihannya   serta   kewajiban   pemotongan   Pph-nya.   Jasa   merupakan  suatu

kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum di mana

perikatan  tersebut adalah  hanya  teriadi  antara  Pemohon  Banding  dan  vendor

outsource  tersebut.  0leh  karena  itu,  mengingat  perianjian  outsouroe  tersebut

adalah dilakukan dengan  Pemohon  Banding dan juga  biaya vendor outsource

tersebut   dibayar   sepenuhnya    oleh    Pemohon    Banding    maka    Pemohon

Bandinglah pihak yang secara legal dapat membiayakannya;                                   4,
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bahwa  berdasarkan  penjelasan  di  atas,   Pemohon  Banding  mohon  kepada

Majelis Hakim yang Mulia agar koreksi positif atas Penghasilan dari Luar Usaha

dengan nilai sebesar Rpl .450.671.468,00 dan koreksi positif Penyesuaian Fiskal

Positif dengan nilai sebesar Rp2.079.633.768,00  dapat dibatalkan seluruhnya;

IV.   Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa   berdasarkan   penjelasan   dan   uraian   di   atas,    Pemohon    Banding

menvimpulkan bahwa:

1.  Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 UU

Pengadilan Pajak;

2.  Keputusan Terbanding  Nomor 00353fl<EB/PJ/\/VPJ.22/2023 tanggal  15  Mei

2023  adalah  tidak  benar  dan  tidak  sesuai  dengan  fakta,  dokumen,  dan

ketentuan perundang-undangan perpai.akan yang beriaku;

3.  Surat Ketetapan lebih bayar Pajak Penghasilan Nomor 00084/406/20/431/22

tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020 tidak benar dan tidak sesuai dengan

fakta,   dokumen,   dan   ketentuan   perundang-undangan   perpajakan   yang

beriaku;

bahwa  selanjutnya,   Pemohon  Banding  mengusulkan  kepada  Majelis  Hakim

Pengadilan Pajak yang Mulia agar berkenan untuk:

1.  Menyatakan  bahwa permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding

dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

2.  Mengabulkan   seluruhnya   permohonan   banding  yang   diajukan   Pemohon

Banding        dan     \   membatalkan         Keputusan        Terbanding         Nomor

00353n<EB/PJAVPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023;

3.  Menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan Badan Pemohon Banding

untuk Tahun Pajak 2020 menjadi sebagai berikut:

r.
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Ho. Urfu

Jarfu Hcaunt

iferetslyangkeprtusan Pbt-
KebemtanlRp' Pengadnanqlp) dthtaurm qtp)

i Pengivasilan Brute atau Percdaran Usaha/Brute 83.290.868.624 83.290.868.624

I.450.671.4682.079.633.768

2 Harga Pohok Penjualan 69.482.055.479 69.482.055.479

3 Penchasilan Bruto atau Laha Brute ( I-2) 13.808.813.145 13.808.813.145

4 Pengurang penghasilan tmto atau hiaya usaha 35.966.308.167 35.966.308.167

5 Penghasilan neto dalam negeri (3-4) (22.157.495.022)4.417.705.8284.417.705.828 (22.157.495.022)2.967.034.3602.967.034.360
67 Penghasilan neto dalam ncgeri lalnnya:

a. penghasilan dari luar usaha
b. penghasilan jasa/pekedaan behas
c. penghasi]an sehubungan dengan pekejaand.Lain-lain

c. Jumlch (a+b+cnd)
r`asilitas pemnaman modal berupr pengurangan penghasiJan neto

89 Penycsuaian Fiskal
12.371.768.463 10.292.134.695a. Penyesua]an Fishal PosiLir

b. Penyesua]an Fiskal Negatif 31.547.274 31.547.274
c. Jumlah (a-tI 12.340.221.189 10.260.587.421
Pen     asilan Neto luar negcri

10 Jumlah penghasilan neto (5rfi.c -7+8.c+9) (5.399.568.005)(5.399.568.005)21.963.000 (8.929.873.241)(8.929.873.241)21.963.000
11 Zahat/sumhangan keagamaan yang bersifat wajib
12 Kompensasi kerudan
13 Penghasilan "dak Kena Pajak (PIKE)
14 PenghasilanKcnafajak(10-11-12-13)
15 Pph Terutang ((tarirx 15)  atau NIHIL)
16 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang Pph (fasal  17 ayat (2)  KUP)
17 Pengcmhalian Pin Pasal 24 yang telal` diperhitunghan tahun lalu
18 Jumlah Pin lerutang (16+17)
19 Kredit prjak

a. PTA ditanggung pemerintah
b. Dip]tong/Dipungut arch rihak lam:

b.i.  Pin Pasal 21
b.2. Pin Pasal 22
b.3. Pin Pasal 23 84.630.000106.593.000277.548.289 84.630.000106.593.000277.548.289
b.4. Pin Pasal 24
b.5.  Lain-laln
b.6. Junlch (b. I  + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)

c. Dihayar sendiri:
c.I.  Pin fasal 22
c.2.  Pph Pasal 25
c 3   Pin fasal 29
c:4:  Jumlah  (c.I  + c.2) 277.548.289384.141.289 277.548.289384.141.289

d.  Diperhitungkan :
d.I.  SlapLB
d.2.  SKPI(KP
d.3.  Jumlch (d.I+d.2)

e.  Pph yang seharusnya tidak terutang (Pasal  17 ayat (2|  KUP|:
e.I.  Ditnyar dengan NPWP Pihak lain
c.2.  Dihayar dengan NPWP sendiri
c.3.  Telal] dipetong/dipungut
c.4.  Jundah  (c.1  + c.2 + e.3)

I.  Jumlah fajak yang daFat dikreditkan ((a + b.6 + c.4 + d.3) atau (c.4))
20 Juulah Pin yang letih dihayar/seharusnya tidak terutang (19.I - 18) 384,141.289 384.141.289

bahwa  demikian  surat banding  ini  disampaikan  dengan  harapan  agar  Maj.elis

Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa ini

berkenan  untuk  menen.rna  dan  mengabulkan  permohonan  banding  Pemohon

Banding.  Atau,   apabila   Majelis  Hakim  yang  Mulia  berpendapat  lain,   mohon

putu§an yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa apabila Majelis Hakim yang Terhormat masih memeriukan tambahan data

dan  keterangan  serta  penjelasan  tentang  hal-hal  yang  belum  Pemohon  Banding

sebutkan    dalam    Surat    Banding    ini,     Pemohon     Banding    bersedia     unfuk,.
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menyampaikan  secara  terfulis atau secara  lisan  dalam sidang  Pengadilan  Pajak,

dan  mohon  agar  Pemohon  Banding  dapat  dihadirkan  dalam  persidangan  untuk

memberikan keterangan dan datardata yang diperlukan;

Menimbang   bahwa   Terbanding   dalam   Surat   Uraian   Banding   Nomor

S-267/SUBAVPJ.22/2023     tanggal     13     September    2023,     pada     pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa     sehubungan     dengan     surat     Panitera     Pengadilan     Pajak     Nomor

U-007161.15.2023/PAN/2023 tanggal  15 Agustus  2023  berkenaan  dengan  surat

banding dari Pemohon Banding Nomor 057-VIIl/2023ITAX tanggal 02 Agustus 2023

hal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut:

I.   Penelitian persyaratan Normal

bahwa  permohonan  banding  Pemohon  Banding  memenuhi  ketentuan  formal

sebagaimana  diatur dalam  Pasal  27  dan  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun

2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Keria  Menjadi  Undang-Undang,  Pasal 35

ayat (t) dan  ayat (2) dan Pasal 36 ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta

Pasal 37 ayat (1 ) Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2002 tentang  Pengadilan

•     Pajak;

lI.  Uraian   Mengenai     Ketetapan     Semula,     Keberatan     Dan   Keputusan   Alas

Keberatan

1.  bahwa Surat Ketetapan Pal.ak Lebih Bayar Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal

25   April   2022   Tahun   Pal.ak   2020   diterbitkan   berdasarkan   Laporan   Hasil

Pemeriksaan     Pajak     Kantor    Pelayanan     Pajak     Madya     Bekasi     Nomor

LAP-00163AVPJ.22/KP.0704fl3IKSIS/2022   tanggal   22   April    2022,    dengan

perhitungan sebagai berikut:

Uraian
Jumla h (Rp)

Koreksi (Rp)Waiib Paiak Pemeriksa
1.  Penqhasilan  Netto (Rugi) (8.929.873.241 ) (5.399.568.005) 3.530.305.236
2. Penghasilan yang seharusnya tidak 0 0 0

terutanq Pph (Pasal 17 avat (2) KUP}
3. Penghasilan Kena Paiak (8.929.873.241) (5.399.568.005) 3.530.305.236
4. Pph vanq terutana 0 0 0
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5. Pengembalian Pph Pasal 24 yang telah 0 0 0
diperhitunqkan tahun la[u

6. Jumlah Pph Terutang (4+5) 0 0 0
7. Kredit Paiak : 0 0 0

a.   Pph ditanqqunq pemerintah 0 0 0
b.   Dipotona / dipungut oleh pihak lain: 0 0 0

b.1.    Pph  pasal21 0 0 0
b.2.    Pph pasal22 21.963.000 21.963.000 0
b.3.    Pphpasal23 84.630.000 84.630.000 0
b.4.    Pph pasal 24 0 0 0
b.5.     Lain-lain 0 0 0
b.6.    Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) 106.593.000 106.593.000 0

c.   Dibayar sendiri: 0 0 0
`c.1.   Pph Pasal 22 0 0 0
c.2.   Pph Pasal 25 277.548.289 277.548.289 0
c.3.   Pph Pasal 29 0 0 0
c.4.   STP (pokok kurang bayar) 0 0 0
c.5.   Lain  lain 0 0 0
c.6.   Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5) 277.548.289 277.548.289 0

d.  Diperhitungkan : 0 0 0
d.1.   SKPLB 0 0 0
d.2.   SKPPKP 0 0 0
d.3.   Jumlah (d.1  +  d.2) 0 0 0

e. Pph yang seharusnya tidak terutang 0 0 0
(Pasal  17 ayat (2) KUP):
e.1.   Dibayar dengan NPWP pihak lain 0 0 0
e.2.   Dibayar dengan NPWP sendiri 0 0 0
e.3.   Telah dipotong/djpungut 0 0 0
e.4.   Jumlah (e.1  + e.2 + e.3) 0 0 0

f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan 384.141 .289 384.141.289 0
((a + b.6 + c.6 -d.3) atau (e.4))

8. Jumlah Pph yang lebih bayar (7f - 6) (384.141.289) (384.141.289) 0
2.  bahwa  atas  ketetapan  tersebut,  Pemohon  Banding  mengajukan    keberatan

dengan  surat  Nomor  004-Vll-2022/TAX  tanggal  18  Juli  2022,  yang    diterima

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi berdasarkan Lembar Penerimaan Arms

Dokumen (LPAD) nomor PEM-05007260AVPJ.22/KP.0703/2022 tanggal 20 Juli

2022;

3.  bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding telah diterbitkan Surat Keputusan

Terbanding   Nomor  KEP-00353fl<EB/PJAVPJ.22/2023  tanggal   15   Mei  2023,

dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian Semula Dikurang/Ditambah MenJ`adi
(Rp) (Rp) (Rp)

Penghasi an Netto (5.399.568.005) 0 (5.399.568.005)
Kompensasi Kerugian 0 0 0
Penghasi an Kena Paiak (5.399.568.005) 0 (5.399.568.005)
Pph Terutanq 0 0 0
Kredit Pa

-ak
384.141.289 0 384.141.289

Pph Kurang (Lebih) Bayar (384.141.289) 0 (384.141.289)
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Sanksi Administrasi 0 0 0
Pph Yang Masih Harus/(LebihDibayar) (384.141.289) 0 (384.141.289)

Ill. Analisa  Pokok Sengketa

bahwa   setelah   membaca   surat   banding,   mempelajari   Laporan   Penelitian

Keberatan,     berkas     surat-menyurat    yang     beriangsung    selama     proses

penyelesaian   keberatan,   surat   keberatan   Pemohon   Banding,   dengan   ini

disampaikan analisa pokok sengketa alas surat banding dari Pemohon Banding

sebagai ben.kut:

1.  Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rpl .450.671.468,00

1) Menurut Pemohon Banding

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam surat banding Pemohon Banding;

2) Menurut Terbanding

a.     Dasarhukum

a)  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  1983 tentang  Ketentuan  Umum  Dan Tata

Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan

Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 1  angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan    suatu    standar    pemen.ksaan    untuk    menguji    kepatuhan

pemenuhan  kewajiban  perpajakan dan/atau  untuk tujuan  lain dalam  rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpaj.akan;

Pasal 3 ayat (1 )

Setiap  Wajib   Pajak  wajib   mengisi   Surat   Pemberitahuan   dengan   benar,

lengkap,  dan  jelas,  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  menggunakan  huruf

Latin,  angka  Arab,  satuan  mata  uang  Rupiah,  dan  menandatangani  serta

menyampaikannya  ke  kantor Direktorat Jenderal  Pajak tempat Wajib  Pajak

terdaftar  atau  dikukuhkan  atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  Direktur

Jenderal Pajak;
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Pasa' 12

(1)   Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan

ketentuan   peraturan   perundang-undangan   perpajakan,   dengan   tidak

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

(2)  Jumlah   Pajak   yang   terutang   menurut   Surat   Pemberitahuan   yang

disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(3)   Apabila  Direktur Jenderal  Pajak  mendapatkan  bukti jumlah  pajak  yang

terutang  menurut  Surat  Pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (2) tidak benar,  Direktur Jenderal  Pajak menetapkan jumlah  pal.ak

yang terutang;

Pasal 1 7 ayat (1 )

Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat

Ketetapan  Pajak Lebih Bayar apabila I.umlah  kredit pajak atau I.umlah  pajak

yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;

Pasal 18 ayat (3)

Direktur  Jenderal  Pajak  berwenang  untuk  menentukan  kembali  besamya

penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk

menghitung   besamya   Penghasilan   Kena   Pal.ak   bagi   Wajib   Pajak  yang

mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan

kewajaran  dan   kelazjman  usaha  yang  tidak  dipengaruhi  oleh   hubungan

istimewa  dengan  menggunakan  metode  perbandingan  harga  antara  pihak

yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau

metode lainnya;

Pasal 1 8 ayat (4)

Hubungan  istimewa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3)  sampai  dengan

ayat (3d), Pasal 9 ayat (1 ) huruff, dan Pasal 10 ayat (1 ) dianggap ada apabila:

(a)   Wajib Pal.ak mempunyai penyehaan modal langsung atau tidak langsung

paling  rendah  25°/o  (dua  puluh  lima  persen)  pada  Wajib  Pajak  lain;

hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua

puluh  lima persen) pada dua Wajib  Pal.ak atau lebih;  atau  hubungan di

antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir;                                   4.
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(b)   Wajib  Pajak menguasai Wajib  Pajak lainnya  atau dua atau  lebih Wajib

Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun

tidak langsung; atau

(c)   terdapat hubungan keluarga balk sedarah maupun semenda dalam garis

keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

Pasal 25 ayat (1 )

Wajib  Pajak dapat mengajukan  keberatan  hanya  kepada  Direkfur Jenderal

Pajak atas suatu:

a.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c.  Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d.  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e.  pemotongan   atau   pemungutan   pajak   oleh   pihak   ketiga   berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 26A

a.  Tata  cara  pengajuan  dan  penyelesaian  keberatan  diatur  dengan  atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

b.  Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1 ), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib

Pajak untuk  hadir memberikan  keterangan  atau  memperoleh  penjelasan

mengenai keberatannya;

c.  Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan;

d.  Wajib  Pajak yang  mengungkapkan  pembukuan,  catatan,  data,  informasi,

atau  keterangan  lain  dalam  proses  keberatan  yang tidak diberikan  pada

saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan

belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data,

informasi,  atau  keferangan  lain  dimaksud  tidak  dipertimbangkan  dalam

penyelesaian keberatan nya ;

Pasal 29 ayat (1 )

Direktur Jenderal  Pajak berwenang  melakukan  pemen'ksaan  untuk menguji

kepatuhan  pemenuhan kewajiban  perpajakan Wajjb  Pajak dan untuk tujuan
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lain dalam rangka melaksanakan  ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan;

Pasal 29 ayat (3) huruf a

Wajib  Pajak  yang  diperiksa  wajib  memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan

buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasamya, dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekeriaan

bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b) Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    1983    tentang    Pajak    Penghasilan

sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang

Nomor 6 Tahun  2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang

Pasal 4 ayat (1 ) huruf a

Yang   menjadi   Obj.ek   Pajak   adalah   penghasilan   yaitu   setiap   tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,  balk yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,

dengan nama dan dalam benfuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan

berkenaan dengan pekerjaan afau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk

gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium,  komjsi,  bonus,  grafflkasi,  uang  pensiun,

atau  imbalan  dalam  bentuk  lainnya,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang-

undang ini;

c)  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pasal 1 1

(1)   Buku,   catatan,   dan   dokumen  yang   menjadi  dasar  pembukuan  atau

pencatatan   dan  dokumen   lain  termasuk  hasil   pengolahan  data  dari

pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi

daring wajib  disimpan  selama  10  (sepuluh) tahun  dj  Indonesia,  yaitu  di

tempat kegiatan  atau tempat tinggal Wajib  Pajak orang  pribadj,  atau  dj

tempat kedudukan Waj.ib Pajak badan;
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(2)   Dalam  hal  Wajib  Pajak  melakukan  transaksi  dengan  para  pihak  yang

mempunyai     hubungan     istimewa     dengan     Wajib     Pajak     selain

melaksanakan    kewajiban    menyimpan   dokumen    lain    sebagaimana

dimaksudpadaayat(1),WajibPaj.akwajibmenyimpandokumendan/atau

informasi tambahan untuk mendukung  bahwa transaksi yang  dilakukan

dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan

prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

d)  Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor  9/PMK.03/2013  tentang  Tata   Cara

Pengajuan dan  Penyelesaian  Keberatan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan     Peraturan     Menteri     Keuangan     Republik     Indonesia     Nomor

202/PMK.03/2015

Pasal 1 3 ayat (1 ) huruf a

Dalam  proses  penyelesaian  keberatan,  Direktur Jenderal  Pajak berwenang

untuk meminjam  buku,  catatan,  data,  dan  informasi dalam  bentuk hardcopy

dan/atau    softcopy    kepada   Wajib    Pajak   terkait   dengan    materi    yang

disengketakan  melalui  penyampaian  surat  permintaan  peminjaman  buku,

catatan, data, dan informasi;

Pasal 14 ayat (1 )

Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada

saat     pemeriksaan     tetapi     tidak    diberikan     oleh    Wajib     Pajak,     tidak

dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan,

data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum

diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;

b.  Data dan Fakta

a) bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa dasar koreksi adalah

karena   ter].adi   resfukturisasi   bisnis   atas   operasional   Group   Sakai   yang

menyebabkan   berpindahnya   para   pegawai   yang   sebelumnya   sebagai

pegawai   PT  Sakai  Indonesia  dan   PT  SRMl   menj.adi  pegawai  Pemohon

Banding. Alas  beban  pegawai yang pindah tersebut ditagih  kembali melalui

pendapatan  jasa  manajemen  dan  Pemohon  Banding  kurang  menagihkan

pendapatan jasa manajemen;

1.
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b) bahwa  PT  Sakai  Indonesia  merupakan  pihak yang  mempunyai  hubungan

istimewa dengan  Pemohon  Banding sehingga sesuai  Pasal  18 ayat (3)  UU

Pph Terbanding menghitung kembali besamya penghasilan I.asa manajemen

yang seharusnya ditagihkan Pemohon Banding ke PT Sakai Indonesia;

c)  bahwa untuk keperiuan pembuktian atas transaksi tersebut, pada saat proses

penelitian  keberatan  telah  disampaikan  surat permintaan  dokumen  kepada

Pemohon    Banding   pada    proses    keberatan   melalui   surat   Permintaan

Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan lnformasi nomor S-54/\/VPJ.226/2023

tanggal 16 Februari 2023 dan telah dilakukan pembahasan sengketa dengan

Pemohon   Banding   pada   tanggal   3   Maret   2023   sesuai   Berita   Acara

Pembahasan        dan        Klarifikasi        Sengketa        Perpajakan         nomor

BA-97/\/\/PJ.2264/2023 tanggal 3 Maret 2023. Adapun data yang diminta dan

diberikan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Buku,  Catatan,  Data, dan lnformasi yang Dipinjam serta
PemenuhanBuku,Catatan,

Keterangan yang diminta Data, danInformasi

Company Profil beserta penjelasan tentang proses bisnis Seluruhnya

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Seluruhnya
Pajak 2020 dan lampirannya

Maping    atau    Rekonsiliasi    Laporan    Keuangan    ke    SPT Seluruhnya
Tahunan Pph Badan Tahun pajak 2020

Laporan Keuangan Aud/.fed tahun 2020 Seluruhnya

Genera/ Ledger tahun 2020 Seluruhnya

Bukti-buk{i  terkait  keberatan  alas  pos  penghasilan  dari  luar
Tidak Dipenuhi

usaha dan penyesuaian fiskal positif

Bukti-bukti terkait keberatan atas objek Pph Pasal 26 Tidak Dipenuhi

Bukti-bukti  terkait  keberatan  atas  objek  PPN  Barang  dan
Tidak DipenuhiJasa  serta  PPN  alas  pemanfaatan  JKP  dari  luar  daerah

pabean

SPHP.  tanggapan  alas  SPHP,  Risalah  pembahasan  hasil
Seluruhnyapemeriksaan,   dan   bukti   peminjaman   dokumen/data   pada

saat pemeriksaan

bahwa sampai dengan jangka waktu yang diberikan Pemohon Banding tidak

mampu  memberikan  data  dan  dokumen  secara  lengkap.  Berdasarkan  hal

tersebut telah djbuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan
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Pem injaman            dan/atau            Permi ntaan            Keterangan            nomor

BA-131AVPJ.2261/2023 tanggal 31  Maret 2023;

c.  Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan

Hasil  Pemen'ksaan,  Kehas  Kerja  Pemeriksaan,  data  dan  dokumen  yang  ada

dalam proses keberatan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) bahwa  sesuai  hasil  pemeriksaan  dasar koreksi  atas  Penghasilan  dari  Luar

Usaha karena teriadi restrukturisasi bisnis atas operasional Group Sakai yang

menyebabkan   berpindahnya   para   pegawai   yang   sebelumnya   sebagai

pegawai  PT  Sakai   Indonesia  dan   PT  SRMI   menjadi  pegawai  Pemohon

Banding. Atas  beban  pegawai yang  pindah tersebut ditagih  kembali  melalui

pendapatan jasa manajemen;

b) bahwa  menurut  Pemohon   Banding   perpindahan  pegawai  dart  PT  Sakai

Indonesia menjadi pegawai Pemohon Banding bukan berarti seluruh pegawai

pindahan  tersebut  kemudian  serta-meha  ikut juga  ditagihkan  biaya  gajinya

sebagai jasa manajemen. Penagihan tersebut harus tetap mengacu kepada

perianjian yang disepakati oleh kedua belah pihak terkait beban pegawai yang

mana saja yang boleh ditagihkan oleh  Pemohon  Bandjng  kepada PT Sakai

Indonesia;

c)bahw;Pasal4ayat(1)UUpphmenyatakanbahwayangmenjadiobjekpajak

adalah   penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan   kemampuan   ekonomis  yang

diten.rna atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah

kekayaan Wajib Pal.ak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apa Pun;

d) bahwa Pasal 18 ayat (3) UU Pph menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak

berwenang     untuk    menentukan     kembali    besamya     penghasilan     dan

pengurangan  seha  menentukan  utang  sebagai  modal  untuk  menghitung

besamya   Penghasilan   Kena   Pajak  bagi  Wajib   Pajak  yang   mempunyai

hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan

kelaziman  usaha  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  hubungan  istimewa  dengan

f..
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menggunakan  metode perbandingan  harga antara  pihak yang  independen,

metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya;

e) bahwa   Pemohon   Banding   tidak   dapat   memberikan   dokumen   berkaitan

dengan restrukturisasi bisnis dan perpindahan pegawai serta dokumen yang

membuktikan bahwa tidak seluruh pegawai pindahan serta-merta ditagihkan

biaya gajinya sebagai jasa manajemen;

f)   bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding tetap mempehahankan koreksi

Terbanding atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rpl .450.671.468,00;

g) bahwa peneljtian setelah SPUH:
-    bahwa   berdasarkan  surat  tanggapan   Pemohon   Banding   nomor  031-

V/2023ITAX tanggal 2  Mei 2023,  Pemohon  Banding tidak sefuju dengan

hasil penelitian keberatan;

-    bahwa   Terbanding   tetap   mempertahankan   koreksi   Terbanding   atas

Penghasilan dari Luar Usaha karena dalam surat tanggapannya Pemohon

Banding juga tidak memberikan dokumen berkaitan dengan restrukturisasi

bisnis dan perpindahan pegawai serta dokumen yang membuktikan bahwa

tidak  seluruh   pegawai   pindahan   seha-merta   ditagihkan   biaya   gajinya

sebagai jasa manajemen;  `

2.  Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.768,00

1)  Menurut Pemohon Banding

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam surat banding Pemohon Banding;

2)  Menurut Terbanding

a. Dasar hukum

a)  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  1983 tentang Ketentuan  Umum  Dan Tata

Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan

Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan

Pemen.ntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Keria Menjadi Undang-Undang

Pasal 1 angka 25

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan    suatu    standar    pemeriksaan    untuk    menguji    kepatuhan
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pemenuhan  kewajiban  perpa|.akan dan/atau  untuk tujuan  lain  dalam  rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 3 ayat (1 )

Setiap  Wajib   Pajak  wajib   mengisi   Surat   Pemberitahuan   dengan   benar,

lengkap,  dan  jelas,  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  menggunakan  hunlf

Latin,  angka  Arab,  satuan  mata  uang  Rupiah,  dan  menandatangani  serfa

menyampaikannya  ke kantor Direktorat Jenderal  Pajak tempat Wajib  Pajak

terdaftar  atau  dikukuhkan  atau  tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  Direktur

Jenderal Pajak;

Pasal 12

(1)   Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan

ketentuan   peraturan   perundang-undangan   perpajakan,   dengan   tidak

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak;

(2)   Jumlah   Pajak   yang   terutang   menurut   Surat   Pemberitahuan   yang

disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

(3)   Apabila  Direktur Jenderal  Pajak  mendapatkan  bukti jumlah  pajak yang

terutang  menurut  Surat  Pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada

ayat (2) tidak benar,  Direktur Jenderal  Pajak menetapkan jumlah  pajak
I

yang terutang;

Pasal 17 ayat (1 )

Direkfur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat

Ketetapan  Pajak Lebih  Bayar apabila jumlah  kredit pajak atau I.umlah  pajak

yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;

Pasal 25 ayat (1 )

Wajib  Pajak  dapat mengaj.ukan  keberatan  hanya  kepada  Direktur Jenderal

Pajak atas suatu:

a.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c.  Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d.  Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

A.
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e.  pemotongan   atau   pemungutan   pajak   oleh   pihak   ketiga   berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 26A

a.  Tata  cara  pengajuan  dan  penyelesaian  keberatan  diatur  dengan  atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

a.  Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1 ), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib

Pajak untuk  hadir memberikan  keterangan  atau  memperoleh  penjelasan

mengenai keberatannya;

c.  Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan;

c/.  Wajib  Pajak yang  mengungkapkan  pembukuan,  catatan,  data,  informasi,

atau  keterangan  lain  dalam  proses  keberatan  yang tidak diberikan  pada

saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan

belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data,

informasi,  atau  keferangan  lain  dimaksud  tidak  dipertjmbangkan  dalam

penyelesaian keberatannya ;

Pasal 29 ayat (1 )

Direktur Jenderal  Pajak bervenang  melakukan  pemeriksaan  untuk  menguji

kepatuhan  pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib  Pajak dan untuk tuj.uan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan;

Pasal 29 ayat (3) huruf a

Wajib  Pajak  yang  diperiksa  wajib  memperlihatkan  dan/atau  meminjamkan

buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasamya, dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekeri.aan

bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b) Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    1983    tentang    Pajak    Penghasilan

sebagaimana  telah  beberapa  kalj  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Keria Menjadi Undang-

U ndang                                                                                                                               4`,
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Pasal 6 ayat (1 ) huruf a

Besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brute dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang

secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara

lain:

1.  biaya pembelian bahan;

2.  biaya   berkenaan   dengan   pekeriaan   atau   jasa   termasuk   upah,   gaji,

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk

uang;

3.  bunga, sewa, dan royalti;

4.  biaya perialanan;

5.  biaya pengolahan limbah;

6.  premi asuransi;

7.  biaya   promosi   dan   penjualan   yang   diatur  dengan   atau   berdasarkan

Peraturan Menferi Keuangan;

8.  biaya administrasi; dan

9.  pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1 )

Beban-beban  yang  dapat dikurangkan  dari  penghasilan  brute  dapat dibagi

dalam  2  (dua)  golongan,  yaitu  beban  atau  biaya  yang  mempunyai  masa

manfaat tidak lebih dari 1  (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1  (satu) tahun;

Beban  yang   mempunyai   masa   manfaat  tidak  lebih   dari   1   (satu)  tahun

merupakan   biaya   pada  tahun   yang   bersangkutan,   misalnya   gaji,   biaya

administrasi  dan  bunga,   biaya  rutin  pengolahan  limbah  dan  sebagainya,

sedangkan  pengeluaran yang  mempunyai  masa manfaat lebih dari  1  (satu)

tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Di  samping  itu,  apabila  dalam  suatu  tahun  pajak  didapat  kerugian  karena

penjualan  harta  atau  karena  selisih  kurs,  kerugian-kerugian  tersebut dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto;

(,-.
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Pasal 9 ayat (1 )

Untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam

negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

a.  pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,

termasuk  dividen  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi   kepada

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b.  biaya   yang   dibebankan   atau   dikeluarkan   untuk   kepentingan   pribadi

pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c.  pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1.  cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain

yang   menyalurkan   kredit,   sewa   guna   usaha   dengan   hak   opsi,

perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anj.ak piutang;

2.  cadangan  untuk  usaha  asuransi  termasuk  cadangan  bantuan  sosial

yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

3.  cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

4.  cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

5.  cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

6.  cadangan  biaya  penutupan  dan  pemeliharaan  tempat  pembuangan

limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang  ketentuan  dan  syarat-syaratnya  diatur  dengan  atau  berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan;

d.  premi  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi jiwa,  asuransi

dwiguna,  dan  asuransi  bea  siswa,  yang  dibayar oleh Wajib  Pajak orang

pribadi,  kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung

sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

e.  penggantian atau jmbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang

diberikan   dalam   bentuk   natura   dan   kenikmatan,   kecuali   penyediaan

makanan  dan  minuman  bagi  seluruh  pegawai  serta  penggantian  atau

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang

berkaitan   dengan   pelaksanaan   pekerjaan   yang   diatur   dengan   atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

f`
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f.   I.umlah  yang   melebihi   kewajaran  yang   dibayarkan   kepada   pemegang

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

9.  haha    yang    dihibahkan,    bantuan    atau    sumbangan,    dan    warisan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan hunJf b, kecuali

sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1 ) hunrf i sampai

dengan  huruf  in  seha  zakat  yang  diterima  oleh  badan  amil  zakat  atau

lembaga  amil  zakat yang  dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  atau

sumbangan  keagamaan  yang  sifatnya  wajib  bagi  pemeluk  agama  yang

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk

atau  disahkan  oleh  pemerintah,  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah;

h.  Pajak penghasilan;

i.    biaya yang dibebankan  atau dikeluarkan  untuk kepentingan  pribadi Wajib

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

j.   gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k.  sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana

berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan

di bidang perpajakan;

c)  Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Hak dan Pemenuhan Kewaj.iban Perpajakan

Pasal 1 1

(1)   Buku,  catatan,  dan  dokumen  yang  menjadi  dasar  pembukuan  atau

pencatatan   dan   dokumen   lain   termasuk  hasil   pengolahan  data   dari

pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi

daring  wajib  disimpan  selama  10  (sepuluh) tahun  di  Indonesia,  yaifu  di

tempat kegiatan  atau tempat tinggal Wajib  Pajak orang  pribadj,  atau  di

tempat kedudukan Wajib Pajak badan;

(2)   Dalam  hal  Wajib  Pajak  melakukan  transaksi  dengan  para  pihak  yang

mempunyai     hubungan     istimewa     dengan     Wajib     Pajak     selain

melaksanakan    kewajiban    menyimpan   dokumen    lain    sebagaimanar.
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dimaksudpadaayat(1),Wajibpajakwajibmenyimpandokumendan/atau

informasi tambahan untuk mendukung  bahwa transaksi yang dilakukan

dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan

prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

d) Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor  9/PMK.03/2013  tentang  Tata   Cara

Pengajuan dan Penyelesaian  Keberatan sebagaimana telah diubah terakhir

dengan     Peraturan     Menteri     Keuangan     Republik     Indonesia     Nomor

202/PMK.03/2015

Pasal 13 ayat (1 ) hurirF a

Dalam  proses  penyelesaian  keberatan,  Direkfur Jenderal  Pajak  berwenang

untuk meminjam  buku,  catatan,  data,  dan  informasi dalam  bentuk hardcopy

dan/atau    softcopy    kepada   Wajib    Pajak   terkait   dengan    materi    yang

disengketakan  melalui  penyampaian  surat  permintaan  peminjaman  buku,

catatan, data, dan informasi;

Pasal 14 ayat (1 )

Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada

saat    pemeriksaan     tetapi     tidak    diberikan     oleh    Wajib     Pajak,     tidak

dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan,

data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum

diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;

e)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 167fl2MK.03/2018 tentang Penyediaan

Makanan  dan  Minuman  Bagi  Seluruh  Pegawai  seha  Penggantian  lmbalan

Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan Yang Berkaitan

Dengan  Pelaksanaan Pekerjaan Yang  Dapat Dikurangkan dari Penghasilan

Bruto Pemberi Keri.a

Pasal 2

(1)   Untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak

dalam    negeri    dan    bentuk    usaha    tetap    tidak    boleh    dikurangkan

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekeriaan atau jasa yang

diberikan  dalam   bentuk  natura  dan   kenikmatan,   kecuali   penyediaan

makanan  dan/atau  minuman  bagi  seluruh  pegawai  seha  penggantian
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atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan

yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;

(2)   Pemberian    natura   dan    kenikmatan    yang    dapat   dikurangkan    dari

penghasilan  brute  pemberi  keria sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)

adalah:

a.     Pemberian   atau   penyediaan   makanan   dan/atau   minuman   bagi

seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;

b.     Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang

diberikan   berkenaan   dengan   pelaksanaan   pekerjaan   di   daerah

tertentu   dalam   rangka   menunjang   kebijakan   pemerintah   untuk

mendorong pembangunan di daerah tersebut;

c.     Pemberian   natura  dan   kenikmatan  yang   merupakan   keharusan

dalam  pelaksanaan  pekeriaan  sebagai  sarana  keselamatan  kerja

atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;

Pasal 5

(1)   Pemberian  natura  dan  kenikmatan  yang  merupakan  keharusan  dalam

pelaksanaan  pekerjaan sebagai sarana  keselamatan  kerja atau  karena

sifat   pekeriaan   tersebut   mengharuskannya   sebagaimana   dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi pemberian atau penyediaan:

a.     pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja;

b.     pakaian seragam petugas keamanan;

c.     sarana antarjemput pegawai;

d.     penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan/atau

e.     kendaraan   yang   dimiliki   dan   djpergunakan   perusahaan    untuk

pegawai tertentu karena jabatan atau pekeriaannya;

(2)   Pengertian   keharusan   dalam   pelaksanaan   pekerjaan   sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berkajtan dengan keamanan atau keselamatan

pekeria  yang  diwajibkan  oleh   lnstansi  Pemerintah  yang  membidangi

urusan ketenagakerjaan;

f)   Keputusan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor   KEP-220/PJ./2002   tentang

Periakuan  Pajak  Penghasilan  atas  Biaya  Pemakajan  Telepon  Seluler  dan

Kendaraan Perusahaan
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Pasal 2

(1)   Atas  biaya  perolehan  atau  pembelian  atau  perbaikan  besar kendaraan

bus,    minibus,   atau   yang   sejenis   yang   dimiliki   dan   dipergunakan

perusahaan   untuk   antar  jemput   para   pegawai,   dapat   dibebankan

seluruhnya  sebagai  biaya  perusahaan  melalui  penyusutan  aktiva  tetap

kelompok 11 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 52On<MK.04/2000 Lampiran  11  butir 1  huruf b sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;

(2)   Atas  biaya  pemeliharaan  atau  perbaikan  rutin  kendaraan  bus,  minibus

atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar

jemput   para   pegawai,   dapat  dibebankan   seluruhnya   sebagai   biaya

perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan;

Pasal 3

(1)   Atas  biaya  perolehan  atau  pembelian  atau  perbaikan  besar kendaraan

sedan  atau  yang  sejenis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan

untuk   pegawai   terfentu   karena   jabatan   atau   peker].aannya,   dapat

dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen)

dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui

penyusutan   aktiva  tetap   kelompok   11   sebagaimana   dimaksud   dalam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.03/2000 Lampiran 11 butir

I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 138A(MK.03/2002;

(2)   Atas  biaya  pemeliharaan  atau  perbaikan  rutin  kendaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1 ) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk

pegawai  tertentu  karena jabatan  atau  pekerjaannya  dapat  dibebankan

sebagai biaya perusahaan sebesar 500/a (lima puluh persen) dari jumlah

biaya   pemeliharaan   atau   perbaikan   rutin   dalam   tahun   pajak   yang

bersangkutan;

b.  Data dan Fakta

a) bahwa   koreksi   Penyesuaian   Fjskal   Positif  sebesar  Rp2.079.633.7683,00

terdiri dari:

4,
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1).   I<c.reksl atas blava-bJaya yang merupakan natura/kenlkmatan, tercllrl darl:
6012.30.101       Depre[latlon Experises -\/ehl[Ie
6013.07.COO       InslJrance ser`/I[e
6013.08.Oco       Taxes, llcen[e & other fee
6C)13.19.OCXJ       Statlor.aries, offlce supplies & prlntlng

2).   I<orek=I  aca=  blava  yang `ldak  =cluruhnva  |.ntuk  mar.dapatl<ari,  mcnaglli,
c)an .Tiom-llhara pen=hasllan `^/-Jlb Pa|ak
Blava  yang  dlkorel<sl  terkalc  akun  C>L/rsoc/rc/no  fee.   C)-=ar  korel<sl  adalah
dampal<   adanya   restrukturlsasl   terjadl   kenalkan   yang   slgrilflkan   pacla
C}|.Esourclng  Fee   (1,36S,S196  dart  €ahun  sebolurTinya).   Berdasarkan  dal:a
lai]oran   keu=ngi.n  PT  Sakal  lndonosla  Eldal<  tordapa.  blaya  outsoll-[Ing
Fee.   Seharusnya  `lclak  semua  outsoiirclng   Foe   rnonJadl   beban   `^/ajlb
Pajal< karena ida jl.ga cllmanfaatkari oleh PT Sakal  lndc.nesla.
Dengan dernll<Ia.` outsoi.rclng Fee dlkoreksl secara pro|]orslonal sbl]:

Jumlal-BIaya                   Korek5I  (5CP6)
Ou.sol.rclng Expenses (Baslc)                          3,549,971,093           1,774,985,S47
0ut=ourclng Expons®= (Fcc)                                  172.2S6.555                 86,128,278

1,861..±3,.82-
2.C>79.6=3,768

b) bahva untuk keperluan pembuktian atas transaksi tersebut, pada saat proses

penelitian  keberatan  telah  disampaikan  surat  permintaan  dokumen  kepadaa

Pemohon   Banding    pada    proses   keberatan    melalui   surat   Permintaan

Peminjaman Buku, Catatan,  Data, dan lnformasi nomor S-54/VVPJ.226/2023

tanggal 16 Februari 2023 dan felah difakukan pembahasan sengketa dengan

Pemohon   Banding   pada   tanggal   3   Maret   2023   sesuai   Berita   Acara

Pembahasan      den      Klarifikasi      Sengketa      Perpajakan      rromor      BA-

97AVPJ.2264#023  tanggal  3  Maret 2023.  Adapun  data  yang  diniinta  dan

diberikan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Buku,  Catatan, Data, dan lnformasi yang Dipinjam serta Pemenuhan Buku,Catatan,Data,danlnformasi

Keterangan yang diminta

Company Profil beserta penielasan tentana proses bisnis Seluruhnya
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun

SeluruhnyaPaiak 2020 dan lampirannva
Maping atau Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke SPT Tahunan

SeluruhnyaPph Badan Tahun paiak 2020
Laporan Keuanqan Auc/f.fec/ tahun 2020 Seluruhnya
Genera/ Led.qer tahun 2020 Seluruhnya
Bukti-bukti terkait keberatan atas pos penghasilan dari luar

Tidak Dipenuhiusaha dan penyesuaian fiskal positif
Buk{i-bukti terkait kebera{an alas obiek Pph Pasal 26 Tidak Dipenuhi
Bukti-bukti terkait keberatan atas objek PPN Barang dan Jasa

Tidak Dipenuhiserta PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
SPHP, tanggapan atas SPHP, Risalah pembahasan hasil

Seluruhnyapemeriksaan, dan bukti peminjaman dokumen/data pada saatpemeriksaan

bahwa sampai dengan jangka waktu yang diberikan Pemohon Banding tidak

mampu  memberikan  data  dan  dokumen  secara  lengkap.  Berdasarkan  hal

tersebut telah djbuatkan Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian Permintaan

Peminjam a n            dan/atau            Perm intaa n            Keteranga n            nomor

BA-131AVPJ.2261/2023 tanggal 31  Maret 2023;                                                          A.
Halaman 42 dari 111  halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/202en'P".XIIB Tahun 2024

PT Sakai Sales And Services Asia



c. Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan-aturan perpajakan, Laporan

Hasil  Pemeriksaan,  Kertas  Keria  Pemeriksaan,  data  dan  dokumen  yang  ada

dalam proses keberatan, Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Depreciation Expenses -Vehicle sebesar Rp65.134.375,00

a) bahwa Terbanding melakukan  koreksi sebesar 50% atas  biaya penyiisutan

kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya;

b) bahwa  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  i  UU  Pph  menyatakan  untuk  menentukan

besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan

untuk    kepentingan    pribadi    Wajib    Pajak    atau    orang    yang    menjadi

tanggungannya;

c)  bahwa  Pasal  3  ayat  (1)  KEP-220/PJ./2002  mengatur  bahwa  alas  biaya

perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang

sejenis yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk  pegawai  tertentu

karena   jabatan   atau   pekeriaannya,    dapat   dibebankan   sebagai    biaya

perusahaan  sebesar 50%  (lima  puluh  persen)  dart jumlah  biaya  perolehan

atau   pembelian   atau   perbaikan   besar   melalui   penyusutan   aktiva   tetap

ke[ompok 11;

d)bahwa    Pemohon    Banding    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan   bahwa   atas   kendaraan   tersebut  digunakan   untuk   seluruh

karyawan  untuk kendaraan operasional,  sehingga  koreksi Terbanding tetap

dipertahankan;

Insurance Service sebesar Rpl 3.602.469,00

a)  bahwa  Terbanding  melakukan  koreksi  sebesar  50%  atas  biaya  asuransi

kendaraan yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya;

b) bahwa  Pasal  9  ayat  (1)  huruf  i  UU  Pph  menyatakan  untuk  menentukan

besamya Penghasilan Kena Pal.ak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan benfuk

usaha tetap tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan

untuk    kepentingan    pribadi    Wajib    Pajak    atau    orang    yang    menjadi

tanggungannya;

'.-
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c)  bahwa  Pasal  3  ayat  (2)  KEP-220/PJ./2002  mengatur  bahwa  atas  biaya

pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang

dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan

atau  pekerjaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  perusahaan  sebesar

50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin

kendaraan dalam tahun pajak yang bersangkutan;

d) bahwa    Pemohon    Banding    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan   bahwa  atas   kendaraan   tersebut  digunakan   untuk  seluruh

karyawan sebagai kendaraan operasional, sehingga koreksi Terbanding tetap

dipertahankan;

Taxes, License and Other fee sebesar Rp62.475.000

a) bahwa Terbanding melakukan  koreksi  sebesar 50%  atas  biaya  pajak,  balik

nama   BPKB   kendaraan   yang   digunakan   oleh   pegawai  tertentu   karena

jabatannya seha koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan;

b) bahwa Pasal 6 ayat (1 ) huruf a UU Pph mengatur besamya Penghasilan Kena

Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan  bentuk  usaha  tetap,  ditentukan

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih,

dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak

langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;

c)  bahwa Pasal 9 ayat (1 ) huruf e UU Pph menyatakan bahwa untuk menentukan

besamya Penghasilan Kena Pal.ak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan

dengan   pekeriaan   atau  jasa   yang   diberikan   dalam   bentuk   natura   dan

kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai

serta  penggantian  atau  imbalan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  di

daerah  tertentu  dan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekeriaan  yang

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

d) bahwa  Pasal  3  ayat  (2)  KEP-220/PJ./2002  mengatur  bahwa  atas  biaya

pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau yang sejenis yang

dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan

atau  pekeriaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  perusahaan  sebesar

4.
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500/o (lima puluh persen) dart jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin

kendaraan dalam tahun pajak yang bersangkutan;

e) bahwa    Pemohon    Banding    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan   bahwa   atas   kendaraan  tersebut  digunakan   untuk  seluruh

karyawan sebagai kendaraan operasional dan dokumen yang membuktikan

bahwa  biaya tersebut bukan imbalan dalam  bentuk natura dan kenikmatan,

sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Stationaries, Office Supplies & Printing sebesar Rp77.308.100,00

a) bahwa Terbanding melakukan koreksi atas imbalan dalam bentuk natura dan

kenikmatan berupa biaya seragam dan kesehatan;

b)bahwaPasal9ayat(1)hurufeUUPphmenyatakanbahwauntukmenentukan

besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan

dengan   pekeriaan   atau  jasa   yang   diberikan   dalam   bentuk   natura   dan

kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai

seha  penggantian  atau  imbalan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  di

daerah  tertentu  dan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  yang

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

c)  bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf c PMK No. 167/PMK.03/2018 mengatur bahwa

pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan

brdto   pemberi   kerja   adalah   pemberian   natura   dan   kenikmatan   yang

merupakan   keharusan   dalam   pelaksanaan   pekeriaan   sebagai   sarana

keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya;

d) bahwa Pasal 5 ayat (1 ) huruf a dan b PMK No. 167/PMK.03/2018 menyatakan

bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam

pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan  keria atau karena sifat

pekerjaan tersebut mengharuskannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2) huruf c meliputi pemberian atau  penyediaan pakaian dan  peralatan

untuk keselamatan keria dan pakaian seragam petugas keamanan;

e) bahwa  Pemohon  Banding  tidak  dapat  memberikan  dokumen  terkait  biaya

seragam dan kesehatan tersebut yang membuktikan  bahwa  biaya tersebut

f\,
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bukan  merupakan  imbalan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan,  sehingga

koreksi Terbanding tetap dipehahankan;

Biaya  yang  tidak  seluruhnya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara

penghasjlan sebesar Rpl .861.113.824,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas biaya outsourcing yang dimanfaatkan

bersama dengan PT Sakai Indonesia tetapi hanya dibebankan kepada Pemohon

Banding;

a) bahwa  Pasal  18 ayat (3)  UU  Pph  mengatur bahwa  Djrektur Jenderal  Pajak

berwenang    untuk    menentukan     kembali     besamya     penghasilan     dan

pengurangan  seha  menentukan  utang  sebagai  modal  untuk  menghitung

besamya   Penghasilan   Kena   Pajak  bagi  Wajib   Pajak  yang   mempunyai

hubungan   istimewa   dengan   Wajib   pajak   lainnya   sesuai   kewajaran   dan

kelaziman  usaha  yang  tidak  dipengaruhi  oleh  hubungan  istimewa  dengan

menggunakan  metode  perbandingan  harga  antara  pihak yang  independen,

metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya;

b) bahwa    Pemohon    Banding    tidak    dapat    memberikan    dokumen    yang

membuktikan bahwa biaya outsourcing tersebut tidak dimanfaatkan bersama

sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;

Penelitian setelah SPUH:

-    bahwa     berdasarkan     surat     tanggapan     Pemohon     Banding     nomor

031-V/2023ITAX tanggal 2 Mei 2023, Pemohon Banding tidak setuj.u dengan

hasil pene[itian keberatan;

-    bahwa  dalam  surat  tanggapannya  Pemohon  Banding  hanya  memberikan

dokumen  berupa  Purchase  Order,  Invoice,   Delivery  Order,   Faktur  Pajak,

Cashreank Disbursement Voucher Joumalizing,  kwitansi,  bukti serah terima

kendaraan,  Berita  Acara  dan  Surat  Pelepasan  Hak,  Surat  Tanda  Nomor

Kendaraan   Bermotor   (STNK),   Buku   Kepemilikan   Kendaraan   Bermotor

(BPKB),  bukti  pembayaran,  Application  of  Remittance,  Automobile  Policy

Spesification, Nota Debet, Endorsement Automobile Insurance, Tagihan Karfu

Kredit, Guest Folio;

-    bahwa    Terbanding    tetap    mempertahankan    koreksi    Terbanding    atas

Penyesuaian  Fiskal  Positif  sebesar  Rp2.079.633.768  karena  dalam  surat

fl
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tanggapannya  Pemohon  Banding  juga  tidak  memberikan  dokumen  yang

membuktikan bahwa atas kendaraan-kendaraan dimaksud bukan merupakan

kendaraan  yang  digunakan  untuk pegawai  tertentu  saja  karena jabatannya

melainkan digunakan untuk seluruh karyawan untuk kendaraan operasional,

bahwa pengeluaran yang dimaksud berkaitan dengan kegiatan usaha untuk

mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan,  serta  bahwa  jasa

outsourcing tidak dimanfaatkan bersama;

lv.   Kesimpulan Dan Usul

A.     Kesimpulan

bahwa  berdasarkan  penelitian  terhadap  surat  banding,  data  dan  dokumen

sebagaimana diuraikan di atas, maka disimpulkan bahwa:

1.  Surat   banding   Pemohon   Banding   Nomor  057-VIll/2023ITAX  tanggal   02

Agustus  2023  berdasarkan  penelitian  sementara  dan  sesuai  dengan  data

yang  ada  memenuhi  ketentuan formal sebagaimana diatur dalam  Pasal  27

dan  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan

Umum  dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun  2023 tentang  Penetapan

Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022

Tentang Cipta Keria Menjadi Undang-Undang, Pasal 35 ayat (1 ) dan ayat (2),

Pasal  36  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4),  serta  Pasal  37  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2.  Keputusan Terbanding Nomor KEpi)0353n<EBITJAVPJ.22/2023 tanggal  15

Mei  2023  yang  diterbitkan  berdasarkan  kuasa  Pasal  26  Undang-Undang

Nomor 6 Tahun  1983 tentang Ketentuan  Umum dan Tata Cara  Perpajakan

sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

3.  Koreksi  Terbanding  telah  sesuai  dengan   ketentuan  perundang-undangan

perpajakan yang berlaku;

8.     Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan

Pajak untuk?
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1.  menyatakan   bahwa   permohonan   banding   Pemohon   Banding   memenuhi

ketentuan formal;

2.  menolak  permohonan  banding  Pemohon  Banding  dan  mempertahankan

Keputusan Terbanding Nomor KEP-00353A(EB/PJAVPJ.22/2023 tanggal 15

Mei 2023 tentang Keberatan Pemohon  Banding  atas  Surat Ketetapan Pajak

Lebih Bayar nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak

2020  atas  nama  PT Sakai  Sales And  Services  Asia  NPWP  31.324.823.9-

413.000;

Menimbang  bahwa  Pemohon  Banding  dalam  Surat  Bantahan  Nomor

117-X/2023ITAX tanggal 04 0ktober 2023, pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

bahwa      sehubungan      dengan      surat      dari      Pengadilan      Pal.ak      Nomor

B-007161.15.2023/PAN.Wk/2023 tanggal  15 September 2023  perihal  permintaan

surat bantahan atas SUB yang diterima oleh Pemohon Banding pada 25 September

2023,  dengan  ini  Pemohon  Banding  menyampaikan  Surat  Bantahan  atas  Surat

Uraian Banding Nomor S-267/SUBAVPJ.22/2023 tanggal 13 September 2023 yang

disampaikan Terbanding sehubungan dengan banding atas Keputusan Terbanding

Nomor KEP-0035en<EB/PJAVPJ.22/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Keberatan

Wajib  Pajak Atas  Surat Ketetapan  Pal.ak  Lebih  Bayar Pajak  Penghasilan  Badan

Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020;

bahwa adapun bantahan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

I.   Ketentuan Formal

Menurut Terbanding:

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam Surat Uraian Banding Terbanding;

Penjelasan Pemohon Banding:

bahwa    Pemohon   Banding   berpendapat   bahwa   permohonan    banding   atas

Keputusan  Terbanding  Nomor KEPJ)0353fl<EB/PJAVPJ.22/2023  tanggal  15  Mei

2023  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Banding  dalam  surat  banding  Nomor  057-

VIIl/2023ITAX tanggal 02 Agustus 2023 telah memenuhi seluruh ketentuan formal

pengajuan  banding sebagaimana diatur dalam  Pasal 27 dan 32  Undang-Undang

Nomor 6 Tahun  1983 tentang Ketentuan  Umum dan Tata  Cara  Undang-Undang
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Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menj.adi Undang-Undang ("UU KUP") dan

Pasal 35 ayat (1) dan  (2);  Pasal 36 ayat (1),  ayat (2),  ayat (3),  dan ayat (4) seha

Pasal 37 ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

("UU PP"). Pemohon Banding juga sudah melampirkan surat keputusan keberatan

Nomor   KEP-0035en(EB/PJAVPJ.22/2023   tanggal    15    Mei   2023    pada   saat

menyampaikan Surat Banding ke Pengadilan Pajak tanggal 08 Agustus 2023;

11. Bantahan Dan Penjelasan Pemohon Banding

No. Uraian Sengketa
Menurut Koreksi yangdiajukanBanding

Pemohon Banding Terbanding

(Rp) (Rp) (Rp)
1. Pengha§ilan Dart Luar Usaha 2.967.034.360 •4.417.705.828

1.450.671.468

2. Penyesuaian Fiskal Positif 10.292.134.695 12.371.768.463 2.079.633.768

bahwa alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rpl .450.671.468,00

Menurut Koreksi Negatif Penyerahan
Pemohon Banding Rp                                                  2.967.034.360
Terbandina Rp                                                   4.417.705.828
Koreksi Rp                                                     1.450.671.468
Koreksi  Diajukan Banding Rp                                                    1.450.671.468

nurut Terbandina:

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam Surat Uraian Banding Terbanding;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif Penghasilan dari Luar

Usaha    sebesar    Rpl.450.671.468,00,    terkait    dengan    penghasilan    Jasa

Manajemen yang dianggap kurang dilapor oleh Terbanding.  Pemohon Banding

menagihkan biaya jasa manajemen adalah sesuai dengan ketentuan atau bahwa

Pemohon  Banding tidak setuju atas  koreksi syarat-syarat yang disepakati oleh

Pemohon  Banding dengan  PT Sakai  Indonesia termasuk perhitungan besaran

atau dasar penagihannya;

bahwa perpindahan pegawai dari PT Sakai Indonesia menjadi pegawai Pemohon

Banding bukan berarti seluruh pegawai pindahan tersebut kemudian seha-merta

ditagihkan biayanya sebagai jasa manajemen.  Penagihan tersebut harus tetap

mengacukepadapen.anjianyangdisepakatiolehkeduabelahpihakterkaitbeban4.
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pegawai yang mana saja yang boleh ditagihkan oleh Pemohon Banding kepada

PT  Sakai  Indonesia.  Jasa  merupakan  suatu  kegiatan  pelayanan  berdasarkan

suatu   perikatan   atau   perbuatan   hukum   di   mana   perikatan   tersebut  telah

menentukan juga bagaimana besaran. imbalan atas jasa tersebut diberikan;

bahwa bagian 3 tentang Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUH Perdata) Pasal 1338 diatur bahwa:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah beriaku sebagai undang-undang bagi

mereka  yang  membuatnya.  Suatu  perjanjian tidak dapat ditarik kembali  selain

dengan  sepakat  kedua  belah  pihak,  atau   karena  alasan-alasan  yang  oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikad balk";

bahwa Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan:
"Jjka   kata-kata   suatu   persetujuan   jelas,   tidak   diperkenankan   meny.mpang

daripadanya dengan jalan penafsiran";

bahwa selanjutnya Pasal 1350 KUH Perdata menyatakan bahwa:
"Betapa luas pun pengertian  kata-kata yang digunakan untuk menyusun suatu

persetujuan,     persetujuan    itu    hanya    meliputi     hal-hal    yang    nyata-nyata

dimaksudkan kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan";

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding dengan menambahkan asumsi atau

tafsiran nilai tagihan sendiri jelas menyimpang dan tidak berdasarkan ketentuan

yang  disepakati  antara  Pemohon  Banding  dan  PT  Sakai  Indonesia  sehingga

menyalahi ketentuan KUH Perdata sebagaimana disampaikan di atas;

bahwa dalam  proses banding,  Pemohon Banding akan  memberikan dokumen

terkait transaksi-transaksi tersebut sebagai pertimbangan Maj.elish  Hakim Yang

Mulia untuk membatalkan koreksi ini. 0leh karena itu, mohon agar koreksi positif

Penghasilan  dari  Luar  Usaha  sebesar  Rpl.450.671.468,00  dapat  dibatalkan

seluruhnya;

2.  Koreksi Positif atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.768,00

Menurut Koreksi Negatif Penyerahan
Pemohon Bandinq Rp                                10.292.134.695,00
Terbandinq Rp                                12.371.768.463,00
Koreksi Rp                                 2.079.633.768,00
Koreksi Diajukan  Banding Rp                                 2.079.633.768,00

A,
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MenurutTerbanding:

bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam Surat Uraian Banding Terbanding;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuj.u atas koreksi yang dilakukan Terbanding

sehubungan    dengan    Koreksi    atas    Penyesuaian    Fiskal    Positif   sebesar

Rp.2.079.633.768,00 dengan rincian koreksi sebagai berikut:

Depreciation Expenses -Vehicle sebesar Rp65.134.375,00

bahwa   Biaya   Depresiasi   ini   merupakan   depresiasi   atau   penyusutan   atas

kendaraan dengan No B-1421-Flu, a-1262-FJA, a-1696-FAA, 8-1274-FKD dan

B-1231-FKD adalah  kendaraan  milik perusahaan yang dapat digunakan  untuk

seluruh   karyawan  yaitu   kendaraan  operasional   umum.   Kendaraan  tersebut

bukan  merupakan  kendaraan  yang  digunakan  untuk  pegawai  ter[entu  saja

karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memerlukannya untuk keperiuan

Pemohon Banding dapat menggunakannya;

bahwa   pada   Pasal  2   ayat  (1)   Keputusan   Direktur  Jenderal   Pajak   Nomor

KEP -220/PJ./2002 (KEP-220) menyatakan bahwa:

Atas  biaya  perolehan  atau  pembelian  atau  perbaikan  besar  kendaraan  bus,

minibus,  atau  yang  se|.enis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk

antar  jemput   para   pegawai,   dapat   dibebankan   seluruhnya   sebagai   biaya

perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 11 sebagaimana dimaksud

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/ KMK.04/ 2000 Lampiran 11 butir

1   hunrf  b  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan

Nomor 138/ KMK.03/ 2002;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1 ) KEP-220 menyatakan:

Afas  biaya  perolehan  atau  pembelian  atau  perbaikan  besar kendaraan  sedan

atau  yang  sejenis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk  pegawai

tertentu  karena  jabatan  atau  pekerjaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya

perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau

pembelian  atau  perbaikan  besar  melalui  penyusutan  aktiva  tetap  kelompok  11

sebagaimana    dimaksud    dalam     Keputusan     Menteri     Keuangan     Nomor

52On<MK.04/ 2000 Lampiran 11 butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1 38/ KMK.03/ 2002;                                           c`
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bahwa   biaya  tersebut  jelas   bukan  termasuk  dalam  jenis   biaya   depresiasi

kendaraan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga

tidak perlu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;

Insurance Service sebesar Rpl 3.602.469,00

bahwa  biaya  yang  dikoreksi  Pemeriksa  tersebut  adalah  terkait  dengan  biaya

asuransi  kendaraan  No  B-1231-FKD,  B-1262-FJA,  B-1274-FKD,  B-1421-Flu,

B-1696-FAA adalah  kendaraan  milik perusahaan  yang dapat digunakan  untuk

seluruh   karyawan  yaitu   kendaraan  operasional   umum.   Kendaraan  tersebut

bukan  merupakan  kendaraan  yang  digunakan  untuk  pegawai  tertentu  saja

karena jabatannya. Seluruh karyawan apabila memeriukannya untuk keperluan

Pemohon Banding dapat menggunakannya. Pemohon Banding telah melakukan

koreksi  terkait  biaya  asuransi  50%  atas  kendaraan  yang  digunakan  karena

jabatan. Pasal 6 ayat 1  huruf a angka 6 UU Pph menyatakan bahwa:

1) Besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Pemohon Banding dalam negeri dan

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a.  biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha, antara lain:

b,  premi asuransi;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1 ) KEP-220 menyatakan:

Atas  biaya  perolehan  atau  pembeljan  atau  perbaikan  besar kendaraan  sedan

atau  yang  sejenis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk  pegawai

tertentu  karena  I.abatan  atau  pekerjaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya

perusahaan sebesar 50°/o (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau

pembelian  atau  perbaikan  besar  melalui  penyllsutan  aktiva  tetap  kelompok  11

sebagaimana   dimaksud   dalam   Keputusan   Menteri   Keuangan   Nomor  520/

KMK.04/  2000  Lampiran  11  butir  1  huruf b  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/ KMK.03/2002;

bahwa  biaya  asuransi  kendaraan  tersebut jelas  bukan  termasuk  dalam  jenis

biaya sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 3 ayat (1) KEP-220 sehingga tidak

periu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibjayakan seluruhnya;

I.-
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Taxes, License and Other fee sebesar Rp62.475.000,00

bahwa  Pemohon  Banding  tidak  setui.u  sebagian  dengan  koreksi  Terbanding

sebesar  Rp61.875.000,00.  Terbanding  telah  keliru  dalam  memasukan  angka

koreksi  terkait  akun  transaksi  Taxes,  Licenses,  and  Other  Fee  seharusnya

sebesar Rp62.475.000,00.  Biaya-biaya  pada  akun  ini  merupakan  biaya dalam

rangka  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  penghasilan  sesuai  dengan

Pasal 6 ayat (1 ) hunt a UU Pph, antara lain:
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bahwa  Pemohon  Banding tidak sefuju  atas  koreksi  pada  kolom  a,  b,  c,  dan  d

(pada tabel di atas), karena:

a)  Biaya-biaya  atas  pajak  kendaraan,  balik  nama  BPKB,  dll  atas  kendaraan

Nomor   1231-FKD,   B-1274-FKD,   B-1356-FKD,   8-1653-FKD,   B-1696-FAA,

B-1262-FJA,  B-1421-Flu  adalah  kendaraan  milik  perusahaan  yang  dapat

digunakan   untuk  seluruh   karyawan   yaitu   kendaraan   operasional   umum.

Kendaraan  tersebut  bukan  merupakan  kendaraan  yang  digunakan  untuk r,
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pegawai   tertentu    saja    karena   jabatannya.    Seluruh    karyawan    apabila

memeriukannya untuk keperluan Pemohon Banding dapat menggunakannya;

bahwa   biaya   yang   timbul   terkait   pajak-pajak   selain   Pajak   Penghasilan

misalnya pajak kendaraan, dll. mengacu Pasal 6 ayat (1 ) hunrf a angka 9 UU

Pph menyatakan bahwa:

(1)Besamya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan

bentuk  usaha tetap,  ditentukan  berdasarkan  penghasilan  bruto dikurangi

biaya   untuk   mendapatkan,    menagih,    dan    memelihara    penghasilan,

termasuk:

1)  biaya  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan

kegiatan usaha, antara lain:

9. Pajak Kecuali Pajak Penghasilan;

bahwa sedangkan Pasal 3 ayat (1 ) KEP-220 menyatakan:

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan

atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai

tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya

perusahaan  sebesar 50°/a  (lima  puluh  persen)  dari jumlah  biaya  perolehan

atau   pembelian   atau   perbaikan   besar   melalui   penyusutan   aktiva   tetap

kelompok  11  sebagaimana  dimaksud  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan

Nomor  520/  KMK.04/ 2000  Lampiran  11  butir  1   huruf  b  sebagaimana  telah

diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/ 2002;

bahwa biaya pajak kendaraan tersebutj.elas bukan termasuk dalam jenis biaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) KEP-220 sehingga tidak perlu

dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan seluruhnya;

b) Biaya-biaya    pada    akun    ini    merupakan    biaya    dalam    rangka    dalam

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6

ayat (1 ) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana

telah  diubah  terakhir  dengan   UU   Nomor  36  Tahun  2008  tentang   Pajak

Penghasilan ("UU  Pph").  Pada dasamya biaya-biaya tersebut adalah terkait

antara lain dengan biaya yang timbul dalam rangka per].alanan dinas seper[i

biaya hotel dalam pelaksanaan tugas kantor dari Pemohon Banding. Pasal 6

ayat 1 hurufa angka 4 UU pph menyatakan bahwa:                                             A.
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(1)  Besamya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak dalam  negeri  dan

bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brute dikurangi

biaya   untuk   mendapatkan,   menagih,   dan   memelihara   penghasilan,

termasuk:

a.  biaya  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan

kegiatan usaha, antara lain:

4. biaya perjalanan;

c)  Biaya yang timbul untuk terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yang

diaudit oleh  Auditor  Ekstemal  (Auditor lndependen)  dalam  rangka  kegiatan

usaha   Pemohon   Banding  yang  mengharuskan   menginap  di  hotel   untuk

efektivitas   dan   efisiensi   waktu   seha   memperiancar  pekerjaannya   dalam

penyusunan    Laporan    Keuangan    miljk    Pemohon    Banding    yang   jelas

merupakan keperluan administrasi. Dengan penginapan yang juga relatif lebih

dekat   dari   lokasi   usaha   Pemohon   Banding,   akan   lebih   memudahkan

koordinasi,  pengiriman  dokumen,  dan juga  lebih  cepat dan  mudah  apabila

Auditor lndependen tersebut tiba-tiba memeriukan kunjungan ke lokasi usaha

Pemohon  Banding  dalam  rangka  penyiisunan  Laporan  Keuangan tersebut.

Penyusunan    Laporan    Keuangan   tersebut   jelas   merupakan    keperiuan

administrasi Pemohon Banding dalam menjalankan usahanya dan diwajibkan

oleh  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  68  ayat  (1)  hunrf e

Undang-Undang   Nomor   40   Tahun   2007   tentang   Perseroan   Terbatas

menyatakan bahwa:

Direksi  wajib  menyerahkan  laporan  keuangan  Perseroan  kepada  akuntan

publik untuk diaudit apabila:

e.  Perseroan  mempunyai  aset dan/ atau jumlah  peredaran  usaha  dengan

jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

bahwa       peredaran       usaha       Pemohon       Banding       jelas       melebihi

Rp50.000.000.000,00   sehingga   diwajibkan   untuk   menyerahkan   laporan

keuangan Pemohon Banding kepada akuntan publik untuk diaudit sehingga

I.elas pengeluaran atau biaya terkait dengan audit laporan keuangan tersebut

merupakan biaya administrasi yang timbul terkait kewajiban yang ada karena

suatu Undang-Undang;
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bahwa mengacu Pasal 6 ayat (1 ) huruf a angka 8 UU Pph menyatakan bahwa:

1)  Besamya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan

bentuk usaha  tetap,  ditentukan  berdasarkan  penghasilan  brute dikurangi

biaya    untuk   mendapatkan,    menagih,    dan    memelihara    penghasilan,

termasuk:

a.  biaya  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan

kegiatan usaha, antara lain:

8. Biaya Administrasi;

d) Biaya-biaya    pada    akun    ini    merupakan    biaya    dalam    rangka    dalam

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6

ayat (1 ) huruf a UU Pph.  Pada dasamya biaya-biaya tersebut adalah terkait

antara lain dengan:

•    Biaya  yang  timbul  dalam  rangka  mempeker].akan  atau  mendatangkan

Tenaga  Keria  Asing  seper[i  KITAS,  lKTA,  DPKK,  lMTA,  SKPPS,  SKIT,

RPTK,   dll.   Angka   4   huruf   b   Surat   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor

S-145/PJ.42/2003 menyatakan bahwa:

Biaya-biaya     yang     djkeluarkan     oleh     perusahaan     dalam     rangka

mendatangkan/mempekerjakan     tenaga     ker].a     asing     sebagajmana

dimaksud   dalam   surat  termasuk  luran  Wajib   Pendidikan   dan   Latihan

sepanj.ang  ditentukan oleh  Menteri Tenaga  Kerja dapat dikurangkan  dan.

penghasilan bruto PT ABC;

Stationaries, Office Supplies, & Printing sebesar Rp77.308.100,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Biaya-

biaya pada akun ini yang terdiri dari:

•         Baju seragam sebesar          Rp75.525.000,00

•           Peralatan Klinik                           Rp  1.783.100,00

Total                                                 Rp77.308.100,00;

dimana   biaya-biaya  tersebut   merupakan   biaya   tidak   langsung   dalam

rangka dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai

dengan Pasal 6 ayat (1 ) huruf a UU Pph:

(1 )   Besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

bentuk   usaha   tetap,   ditentukan   berdasarkan   penghasilan
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dikurangi   biaya   untuk   mendapatkan,   menagih,   dan   memelihara

penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha, antara lain:

bahwa  dalam  hal  ini  berupa  baju  seragam,  masker,  dll  untuk  seluruh

karyawan yang dapat menunjang pekerjaan karyawan dalam menjalankan

kegiatan usaha Pemohon Banding di mana seragam jelas diperlukan untuk

keamanan dan keselamatan misalnya untuk dengan mudah membedakan

mana yang memang karyawan Pemohon Banding dan bukan karyawan di

lokasi usaha Pemohon Banding sehingga orang-orang yang memang tidak

berhak atau tidak berkepentingan dapat diidentifikasi dari awal seha dalam

kondisi darurat (misalkan kebakaran, bencana alam gempa) memudahkan

Pemohon      Banding      untuk     mengidentifikasi      dan      mengkoordinasi

keselamatan   karyawan  tersebut.  Telah  ada  juga  Putusan   Mahkamah

Agung  yang  menolak  Peninjauan  Kembali  Direktur  Jenderal  Pajak  dan

menyimpulkan  bahwa  biaya seragam  untuk karyawan  dapat dibebankan

oleh Pemohon Banding yaitu Putusan Nomor 1710/B/PK/PJK/2016;

bahwa  sedangkan  peralatan  klinik  dibiayakan  oleh  Pemohon  Banding

dimana   saat   tell.adinya   pandemi   Covid-19,   sangat   diper]ukan   dalam

keselamatan dan kesehatan keria karyawan karena dalam masa pandemi

Covid-19  kantor  Pemohon  Banding  dapat  saja  tiba-tiba  ditutup  karena

misalnya  ada  karyawan  yang  terkena  Covid-19.  Peralatan  klinik  sangat

membantu dalam  mengurangi  resiko terfular Covid-19 tersebut sehingga

mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh

kegiatan     mendapatkan,     menagih,     dan     memelihara     penghasilan.

Penggunaan  masker  ini  juga  divvajibkan  dalam  Surat  Edaran   Menteri

Ketenagakerjaan   Nomor  M7/AS.02.02/\//2020  dalam   butir  11   angka   3

sebagai berikut:

11.   Penerapan   Protokol   Pencegahan   Penularan   Corona  virus   Disease

(Covid-19) di Tempat Kerja, meliputi:

3. Memastikan pemakaian alat pelindung din:

a.  Gunakan masker untuk pekeria;
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b.  Gunakan  maskerfrespirator,   baju  pelindung,   kacamata,  pelindung

waj.ah,  hair  cap  dan  sarong  tangan  dalam  dan  luar  bagi  petugas

penyemprot desinfektan ;

bahwa  biaya  yang  tidak  seluruhnya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan

memelihara penghasilan sebesar Rpl .861.113.824,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding. Koreksi

terhadap   akun   Outsourcing   expenses   (Basic)   dan   akun   Outsourcing

Expense (Fee) sebesar Rpl .861.113.824,00;

bahwa bjaya outsourcing ini adalah terkait dengan biaya yang dibayarkan

kepada  outsourcing  pekerjaan  yang  akan  lebih  efisien  apabila  ditangani

oleh pihak luar seperd kebersihan area gedung, pemeliharaan lingkungan

gedung dll;

bahwa  Pemohon  Banding  tidak  setuju  dengan  koreksi  tersebut.  Biaya

tersebut adalah temasuk dalam  biaya untuk memperoleh,  menagih, dan

memelihara  pendapatan  (3M)  yang  dapat dikurangkan  dari  Penghasilan

Bruto  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  UU  Pph.  Pen.anjian

outsourcing   pekerjaan   tersebut   adalah   dilakukan   dengan   Pemohon

Banding.   Tagihan   juga   sepenuhnya   diberikan   pihak   vendor   kepada

Pemohon    Banding    dan    Pemohon    Banding   juga    telah    membayar

sepenuhnya kepada pihak vendor outsource tersebut atas tagihannya serta

kewajiban    pemotongan    Pph-nya.    Jasa    merupakan    suatu    kegiatan

pelayanan  berdasarkan  suatu  perikatan  atau  perbuatan  hukum  di  mana

perikatan  tersebut  adalah  hanya  terjadi  antara  Pemohon  Banding  dan

vendor outsource tersebut. 0leh karena itu, mengingat perianjian outsource

tersebut  adalah  dilakukan  dengan   Pemohon  Banding  dan  juga   biaya

vendor outsource  tersebut  dibayar sepenuhnya  oleh  Pemohon  Banding

maka     Pemohon     Bandinglah     pihak     yang     secara     legal     dapat

membiayakannya;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon kepada

Majelis  Hakim yang  Mulia agar koreksi positif atas  Penghasilan dari  Luar

Usaha   dengan   nilai   sebesar   Rpl.450.671.468,00   dan   koreksi   positif

``J
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Penyesuaian Fiskal Positif dengan nilai sebesar Rp2.079.633.768,00 dapat

dibatalkan seluruhnya;

Ill. Kesimpulan Dan Usul Pemohon Banding

1. Kesimpulan

a.  bahwa  Surat  Banding  Nomor 057-VIIl/2023ITAX tanggal  02  Agustus  2023

telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan

32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Undang-Undang Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ker].a, Pasal 35 ayat (1 )

dan (2), Pasal 36 ayat (1 ), (2), (3) dan (4) dan Pasal 37 ayat (1 ) UU Pengadilan

Pajak.   Dengan   demikian,   Surat   Banding   yang   diajukan   oleh   Pemohon

Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sehingga dapat

dipertimbangkan lebih lanjut;

b.  bahwa   Keputusan   Terbanding   Nomor   KEP-00353A(EB/PJAVPJ.22/2023

tanggal  15  Mei  2023  adalah  Keputusan  yang tidak  benar dan  tidak sesuai

dengan data, fakta, dan ketentuan perpajakan yang berlaku;

c.  bahwa koreksi Terbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan data,

fakta, dan ketentuan perpaj.akan yang berlaku;

2.  Usul

bahwa    berdasarkan    uraian    tersebut   di    atas,    maka    Pemohon    Banding

mengusulkan    kepada    Pengadilan    Pajak   untuk   mengabulkan    seluruhnya

permohonan    banding    Pemohon    Banding    dan    membatalkan    Keputusan

Terbanding   Nomor  KEP-00353/KEB/PJAVPJ.22/2023  tanggal   15   Mei   2023

tentang Keberatan atas Surat Ketetapan  Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan

Badan Nomor 00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pajak 2020;

lv. Penutup

bahwa  demikian  Pemohon  Banding  sampaikan  bantahan  atas  Surat  Uraian

Banding dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia yang

memeriksa   dan    mengadili   sengketa    ini    berkenan    untuk   menerima   dan

mengabulkan  permohonan  banding  Pemohon  Banding.  Atau,  apabila  Majelis

Hakim  yang  Mulia  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang  seadil-adilnya  (ex

aequo et bono);                                                                                                                 a:
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bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia masih memerlukan tambahan data dan

keterangan  serta  penjelasan  fentang  hal-hal  yang  belum  Pemohon  Banding

sebutkan    dalam.    Surat   Banding    ini,    Pemohon    Banding    bersedia    untuk

menyampaikan  secara terfulis atau  lisan  dalam sidang  Pengadilan  Pajak,  dan

mohon  agar  Pemohon  Banding  dapat  dihadirkan  dalam  persidangan  untuk

memberikan keterangan dan datardata yang diperlukan;

bahwa  Pemohon  Banding mengucapkan terima kasih yang sebesar-besamya

alas perhatian yang diberikan;

Menimbang bahwa Pemohon Banding dalam persidangan mengajukan alat

bukti  berupa  surat  atau  fulisan  yang  telah  dicocokkan  dengan  pembandingnya,

masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11  sebagai berikut:

Buktip-1      Fotokopi         Keputusan         Direktur        Jenderal         Pajak         Nomor

KEpro0353fl<EB/PJAVPJ.22/2023 tanggal 17 Mei 2023;

Bukti P-2     Fotokopi  Akta  Nomor 01  tanggal  06  Juni  2023  yang  mencantumkan

nama penandatangan Surat Banding sebagai salah seorang pengurus;

Bukti p-3     Fotokopi surat Ketetapan pajak Lebih Bayar pajak penghasilan Tahun

PaJ'ak 2020;

Bukti p4     Fotokopi surat Keberatan pemohon Banding;

Bukti p-5    Surat Kuasa Khusus dan pakta lntegritas atas nama Kuasa Hukum;

Bukti p-6     Pakta lntegritas atas nama pemohon Banding;

Bukti P-7    Akta Pemyataan Persetujuan Para Pemegang Saham PT Sakai Sales

and Services Asia Nomor 01 tanggal 06 Juni 2023;

Bukti p-8     Matriks sengketa;

Bukti p-9     Penjelasan matriks sengketa banding;

Bukti P-10  Daftar koreksi PPN Tahun 2020;

Bukti P-11   Closing Statement;

¢`
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Menimbang  bahwa Terbanding  dalam  persidangan  mengajukan  alat bukti

berupa surat atau tulisan yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-

masing diberi tanda T-1 sampai dengan Tno sebagai berikut:

BuktiT-1.Fotokopi         Keputusan         Direktur         Jenderal          Pal.ak         Nomor

KEPJ)035en<EB/PJAVPJ.22/2023 tanggal 17 Mei 2023;

Bukti T-2. Fotokopi Surat Ketetapan  Pajak Lebih  Bayar Pajak Penghasilan Tahun

Pajak 2020;

Bukti T-3. Fotokopi Surat Keberatan Pemohon Banding;

Bukti T4.   KKP dan LHP;

Bukti T-5.   Matriks sengketa;

Bukti T-6.   Penjelasan alasan koreksi Pph Badan;

Bukti T-7.   Matriks sengketa;

Bukti T€.  Closing Statement;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa        objek       sengketa        berupa        Keputusan        Terbanding        Nomor

KEP-00353AIEBfl3JAVPJ.22/2023 tanggal  15  Mei 2023 tentang  Keberatan Wajib

Pajak  Atas   Surat   Ketetapan   Pajak   Lebih   Bayar   Pajak   Penghasilan   Nomor

00084/406/20/431/22 tanggal 25 April 2022 Tahun Pal.ak 2020 termasuk sengketa

pajak  sehingga  berdasarkan  kefentuan  Pasal  31  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan

Pengadilan Pajak;

Ketentuan Formal

Menimbang,  bahwa  sesuai  peraturan  perundangan-undangan  peradilan

pajak,  pemeriksaan materi sengketa banding djlakukan setelah pemeriksaan atas

pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengaj.uan Banding

bahwa Surat Banding  Nomor 057-Vlll/2023ITAX tanggal  02 Agustus 2023 dibuat

dalam Bahasa Indonesia  ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam

jangka   waktu   3   (tiga)   bulan,   menyatakan   tidak   setuju   terhadap   Keputusan  4
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Terbanding dan dial.ukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas

dan mencantumkan tanggal diterimanya  Keputusan Terbanding,  dilampiri dengan

salinan keputusan yang dibanding, telah terpenuhi kewajiban pembayaran sebesar

50%   dari   pajak   terutang,   dan   ditandatangani   oleh   pengurus   yang   berhak

menandatangani  sehingga  memenuhi  ketentuan  Pasal  35  ayat  (1)  dan  ayat  (2),

Pasal 36 ayat (1 ), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1 ) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

POKOK SENGKETA

Menimbang  bahwa  terbukti  pokok  sengketa  dalam  banding  ini  adalah

sebagai berikut:

No Uraian
MenunJt

Nilai sengketa(Rp)
Pemohon Banding Terbanding

(Rp) (RD)

1. Penghasilan Dari Luar Usaha 2.967.034.360,00 4.417.705.828,00 1.450.671.468,00

2. Penyesuaian  Fiskal Positif 10.292.134.695,00 12.371.768.463,00 2.079.633.768,00

Menimbang bahwa setelah  mempertimbangkan dan menilai alat bukti dan

keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, maka pendapat

Pengadilan Pajak  adalah sebagai berikut:

1.   Koreksi penghasilan Luar usaha sebesar Rpl.450.671.468,00

bahwa  Terbanding  melakukan  koreksi  dengan  pokok-pokok  alasan  sebagai

berikut :

a.   Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Penelitian Keberatan

Terbanding   melakukan   koreksi    Penghasilan    Luar   Usaha   atas   Jasa

Manajemen  karena  adanya  restrukturisasi  bisnis  atas  operasional  Group

Sakai  yang  menyebabkan  berpindahnya  para  pegawai  yang  sebelumnya

sebagai   pegawai   PT  Sakai   Indonesia  dan   PT  SRMl   menjadi   pegawaj

Pemohon   Banding.   Atas   beban   pegawai  yang   pindah  tersebut  difagih

kembali melalui pendapatan jasa manajemen;

b.   Pasal  18  ayat  (3)  UU  Pph  menyatakan  bahwa  Direktur  Jenderal  Pal.ak

berwenang    untuk    menentukan    kembali    besamya    penghasilan    dan

pengurangan  serta  menentukan  utang  sebagai  modal  untuk  menghitung A,
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besamya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  yang  mempunyai

hubungan  istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran

dan   kelaziman   usaha  yang  tidak  dipengaruhi  oleh   hubungan   istimewa

dengan   menggunakan  metode  perbandingan   harga  antara  pihak  yang

independen,  metode  harga  penjualan  kembali,  metode  biaya  plus,  atau

metode lainnya;

c.    Berdasarkan data pegawai yang pindah, diketahui masih terdapat pegawai

yang  sebelumnya  berasal  dari  PT  Sakai  Indonesia  dan  PT  Sakai  Road

Machinery Indonesia (SRMl) dimana karena adanya restnJkturisasi tersebut

juga  melakukan  peker].aan  untuk  kepentingan  PT  Sakai  Indonesia  yang

belum  ditagihkan  pendapatan  jasa  manajemen  oleh  Pemohon  Banding,

dengan perinctan sebagai berikut:

No. Nrm Name
Jtimlah BnJtoPeTtghasilan'Rp'

Keterangan

1 65334753-523 Muhammad Muda5ir 82.145.633 Eks Pegawa PTsakai  lndones a
2 346445604435 Miranti 106.592.714 Ek5 Pegav/a PT Sakai lndones a
3 982693707435 RollyAmoldy 99.476.850 Ek5 Pegawa PT Sakai  lndones a
4 98552867413 Sukron 156.068.375 Eks Pegawa PTsakai lndones a
5 98552842413 Alimad Ba5uni 130.934.869 Ek5 Pegavia PT Sakai  lndoiies a
6 902476712 Anggv Mar[elino Lobo 95.997.226 Ets Pegawa PT Sakai  lndones a
7 98562909co2 Diali Avu K 223.383.981 Eks Pegavra PT Sakai lndones a
8 98567734cO7 Dwi Eni Jistuti 111.994.843 Ek5 Pegav/a PT Sakai  lndones a
9 Z6954687432 Emma Sukma Maharani 109.928.765 Eks Pegawa PT Sakai  lndones a
10 693049272432 Eie5ti Sefiana Dew] 105.676.860 Ek5 Pegawa PT Sakai  lndones a
11 98562792432 Ida Farida 132.402.105 Ek5 Pegawa PT Sakai lndones a
12 99562925432 Lulu Mariana 122.314.097 Eks Pegav/a PT Sakai  lndones a
13 319527413 Mavumi Nagase 364.748.226 Eks Pegawa FT Sakai  lnclones a
14 98557858432 Siti Mardiah 131.624.174 Eks Pegawa PT sakai  lndones a
15 51852353" Anton Sutrisno 113.411516 Ek5 F'egawa PT SRMl

16 707056727-525 Aprilia Wahw Pranestinings 103.329.090 Eks Pegawa PT Sf! M I

17 884377789435 Chaerunni5a Niiragustine 108.650.599 Eks Pegawa PTSRM'

18 68308897541 Didik Purvvanto loo.188.256 Eks Pegawa PT Sf! Ml

19 6705cO588-53 Helmi Setvawan 99543.918 Eks Pegawa PT S F! M I

20 71056861 [dawati 148.100.965 Eks Pegawa PT SR M I

21 643796147-527 Meviana Susilowati 111.473.118 Eks Pegawa PT SR M I

22 893682757432 Eva Nuri7ia]asar] 134.355.754 Eks Pegawa PTSRM'

290134ZJ935

d.   bahwa  berdasarkan  data  laporan  keuangan  dan  penjelasan  dalam  TP

Documentation diketahui biaya gaji tahun   2020 mengalami kenaikan yang

sangat besar dibanding tahun  2019  yaitu sebesar 656,07% dan  kenaikan

biaya outsourcing tahun 2020 sebesar 1.365,81 °/o dibanding tahun 2019. Hal

ini sangat kontras dengan kenaikan peredaran usaha yang hanya mencapai

angka 33,21 %;

.,I.
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e.    Dalam  TP  Doc (hal  vii) dinyatakan  "bahwa  nilai  laba  operasi  SSSA yang

bemilai negatif pada akhir tahun 2020 bukan disebabkan adanya isu transfer

pricing.  Hal  ini menunjukkan bahwa kondisi kerugian yang diakibatkan oleh

kondisi start-up,  pandemi  covid-19  dan  dampak restrukturisasi  bisnis  grup

usaha tersebut diharapkan tidak akan terjadi secara berkelanjutan";

f.     Dalam  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  hal.  18  dinyatakan,  kondisi  tersebut

menyebabkan   berpindahnya   para   pegawai   yang   sebelumnya   bekerja

sebagai pegawai PT Sakai Indonesia dan PT SRMI menjadi pegawai Wajib

Pajak, dan atas beban pegawai yang pindah tersebut ditagih kembali melalui

pendapatan jasa manajemen;

9.    Dalam   proses   persidangan   (uji   bukti),   Pemohon   Banding   memberikan

dokumenfoukti pendukung berupa:

1)   Perjanjian Jasa Manajemen No. 001  (Bahasa lnggn's);

2)   Perjanjian Jasa Manajemen No. 001  (Terjemahan);

3)   Invoice Management Fee sssA-Sl;

4)   Perincian perhitungan tagihan Manajemen Fee;

5)   Faktur Pajak atas Management Fee;

6)   Daftar Bukti Potong  1721-Al  dan Bukti Potong  1721-Al  atas Pegawai

Sakai Sales and Services Asia (Pemohon Banding);

7)   Rekening    Koran    sebagai    Bukti    Penerimaan    Penghasilan    atas

Management Fee;

h.   bahwa  dokumen  yang  disampaikan  Pemohon  Banding  adalah  peri.anjian,

invoice, perhitungan tagihan, faktur pajak dan bukti pembayaran merupakan

dokumen yang terkait dengan jasa manaj.emen yang merupakan bagian dart

jasa   intragrup   yang   rutin   dilakukan   antara   Pemohon   Banding   dengan

PT Sakai  Indonesia.  Hal  ini  dapat diketahui  dari  dokumen  perjanjian jasa

manajemen yang disampaikan Pemohon Banding dalam uji bukti, yaitu asli

perjanjian   tahun   2021    (dalam   bahasa   inggris)   sementara   teriemahan

tersumpah merupakan perianjian jasa mana|.emen untuk tahun 2020.

4.
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TP Doc hal.12 dan 17

Gambar 3.Z Alur Transaksi Jasa ]Titragrup SSSA

|aso Sc`.ra Bangtiaaa |asa (ayaf)aa tlan Pemaseran

11 I

11     s[     11 SSS^ Ill  sL-  11
I ? t
]asa Mana|cincd Pcmba)/af=fi Ro)altl

.  -1      .J`

-   SSSA melalailcan pemtxiyaran |iisa se`^ra baf]gunan ke|)ado SI
-  SSSA menerlrria peftdr|]atat` alas lass maria|effien dart St
•-   SSSA tTlenerlma pet.dapatan atas |asa la!/ai.an dart pemasaran darl SICW
_  SSSA f!iel2kulcan pEmbayaran royaltl kepadB SK`^/

a,\ I. -
Tat)el 3.10 Syarat dan Ketenttlan Tmnsalcsi/JaseManafemeb SSSA dengan S]

SvaraI.dan Ke(enttiaR Trancalcsl lass ManaletBefi essA dez)fmB Sl

F'ara PthaJ£
Penvedl.ilasa:
SSSA
Pph®SI 1   lJ   .-       -   "

ffuadg Llngfup

SSSA telah setii|u.untulc met.yedlalcan bebera I)a |asa kepeda S[ yang dlr[ngk2s
sebagal l}erJkut. ,- -   /
(I) Memberlkari seran uft]um dalam pene] [tlan (f7ietodologl. pendekatan).
(„) Memberlkati saran mengenal st]r`rel pasar liaslonal dan lT]tefnaslonat

dalLsetlap anallsls spes[fik dalam haltarmya a eligan kl[en total.
(![1) Me`^/aklll SI dalam bisnls dan perdagapgan asoslasl lntemaslonat yang

tepat.
(lv) Menggambarhan perencanaan I.emblayaalt.

-(v) Mcmberilcan saran kredlt dan harituaft dalam mempero] eli d3ria.
tvl) Memberll(an satan perigelolaan oTas(/o..
(vll) Memulal dan meftraRtau rerlcana dari aBggarBn bLsnLs tahunafl
(vlll) Perencanaan anls leas dan peTIgurarlgan eksposur valut2 aslrlg.
(lJC) Meliyedlalcari   s(stem   maTia|emen   mellputl   perenca[iaan   keuangan

(*)
jangla pendek dan pan|ang.
Memberikan satan terlcalt pengadaan dan jasa tJmum.

(xl) Membeti saziin terlcalt lsu mafLa|emen sumber daya ln3nusla.
(xl') Memtierf  samn  terlcalt  I.elatlhali  lcary3`^/an.  evaluasl  karyawan.  dan

rericana rerriu Berasl dan iJembag!an l<euntunfpri.
(xJl]) Naslhat da n aslstensl huhaim pajak.
(xlv) U]asan dan naslhat tentang klner|a b]srils.
(xv) Memberllcan  saraR  terlcalt  kei"|uari  teknolog]  dan  pral(tlk  terb&(k

untul< menlTif!tcatlcan ldnerla blsnls.
Kebl|aJcan (I) BLaya |asa salt.a dengan total bla}ra laTigsung dan tJdal< lal.gsung unt`ikE'enef-Ha- rnenyed[aLdn |asa dlt3mb3h dengan suat`I margln.

i.     bahwa dokumen/bukti yang disampaikan oleh pemohon Banding atas jasa

manajemen  merupakan  transaksi  rutin  jasa  intragrup  sedangkan  koreksi

penghasilan  luar  usaha  yang  menjadi  sengketa  adalah  jasa  manajemen

terkait  perpindahan   pegawai   PT  Sakai   Indonesia  dan   PT  Sakai   Road

Machinery     Indonesia     (SRMl)     kepada     Pemohon     Banding     akibat

restrukturisasi bisnis grup usaha Sakai

j.     Berdasarkan    data,    dokumen    dan    penjelasan    di    atas,    Terbanding

berpendapat  atas  perpindahan  pegawai  akibat  restrukturisasi  grup  Sakai

belum dilakukan penagihan atas jasa manajemen oleh Pemohon Banding.

A`
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bahwa Pemohon Banding menyanggah alasan koreksi Terbanding tersebut di

atas dengan alasan-alasan antara lain :

1.   Pemohon  Banding  tidak  setuju  atas  koreksi  positif  Penghasilan  dari  Luar

Usaha   sebesar  Rpl.450.671.468,00,   terkait  dengan   penghasilan   Jasa

Manajemen  yang  dianggap   kurang  dilapor  oleh  Terbanding.   Pemohon

Banding   menagihkan   biaya   jasa   manajemen   adalah   sesuai   dengan

ketentuan   atau   syarat-syarat  yang   disepakati   oleh   Pemohon   Banding

dengan  PT  Sakai  Indonesia  termasuk  perhifungan  besaran  atau  dasar

penagihannya;

Perpindahan pegawai dari PT Sakai  Indonesia menjadi pegawai Pemohon

Banding bukan berarti seluruh pegawai pindahan tersebut kemudian serta-

meha   dianggap   melakukan   kegiatan   jasa   manajemen   dan   kemudian

ditagihkan biaya gajjnya sebagai jasa manajemen. Penagihan tersebut harus

tetap  mengacu  kepada  perjanjian yang disepakati oleh  kedua  belah  pihak

terkait  di   mana   beban   pegawai  yang   dapat  ditagihkan   oleh   Pemohon

Banding kepada PT Sakai  Indonesia alas pekerjaan Management Service

tentunya   adalah   hanya   karyawan-karyawan   Pemohon   Banding   yang

melakukan   jasa   managemen   tersebut   yaitu   karyawan-karyawan   level

managerial yang mampu melaksanakan jasa managemen tersebut;

2.   Mengutip  pengertian Jasa dalam  peraturan perpajakan yang ada,  Pasal  1

Angka  5,  6,  dan  7  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1983  tentang  Pajak

Pertambahan  Nilai  Barang  dan  Jasa  dan  Pajak  Penjualan  atas  Barang

Mewah  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun

2020 tentang Cipta Ker].|a (UU PPN) menyatakan:

5. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan

atau   perbuatan   hukum  yang  menyebabkan  suafu   barang,  fasilitas,

kemudahan,   atau   hak  tersedia   untuk  dipakai,   termasuk  I.asa   yang

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan

dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;

6. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pal.ak berdasarkan Undang-

undang ini;

r.
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7.  Penyerahan  Jasa  Kena  Pajak adalah  setiap  kegiatan  pemberian Jasa

Kena Pajak;

Dengan   demikian,   suatu   jasa   merupakan   suatu   kegiatan   pelayanan

berdasarkan  suatu  perikatan  atau  perbuatan  hu.kum  di  mana  perikatan

tersebut  telah  menentukan  juga  bagaimana  besaran  imbalan  atas  jasa

tersebut diberikan. Penyerahan Jasa Kena Pajak juga harus terkait dengan

kegiatan   pemben.an   Jasa   Kena   Pajak.   Sudah   sepatutnya   bahwa   nilai

penagihan   yang   dilakukan   oleh   Pemohon   Banding   kepada   PT   Sakai

Indonesia  adalah  hanya  terkait dengan  pegawai  Pemohon  Banding  yang

melakukan  atau  memberikan  peker].aan I.asa  manajemen  untuk  PT Sakai

Indonesia;

3.   Tidak  sepatutnya  apabila  Pemohon  Banding  menagihkan  biaya  pegawai

Pemohon Banding yang tidak melakukan pekerjaan jasa manajemen untuk

PT Sakai Indonesia meskipun pegawai-pegawai tersebut merupakan bekas

pegawai  PT Sakai  Indonesia  yang  kemudian  berpindah  menjadi  pegawai

Pemohon  Banding. Alasan  koreksi Terbanding yang  menambahkan  biaya

gaji  pegawai-pegawai  Pemohon Banding yang tidak ikut memberikan jasa

manajemen kepada PT Sakai Indonesia sebagai tambahan nilai tagihan jasa

management hanya semata-mata karena pegawai-pegawai tersebut adalah

bekas  pegawai  PT Sakai  Indonesia  adalah tindakan  yang tidak tepat dan

tidak patut dalam kewajaran kegiatan dunia usaha;

4.   Dalam melakukan koreksinya, Terbanding seharusnya dapat membuktikan

bahwa  atas  koreksi  berupa  tambahan  pegawai-pegawai  non-manajerial

yang menurut Terbanding juga ikut ditagihkan kepada PT Sakai Indonesia,

pegawai-pegawai yang ditambahkan Terbanding tersebut juga seharusnya

dapat  dibuktikan   oleh  Terbanding  juga   jkut  melakukan   pekerjaan  jasa

manajemen kepada PT Sakai Indonesia dan bukan seha-merta fanpa bukti

nyata adanya pekeriaan yang dilakukan  lalu menambahkan  pegawai  non-

manajerial tersebut sebagai bagian dari tagihan kepada PT Sakai Indonesia

hanya  semata-mata  karena  pegawai  Pemohon  Bandjng  tersebut  adalah

bekas  karyawan  PT Sakai  Indonesia  sebagai  penerima jasa  managemen

dalam sengketa ini;
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5.   Bagian  3 tentang  Perikatan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata

(KUH Perdata) Pasal 1338 diatur bahwa:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah beriaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya. Suatu perianjian tidak dapat ditan.k kembali

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

oleh  undang-undang  dinyatakan  cukup  untuk  itu.  Suatu  perianjian  harus

dilaksanakan dengan itikad baik";

Pasal 1342 KUH Perdata menyatakan:
"Jika  kata-kata  suatu  persetujuan jelas,  tidak djperkenankan  menyimpang

daripadanya dengan jalan penafsiran";

Selanjutnya Pasal 1350 KUH Perdata menyatakan bahwa:
"Betapa  luas  pun  pengertian  kata-kata  yang  digunakan  untuk  menyusun

suatu persetujuan, persetujuan  itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata

dimaksudkan kedua belah pihak sewalchJ membuat persetujuan";

Koreksi  yang  dilakukan  Terbanding  dengan  menambahkan  asumsi  atau

tafsiran  nilai  tagihan  sendiri  dengan  menambahkan  seluruh  nilai  gaji  atas

beberapa   bekas   pegawai   PT  Sakai   Indonesia  yang   kini   beker].a   pada

Pemohon Banding jelas menyimpang dan tidak berdasarkan kefentuan yang

disepakati  antara  Pemohon  Banding  dan  PT  Sakai  Indonesia  sehingga

menyalahi ketentuan KUH Perdata sebagaimana disampaikan di atas;

6.   Selain   itu,   sebagaimana   telah   disampaikan   bahwa   alasan   Terbanding

melakukan   koreksi   atas   nilai   tagihan   Management   Fee   adalah   pada

dasamya karena ada beberapa pegawai-pegawai Pemohon Banding yang

awalnya adalah bekas pegawai PT Sakai Indonesia yang kemudian pindah

bekeria   di   Pemohon   Banding   dianggap   harms   ikut   ditagihkan   dalam

Management  Fee.  Berikut  ini  adalah  perincian  pegawai  yang  dianggap

Terbanding sendiri harus ditambahkan dan nilai tagihan tambahannya untuk

masing-masing  pegawai  dan  bekas  pegawai  mana  yang  tercantum  balk

dalam SPHP di lampiran 1  Daftar Temuan SPHP dan Risalah Pembahasan;

A,
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DaftarPegawaiMenurutTerbandjngyangditambahkandalamkoreksipositif

Penghasilan dari Luar Usaha:

No, NPWP aJTl& Juml@h F]erlBhasllan8rutolRol I(aterang8n

1 465334753-5230cO MUHAMMAD MUDASIR 82.145.633 Eks oemwal PTsakai lndoesla
2 346445604.435000 MIRANTl 106,592 714 Eks oerawal PTsakal lndoes la
3 982693707-435000 Roll.YARNOIDY 99,476.850 Eks Decawa] PT Sakal lndoesla
4 498562867-413000 SUKRON 156 068 375 Eks pegawal PTsakal lndoBsla
5 498562842-413000 AHMAD BASIJNl 130.934,869 Eks DeRIwal PTsakal lndoes 'a
6 sO2476712-4080cO ANGGY MARCEUNE LOBO 95,997.226Eks oerawal PTsakal lndoesla
7 4985G2909-402CcO DIAH AYll X 223.383.981 Eks I)emwal PT Sakal lndoesla
8 498567734-407CcO Owl ENI ASTUTl 111.994,843 ELs Demwal PTsakal lndoBS la
9 826954687-432cro EMMAsurMAMAHARANI 109 928 765 Eks DeRawal PTsakal  lndoes la

10 693049272.432000 HESTi SEFIANA DEvn 105.676,860Eks peowal PTsak8l lndoesl a
11 498562792-43ZOcO lDA FARIDA 132.402  106 Eks i]emwal PTsakal lndoBsla
12 498562925-432000 Lul.U VARIANA 122.314.097 Eksoerawal PTsakal lndoesla
13 909319527-413000 VAYUMI NAGASE 364.748,226 Eks oelawal PTsakal lI`doe5la
14 498567858-432000 SITI MAR0lAH 131.624,174 Eks oeflawai PTsakal lndoesla
15 55us2353.4060co ANTO N SUTRISNO 113,411,516Eks PeRawal PTSRMl
16 707056727-525cO APRILIA WAHYu PRAl\l ESTIN INGS 103,329,090Ek5 Pefiawal  PT SRMl
17 884377789-435ue CHAERUNNISANURAGusTINE 108,650,599Eks PeEawal PT SRMl
18 683088975-4140CK) DIDIK PURWANTO log,188 256 Eke PeEawal PTSRMl
19 670S80S88.533cO HEIMI S ETYAWAN 99,543,918Eks Pefaw@l  PTSRMl
20 471056861-408CcO lDAWAT' 148.loo,965 Eks PeRawal  PT SRMl
21 643796147-527000 MEVIANASusllowATl lil.473,118 Eta Pelawal PTS"I
Z2 893682757-432rm EVA N IJRMALASARl ]34.356 754 Eks Pegawal PTSRMl

'um'ah 2,901,342 935
Proporsl untuk ]asa manalemen (50%1 1450,671,468

Dalil dan metode Terbanding dalam melakukan koreksi positif Penghasilan

dari Luar Usaha adalah dengan menambahkan gaji eks pegawai PT Sakai

Indonesia dalam tagihan biaya manajemen. Namun demikian, dalam SPHP

dan  Risalah  Pembahasan  teriihat  bahwa  tambahan  pegawai  yang  ditarik

Terbanding   menjadi   perhitungan   koreksi   adalah   tidak   hanya   pegawai

PT    Sakai     Indonesia    namun    Terbanding    juga    ikut    menarik    atau

menambahkan    eks    pegawaj    PT   Sakai    Road    Machinery    Indonesia

(PT SRMl),  yang jelas merupakan  entitas  dan  Wajib  Pal.ak yang  berbeda

dengan  PT  Sakai  Indonesia,  sebagai  bagjan  dari  eks  pegawai  PT  Sakai

Indonesia yang menjadi dasar koreksi sehingga koreksi yang dilakukan jelas

menjadi keliru. 0leh karena itu, maka koreksi Terbanding sudah sepatutnya

otomatis   dibatalkan   paling   tidak   terkait   dengan   nilai   gaji   eks   pegawai

PT Sakai Road Machinery Indonesia yang secara keliru dianggap bagian eks

pegawai PT Sakai Indonesia;

7.   Selanjutnya,  meskipun  misalnya  eks  pegawai  PT  SRMl  telah  dikeluarkan

atau tidak ditambahkan dalam perhitungan koreksi, Pemohon Banding juga 4
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berpendapat     bahwa     Terbanding     seharusnya     selanjutnya      hanya

memperhitungkan   karyawan   level   manajerial   yang   memberikan   jasa

manajemen tersebut sebagaimana telah  dijelaskan  dan  disampaikan  oleh

Pemohon  Banding  dalam  Uji  Bukti  kepada  Terbanding  pada  tanggal  23

Februari    2024  dan  28  Maret  2024  dengan  dokumen  bukti  pendukung

berupa:

•     Bukti  Invoice  Management  Fee  sebesar  Rp4.231.500.000,00  (setara

USD300,000.00  dengan  kurs  perhitungan  sebesar  Rpl4.105,00/USD)

dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia yang nilainya sudah

sesuai  dengan  perhitungan  tagihan  Manajemen  Fee  dari  Pemohon

Banding  kepada  PT  Sakai  Indonesia  atas  masing-masing  karyawan

manajerial yang digunakan dalam pemberian jasa Management Service

kepada PT Sakai Indonesia;

•     Bukti  berupa  Perincian  Perhitungan Tagihan  Manajemen  Fee sebesar

Rp4.231.500.000,00  (setara  USD300,000.00  dengan  kurs  perhitungan

sebesar Rpl4.105,00rusD)  dari  Pemohon  Banding  kepada  PT Sakai

Indonesia    atas    masing-masing    karyawan    level    manajerial    yang

digunakandalampemben.anjasaManagementservicekepadapTsakai

Indonesia yang nilainya sudah sesuai dengan Invoice Management Fee

sebesar Rp4.231.500.000,00;

Dari      Perincian      Perhitungan     Tagihan      Manajemen      Fee     sebesar

Rp4.231.500.000,00 sangat terlihat jelas dan dicantumkan bahwa pegawai-

pegawai   Pemohon   Banding   yang   memang   ditagihkan   oleh   Pemohon

Banding kepada  PT Sakai  Indonesia sebagai bagian dari Manajemen  Fee

adalah  benar  pegawai-pegawai  level  manajerial  dan  yang  paling  rendah

memmki   jabatan   adalah   Assistant   Manager   pada   Pemohon   Banding.

Jabatan   lainnya  yang  tercantum   dalam   Perincian   Perhitungan  Tagihan

Manajemen  Fee adalah  misalnya  Senior Manager,  General  Manager dan

Manager;

Oleh   karena   itu,   jelas   bahwa   tindakan   Terbanding   yang   serta-merta

memasukkan gaji seluruh pegawai eks PT Sakai Indonesia yang bekerja di

Pemohon  Banding  sebagai  koreksi  tambahan  penghasilan  alas  Tagihan A,
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Manajemen Fee Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia adalah tidak

tepat dan tidak berdasar;

8.   Pemohon  Banding  telah  melakukan  proses  Uji  Bukti  dengan  Terbanding

pada  dan  menyerahkan dokumen  kepada Terbanding sebagaimana telah

disampaikan sebelumnya sehingga hasil Uji Bukti  adalah sebagai ben.kut:

Ho. LawanTnurd
Tanggal twoice

Tu8galholce Objek Horehi BP) Hasn uji Bum

I Sakal Indonesia SSSA-MNG-SERV-SIJ)Ol 31/12/2020 4.231.500.000 Dapat Dibuktin

Total 4.231.500.000

Adapun dokumen pendukung yang Pemohon Banding telah serahkan dan

dilakukan Uji Bukti adalah sebagai berikut:

1)   Per].anjian   Mutual   Management   Service   Agreement   terkait   dengan

Pemberian    Jasa    Management    dari    Pemohon    Banding    kepada

PT Sakai Indonesia dan teriemah tersumpahnya;

2)   Invoice  Management  Fee  dari  Pemohon  Banding  kepada  PT  Sakai

Indonesia   yang   nilainya   sudah   sesuai   dengan   perhitungan   tagihan

Manajemen Fee dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia alas

masing-masing karyawan manajerial yang digunakan dalam pemberian

jasa Management Service kepada PT Sakai Indonesia;

3)   Perincian perhitungan tagihan  Manajemen  Fee dart Pemohon Banding

kepada  PT Sakai  Indonesia yang nilainya sudah sama dengan  Invoice

atas   masing-masing   karyawan   manajerial   yang   digunakan   dalam

pemberian jasa Management Service kepada PT Sakai Indonesia;

4)   Faktur  Pajak  alas  tagihan  dan`  Pemohon  Banding  kepada  PT  Sakai

Indonesia yang sudan sesuai dengan nilai Invoice ;

5)   Daftar Bukti  Potong  1721-Al  dan  Bukti  Potong  1721-Al  atas  Pegawai

Sakai  Sales  and  Services  Asia  (Pemohon  Banding)  yang  dahulunya

bekerja   dari   PT   Sakai   Indonesia   dan   PT   Sakai   Road   Machinery

Indonesia;

6)   Rekening    Koran    sebagai     Bukti     Penerimaan    Penghasilan     alas

Management Fee yang njlainya sudah sesuai dengan Manajemen Fee

dari Pemohon Banding kepada PT Sakai Indonesia atas masing-masing

`''``
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karyawan   level   manajerial   yang   digunakan   dalam   pemberian   jasa

Management Service kepada PT Sakai Indonesia;

9.   Sehubungan  dengan  pendapat Terbanding  pada  angka  6,  angka  9,  dan

angka 10 dalam  Berita Acara Uji Bukti ini yang menyatakan bahwa:
"6.    Dalam  proses  pemeriksaan  dan  keberatan  Pemohon  Banding  tidak

dapat  memben.kan  bukti/dokumen  perhitungan  dan  penerimaan jasa

manajemen atas perpindahan pegawaj tersebut, sehingga Terbanding

melakukan koreksi penghasilan luar usaha dengan melakukan proporsi

50%";
"9.    Bahwa dokumen/bukti yang djsampajkan oleh Pemohon Banding atas

jasa  manaj.emen  merupakan transaksi  rutin I.asa  intragrup sedangkan

koreksi  penghasilan  luar  usaha  yang  menjadi  sengketa  adalah  jasa

manajemen   terkait  perpindahan   pegawai   PT  Sakai   Indonesia   dan

PT Sakai Road Machinery Indonesia (SRMl) kepada Pemohon Banding

akibat restrukturisasi bisnis grup usaha Sakai";
"10. Berdasarkan   data,   dokumen   dan   penjelasan   di   atas,   Terbanding

berpehdapatatasperpindahanpegawaiakibatrestrukturisasigrupsakai

belum   dilakukan   penagihan  atas  jasa   manajemen   oleh   Pemohon

Banding";

Pemohon   Banding   menyatakan   sangat  tidak  setuju   dengan   pendapat

Terbanding   karena  tidak  sesuai  fakta  dan   dasar  koreksi   sengkefa   ini.

Terbanding  berusaha  menyimpangkan  atau  menyesatkan  dasar  koreksi

dalam sengketa ini dengan pemyataan "jasa manajemen atas perpindahan

pegawai tersebur' sehingga seolahcolah ada jasa manajemen tersendiri atas

proses perpindahan pegawai. Pemohon Banding menegaskan sama sekali

tidakadaJasaManajemenatasperpindahanpegawaitersebutdansengketa

ini sejak dart proses Pemeriksaan Pajak dan Keberatan adalah bukan terkait

dengan hal tersebut. Hal ini teriihat dan ditegaskan dari sejak SPHP dalam

proses pemeriksaan dan dan SPUH pada proses keberatan bahwa alasan

koreksi dalam sengketa ini yang benar adalah adalah nilai tambahan yang

menurut Terbanding seharusnya ditagihkan dan ditambahkan terhadap nilai

A,
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tagihan Jasa Manajemen yang sudah ditagihkan sebelumnya oleh Pemohon

Banding dalam invoice;

Invoice jasa  manaj.emen  tersebut  merupakan  tagihan  Pemohon  Banding

atas jasa manajemen kepada PT Sakai Indonesia sesuai Perianjian Mutual

Management   Service   Agreement.    Di   dalam   perincian   invoice   terkait

pemberian I.asa manajemen tersebut, Pemohon Banding menagihkan biaya

manajemen   yang   dalam   perinciannya   meliputi   penagihan   biaya   atas

pegawai-pegawai yang melaksanakan pekerjaan jasa manajemen dimaksud

yaitu pegawai manajerial yang memang teriibat melakukan pekeriaan jasa

manajemen tersebut;

Hal  tersebut  terlihat jelas  dalam  alasan  koreksi  Terbanding  pada  SPHP

sebagai berikut:

Bedasarkanhaslpeng`givdsquckaecahatedepetPcnghasBaemharUsaha)rangb¢aimd8porfcaAolchW8PPapk

todsipceit#ataspenghaslanfasamaAafroen)¢ngfrongdipo.sebesar.....

#D.ti.:;-i'i-i-6-i-6ifti.aJri.---.......'-.-.-.....

;flit

8(

da

P'

Ki

B
8

tersebut   dita ih    kembali   melalui

Rp   I.450.671,{68

Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap aturan-aturan  perpajakan,  Laporan
Hasilpemeriksaan,KertasKeriapemeriksaan,datadandokumenyangada
dalamproseskeberatan,Penelitimenyampaikanhal-halsebagaiben.kut:

1.  Atas sengkefa Penghasilan dart Luar Usaha sebesar Rpl.450.671.468

a)BahwasesuaihasilpemeriksaandasarkoreksiPenghasilandariLuar
U§aha  karena  teriadi  restriiktun.sasi  bisnis  atas  operasional  Group
Sakai    yang    menyebabkan    berpindahnya    para    pegawai    yang
sebelumnya  sebagai  pegawai  PT  Sakai  Indonesia  dan  PT  SRMl
menjadi  pegawai  Wajib  Pajak.  Alas  beban  pegawai  yang  pindah

Dan juga dalam SPUH, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

Berdasarkan  data pegawai  yang  pindah  diketahui
pegawai  yang  berasal  dari  PT Sakai  Indonesia  dan  PT  SRMl  yang
belumditagihkanpendapatanjasamanajemenolehWajibPajak.

masih  terdapat

Dengan demikian, jelas dalam SPHP dan SPUH bahwa koreksi Terbanding

tersebut adalah berupa tambahan pendapatan manajemen atas pendapatan

jasa  manaj.emen  yang  sudah  ditagihkan  oleh  Pemohon  Banding  sesuai

uraian koreksi Terbanding dalam SPHP "atas beban pegawai yang pindah

tersebut ditagih  kembali  ke  PT Sakai  Indonesia  melalui  pendapatan  Jasa

Manajemen".  Mengingat jelas  bahwa  koreksi  tersebut  adalah  merupakan A,
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tambahan  afas  pendapatan jasa  manajemen  yang  sudah  ditagihkan  oleh

Pemohon Banding, tidak dapat diartikan lain bahwa koreksi tersebut adalah

terkait dengan Jasa  Manajemen yang telah dilakukan dan ditagihkan oleh

Pemohon Banding yaitu jasa manajemen kepada PT Sakai Indonesia sesuai

Perjanjian Mutual Management Service Agreement dan bukan jasa imajiner

Terbandjng berupa "jasa manajemen atas perpindahan pegawai tersebuf';

Terbanding  jelas  mengada-ada  dalam  sengketa  ini  dan  baru  beralasan

dalam  Berita  Acara  Uji  Bukti  ini  dengan  mengatakan  bahwa  seolaholah

terdapat  I.asa   lainnya   lagi   berupa   "jasa   manajemen   atas   perpindahan

pegawai  tersebuf'  dan  bergeser dari  dasar koreksi  sengketa  sebenamya

dalam    SPHP    dan    SPUH    yang    merupakan    dokumen    resmi    yang

menunjukkan dasar koreksi dari awal sengketa ini yaitu nilai I.asa manajemen

yang telah dilakukan  Pemohon  Banding yang dianggap  kurang ditagihkan

atas jasa manajemen yang sama yang telah djlakukan selama ini. Selama

proses Uji Bukti dengan Pemohon Banding, Terbanding bahkan tidak pemah

mengungkapkan  asumsinya  bahwa  seolaholah  terdapat jasa  lainnya  lagi

berupa "jasa manajemen alas perpindahan pegawai tersebut";

Pada kenyataannya, sebagaimana telah diuraikan Pemohon Banding di atas

yang  ada  dan  menjadi  sengketa  dalam  hal  ini  adalah  nilai  tagihan  Jasa

Manajemen yang  dilakukan  oleh  Pemohon  Banding  (PT Sakai  Sales and

Services Asia) kepada PT Sakai Indonesia sesuai dengan Perjanjian Mutual

Management    Service    Agreement    terkait    dengan    Pemberian    Jasa

Management dari  Pemohon Banding kepada PT Sakai  Indonesia di mana

dalam pela.ksanaan Jasa Manajemen tersebut terdapat pegawai Pemohon
+

Banding yang tadinya/semula bekeria di PT Sakai Indonesia dan PT Sakai

Road   Machinery   Indonesia   yang   ikut   melaksanakan   pemben.an   Jasa

Manajemen yang kemudian menurut Terbanding seharusnya seluruh biaya

gaji  eks  pegawai   PT  Sakai   Indonesia  dan   PT  Sakai   Road   Machinery

Indonesia  diproporsi  50%  untuk  ditagihkan  kepada  PT  Sakai  Indonesia.

Dengan kata lain, Terbanding melakukan koreksi dengan meminta Pemohon

Banding  untuk  melakukan  penagihan  kepada  PT  Sakai   Indonesia  atas

proporsiseluruhbiayagajibaikuntukkaryawanyangteriibatdanmelakukanA
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pekerjaan pemberian Jasa Manajemen maupun karyawan yang tidak teriibat

melakukan   pekerjaan   Jasa   Manajemen   dan  juga   baik   karyawan   eks

PT Sakai Indonesia maupun eks PT Sakai Road Machinery Indonesia yang

merupakan  entitas  sendiri  yang  berbeda  sama  sekali  dengan  PT  Sakai

Indonesia seluruhnya;

Tindakan  Terbanding   menambahkan   tagihan   atas   pegawai  yang   tidak

terlibat melakukan  kegiatan Jasa  Manegement tersebut justru  malah tidak

mencerminkan  kewajaran  dan  kelaziman transaksi  dalam  kegiatan  usaha

karena  pegawai  yang  tidak  terlibat  dan  tidak  melakukan  pekerjaan  Jasa

Manajemen kepada PT Sakai Indonesia dan juga pegawai yang bukan eks

PT  Sakai   Indonesia   seluruhnya   dipaksakan   untuk  ikut  ditagihkan   oleh

Pemohon Banding kepada PT Sakai  Indonesia.  Kewajaran dan kelaziman

tagihan atas biaya I.asa tentu  sepatutnya  hanya  meliputi  pegawai-pegawai

yang memang benar-benar melakukan pekeri.aan Jasa Manajerial tersebut

sesuai dengan Perjanjian Mutual Management Service Agreement;

Sebagaimana   telah   disampaikan    Pemohon   Banding   di   atas,   sudah

sepatutnya   hanya   karyawan-karyawan   Pemohon   Banding  yang  teriibat

melakukan  jasa   management   tersebut   yaitu   karyawan-karyawan   level

managerial  yang  mampu  sesuai  kapasitasnya  untuk  melaksanakan  Jasa

Management   tersebut.    Pemohon    Banding   dalam    Uji    Bukti    ini   telah

menyampaikan bukti pendukung berupa perincian perhitungan tagihan Jasa

Manajemen yang merupakan lampiran invoice yang merincikan nama-nama

pegawai  dan jabatannya yang teriibat dalam  pemberian  Jasa  Manajemen

yaitu pegawai-pegawai level manajerial misalnya Senior Manager,  General

Manager, dan Manager;

10. Dalam   melakukan   koreksi,  Terbanding  seharusnya  dapat  membuktikan

dalilnya dengan menunj.ukkan bahwa pegawai-pegawai yang ditambahkan

Terbanding sebagai  bagian dari tagihan Jasa  Management dari  Pemohon

Banding kepada PT Sakai Indonesia adalah benar-benar teriibat melakukan

kegiatan  pemberian  Jasa  Management  kepada  PT  Sakai  Indonesia  dan

bukan  semata-mata  asumsi  saja  hanya  karena  pegawai tersebut semula

bekeria  pada  PT  Sakai  Indonesia  dan  berpindah  kerja  kepada  Pemohon r,
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Banding.    Asumsi    dasar   koreksi   Terbanding    pun   juga    mengandung

kesalahan  mendasar  karena  selain  memasukkan  eks  pegawai  PT  Sakai

Indonesia, Terbanding juga dengan dalilnya sendiri keliru memasukkan eks

pegawai  PT  Sakai  Road  Machinery  Indonesia  sebagai  bagian  dari  nilai

koreksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

11.Pemohon    Banding    berpendapat    bahwa    dalam    pemeriksaan    pal.ak

merupakan proses yang penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan dan

memastikan bahwa Pemohon Banding memenuhi kewajiban perpajakannya

dengan   benar.   Agar   proses   ini   adil   dan   akurat,   sangat   penting   bagi

Terbanding  untuk  melakukan  koreksi  fiskal  berdasarkan  fakta-fakta  yang

dapat dibuktikan, bukan hanya asumsi atau pendapat. 0leh karena itu, dalam

melakukan koreksi fiskal harus dilakukan sesuai dengan:

a)   Kepastian Hukum

Dalam sistem hukum yang beriandaskan prinsip keadilan, setiap tindakan

korektis  fiskal   harms   didasarkan   pada   bukti   yang   nyata   dan   dapat

diverifikasi.   Hal   ini  memberikan   kepastian   hukum   bagi  Wajib   Pajak,

sehingga Wajib Pajak dapat memahami dasar dart setiap koreksi yang

dilakukan dan memiliki dasar yang kuat untuk menerima atau menolak

atas hasil pemeriksaan;

b)   Menghindari Kesalahan dalam Penilaian

Koreksi fiskal yang berdasarkan asumsi bisa sangat subjektif dan rentan

terhadap kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan perhitungan pajak yang

tidak  akurat,  yang  pada  akhimya  dapat  merugikan  baik  pemerintah

maupun Wajib Pajak;

c)   Transparansi dan Akuntabilitas

Berdasarkan fakta-fakea yang jelas dan terbukti dalam melakukan koreksi

fiskal   dapat   meningkatkan   transparansi   dalam   proses   pemeriksaan

pajak. Ini memungkinkan Wajib Pal.ak untuk dapat mengerti dan meninjau

dasar dari setiap koreksi yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak, serta

memastikan   bahwa  pemeriksa  pajak  bertindak  dengan  akuntabilitas

tinggi;

4,
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d)   Mengurangi Konflik

Koreksi  fiskal  yang  didasarkan  pada  fakta  dapat  mengurangi  potensi

konflik antara Wajib Pajak dan otoritas pajak.  Ketika Wajib Pajak dapat

melihat bahwa koreksi didasarkan  pada bukti yang konkret dan sesuai

faktanya, Wajib Pal.ak lebih mungkin untuk menerima hasil pemeriksaan

atau setidaknya memiliki dasar yang jelas untuk mengaj.ukan keberatan

yang beralasan;

12. Dari kekeliruan-kekeliruan dalil serta asumsi Terbanding dalam melakukan

koreksi tersebut,  maka  koreksi Terbanding  adalah  keliru  dan  tidak tepat

serta dapat dibantah seluruhnya oleh Pemohon Banding;

bahwa  pokok  sengketa  ini  terkait  koreksi  Penghasilan  Luar  Usaha  sebesar

Rpl.450.671.468,00    yang  dianggap  Terbanding  sebagai  penghasilan  yang

harus   ditagihkan    Pemohon   Banding   kepada   PT   Sakai   dan   PT   SRMI

sehubungan dengan perpindahan pegawai dalam rangka restrukturisasi bisnis

group Sakai;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang   Nomor  6  Tahun  2023  tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menj.adi

Undang-Undang

Pasal 4 ayat (1 )

Yang   menjadi   objek   pajak   adalah   penghasilan,   yaitu   setiap   tambahan

kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik yang

berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia,  yang dapat dipakai  untuk

konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak yang  bersangkutan,

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a.   penggantian  atau  imbalan  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang

diterima atau djperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus,   gratifikasi,   uang   pensiun,   atau   imbalan   dalam   bentuk   lainnya

termasuk   natura   dan/atau   kenikmatan,   kecuali   ditentukan   lain   dalam

Undang-Undang ini;

Halaman 77 dari 111  halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/202en3P".XIIB Tahun 2024
PT Sakai Sales And Services Asia



b.   hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c.    Iaba usaha;

d....dst;

Pasal 18 ayat (3)

Direkfur  Jenderal   Pajak   bervenang   untuk   menentukan   kembali   besamya

penghasilan dan  pengurangan  serta menentukan  utang sebagai  modal  untuk

menghitung   besamya   Penghasilan   Kena   Pajak   bagi   Wajib   Pajak   yang

mempunyai  hubungan  istimewa  dengan  Wajib  Pajak  lainnya  sesuai  dengan

kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istime\/\/a

dengan    menggunakan   metode   perbandingan   harga   antara   pihak   yang

independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode

lainnya;

Pasal 1 8 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat

(3d), Pasal 9 ayat (1 ) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1 ) dianggap ada apabila:

(a)   Wajib  Pajak mempunyai  penyertaan  modal  langsung  atau  tidak  langsung

paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan

antara Wajib Pajak dengan penyer[aan paling rendah 25% (dua puluh lima

persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib

Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

(b)   Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak

berada  di  bawah  penguasaan  yang  sama  baik  langsung  maupun  tidak

langsung; atau

(c)   terdapat  hubungan  keluarga  balk sedarah  maupun  semenda  dalam  garis

keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat;

bahwa transaksi antara Pemohon Banding dan PT Sakai dan PT PT Sakai Road

Machinery Indonesia (PT SRMl) meruapakan transaksi antara para pihak yang

mempunyai   hubungan   istimewa   sesuai   ketentuan   UU   Pajak   Penghasilan

tersebut di atas;

bahwa    berdasarkan    Surat    Pemben.tahuan    Hasil    Pemeriksaan    diketahui

diperolehnya koreksi Terbanding dan alasan koreksi adalah sebagai berikut :

A.
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8¢rdasackanhas@pengqudinqutonbatw3terdapatpenghas8anDanlue/Usaha)mgbehlmdkepofroolehwajbpegiv

Kode postrf ads  penghaslanpsa mane)even )rang lunng dipof sebese/.       .                                         F!p   1,4sO,671,468

8deprdasardanalasandahikany@beksiadalah§bb:

Barma ledapal estmrrisasi beds as opeesthal 6rotip Sakai dengan men/ckuskan penjualan und at( beret maurm

whponenmewhiwgivpajak

Kondsitersetwmenysbabkanbaplndahpeparangawai)prgsebehimngbekapasebeoaipeganiPTSa)tailnwhesfadan

PTSRMlmenfadipegivVAjbpagiv

(3tasbebenpeg@raj)mggivdahtersebutdrtykembebhopTsatailndonesiamelahipendapatanjasamapjemen.

ENasatan data peganj yang givah cketahi  masin tedapt p¢gaej )any sebchirmya berasal dan PT Salcai Indonesia

danpTSRMl)angbchmdiagivkanpendapatanjasangjemenolehw?jbpapli

Perfungamyastho:

Kcterangan                                                          Pcoghasin Bfro Th. 2un

Eks pegavai pT SRMl                                             fry                  %054,216

Ek§ Pgiv pT sakai Indonesia                           Rp              1.973,288;719

Jtmlah                                                                  Rp             2W342,935

Proporsi unbik /asa martyemen (50%)                    Rp                L4S0671,4ce

bahwa rincian data pegawai yang pindah ke perusahaan Pemohon Banding dan

rincian   penghasilan   bruto/daftar   gaji   dari   masing-masing   pegawai   adalah

sebagai berikut:

No. NPun Narrra
Jrmlah BmoF'Enghasilan'Rp)

Keteranga8

1 55334753-523 Muhammad Muclasir 82.145.633 Eks Pegawa PTsakai Indonesia
2 346445604435 Miranti 106.592.714 Eks Pegavta PT Sakai Indonesia
3 82693707435 FiollyArnoldy 99.476.850 Eks Pegawa PT Sakai  lndone5ia
4 9856286741 Sukron 156.068.375 Ek5 Pegawa PT Sakai  lndorlesia
5 98562842il3 Ahmad Ba5uni 130.934.869 Eks Pegawa PTsakai  lriclonesia
6 24767124 Anggv Mai.ce I i no Lobo 95.997.226 Eks Pegawa PTsakai Indonesia
7 98562909402 Oiah Ayu I( 223.383.981 Eks Pegawa PT sakai Indonesia
8 98567734{07 twi Eni Astuti 111.9B4.843 Ek5 F'egawa PT sakai Indonesia
9 26954687432 Emma SIIkma  Mahararii 109.928.765 Eks Pegawa PT Sakai Indonesia
10 693049272452 llesti Sefiana Dewi 105.676.8cO Eks Pegawa PT Sakai Indonesia
11 98562792432 Ida  Fal.ida 132.402.106 Eks Pegawa FITsakai  Indonesia
12 98562925432 Lulu Mariana 122.314.097 Eks Pegawa PT Sakai  lnclone5ia
13 319527+13 Mavumi Naga5e 364.7ca.226 Ek5 Pegawa PT Sakai Indonesia
14 98567858-432 Siti Mardiali 131.624.174 Eks Pegawa PTsakai Indonesia
15 551852353" Antori Sutiisno 113.411516 Eks Pegawa PTSRMl
16 07056727-525 Aprilia Waliw Pranestining5 103.329.091) Ek5 Pegav/a PTSRMI
17 884377r789135 Chaerunnisa Nuragu5tine 108.650599 Eks Pegawa PTSRM'
18 68308897541 Didik Purv/anto 109.188.256 Ek5 Pegaviai PTSRMl
19 670580588-533 HElmi Setvav/an 99.543.918 Eks Pegawai PTSRMl
20 71056861- 'dawati 148.100.965 Eks Pegawai PTSRMl
21 543796147-527 M evi a n a su5i lo`^tati 111.473.118 Eks Pegawai  PT SRMI
22 893682757432 Eva Nurmalasari 134.355.754 Ek5 Pegawai PT SRMl

2.901ffl2J]35

bahwa Terbanding menambahkan pendapatan jasa manajemen yang diterima

oleh    Pemohon    Banding   sebesar   50%   dari   penghasilan    bruto   di   atas

A,
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(Rp2.901.342.935,00)   yang   menurut   Terbanding   seharusnya   ditagih   oleh

Pemohon Banding;

bahwa atas perintah Majelis Hakim kepada kedua belah pihak telah melakukan

Uji  Bukti  yang  hasilnya telah  dituangkan  dalam  suatu  Berita Acara  dan  telah

disampaikan para pihak dalam persidangan;

bahwa   dalam   Uji   Bukti   Pemohon   Banding   menyampaikan   alasan   koreksi

Terbanding  yaitu  atas  biaya  gaji  beberapa  pegawai  Pemohon  Banding  yang

pindahbekerjadariPTSakailndonesiadanPTSakaiRoadMachinerylndonesia

seluruhnya harus ditagihkan sebagai tambahan nilai tagihan Management Fee

kepada PT Sakai Indonesia;

bahwa  dalam   persidangan  tidak  terdapat  bukti  dari  Terbanding   mengenai

adanya pendapatan I.asa manajemen yang diterima oleh Pemohon Banding dari

pekerjaan ke 22 eks pegawai PT Sakai dan PT SRMI, dengan kata lain koreksi

Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat;

bahwa  sengketa  ini  tidak  terkait  dengan  pendapatan  jasa  manajemen  yang

dilakukan  oleh  pegawai  level  manajerial  Pemohon  Banding  kepada  PT Sakai

Indonesia  yang  sudah  diakui  dan  dilaporkan  Pemohon  Banding,  sehingga

Pengadilan Pajak tidak perlu melakukan penelitian atas kontrak dan dokumen

pendukung  atas  pendapatan jasa  manajemen  yang  tidak  menjadi  sengketa

tersebut;

bahwa dalam  Uji  Bukti diketahui alasan Terbanding melakukan  koreksi hanya

sebesar 50%  dari  biaya  penghasilan  brute  karyawan-karyawan eks  PT Sakai

dan   PT  SRMl   yaitu   karena     Pemohon   Banding  tidak  dapat  memberikan

buktvdokumen perhitungan dan penerimaan jasa manajemen atas perpindahan

pegawai  tersebut.  Pengadilan  Pajak berpendapat alasan Terbanding tersebut

tidak dapat diterima karena apabila tidak terdapat pendapatan jasa manajemen

atas perpindahan para karyawan a quo,  maka tentu tidak   ada dokumen-bukti

yang dimaksud;

bahwa oleh karena itu Pengadilan Pajak berpendapat Koreksi Terbanding atas

Penghasilan     Luar     Usaha     sebesar     Rpl.450.671.468,00     tidak     dapat

dipehahankan;

r'
Halaman 80 dari 111  halaman. Putusan Nomor PUT-007161.15/2023fl'P".XIIB Tahun 2024

PT Sakai Sales And Services Asia



2.   Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp2.079.633.768,00

bahwa rincian koreksi Penyesuaian Fiskal Positif adalah sebagai berikut :

Nomor Afun Nana ,tan Korekei (Ruphi|
6012.30.101 Depreciation Exp - Vehicle 65,134,375

6013.07.000 Insurance Service 13,602,469

6013.08.000 Taxes, License & Other Fee 62,475,000

6013.19 .000 Stationaries, ofrice supplies & printing 77,308,loo
Sub Total Koreksi Dinggap Natura 218,519,944

6013.27.000 Outsourcing Expenses (Basic) 1,774,985 ,547

6013.28.000 Outsourcing Expenses (Fee) 86,128,278

Sub Total\ Korelesl Outsourcing Expenac8 1.861.113.825
Grand Total KorelEsi Posltif atas Pcnyestialafi Fi8kal Po8itlf 2.079,633,769

*) bahwa selisih Rpl ,00 antara Rp2.079.633.768,00 dengan Rp2.079.633.769,00 menurut

Pengadilan Pajak tidak material

a.   Koreksi Positif terkait Depreciation Expense - Vehicle dengan jumlah

keseluruhan Rp65.134.375,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan pokok-pokok alasan sebagai

berikut :

1)   bahwa   Terbanding   melakukan    koreksi   sebesar   50°/o   atas   biaya

penyusutan kendaraan yang tidak dilakukan koreksi fiskal oleh Pemohon

Banding  dengan  alasan  kendaraan  digunakan  oleh  pegawai  tertentu

karena jabatannya atas kendaraaan sebagai berikut

ruo I eft[s Kendaraan KoretrsiPer.yust.tan

1 KIJANG INNC)VA 2.a V M/T {81421 Flu ) 21.«6.875
2 Tc)yoTA Fc>RTUNER 2.5 G r`AT {81262 FjA) -2- 12.312.5co
3 TC)¥OTA Al.TIS 2.0 A/T 81696 FAA -2012 8.250.-
4 TOYOTA KIJANG INNOVA E DIESEL B 1274 FtcD -2012 10.937.5co
5 TOYOTA K[JANG INNOVA G, DIESEL 81231 Fl<D -2012 12.187.500

65.134.375

2)   bahwa  Pemohon  Banding telah  melakukan  koreksi fiskal  positif sendiri

sebesar 50% atas biaya penyusutan kendaraan berikut:

-     Toyota Forfuner2.4VRZAIr81529 FJE;

-Mitsubhisi pajero sport2.4LA/T 81611  FJD;

-     HondaAccord cp2 2.4VTl-LAT81707 FAA;

-     Mitsubishi pal.ero sport2.4LA/T 81653 FJD;

-Voxy2,OA/T  81586FIK;

3)   Pasal  9  ayat  (1)  UU  Pph  menyatakan  untuk  menentukan  besamya

Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan  bentuk

usaha tetap tidak boleh dikurangkan...;                                                           .  r.
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4)   Pasal   3   ayat   (1)   KEP-220/PJ./2002   mengatur   bahwa   atas   biaya

perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau

yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai

tertentu  karena jabatan  atau  pekeriaannya,  dapat dibebankan  sebagai

biaya  perusahaan  sebesar 50°/a  (lima  puluh  persen) dari I.umlah  biaya

perolehan  atau  pembelian  atau  perbaikan  besar  melalui  penyusutan

aktiva tetap kelompok 11;

5)   bahwa   dalam    proses   persidangan   (uji   bukti),    Pemohon   Banding

memberikan dokumen berupa:

-      Invoice/Faktur pembelian Kendaraan;

-     Purchase order(PO);

-     Fakturpajak;

-     Bukti serahTerima Kendaraan;

-     FotoKendaraan;

-     Bukti   Penggunaan   Mobil   untuk   Operasional   berupa   Surat   lzin

Menggunakan Kendaraan;

6)   bahwa   dari   dokumen   yang   disampaikan,   Terbanding   berpendapat

Invoice/Faktur  Pembelian,  Purchase  Order,  Faktur  Pajak,  bukti  Serah

Terima   Kendaraan  dan   Foto  Kendaraan  tidak  berkorelasi  langsung

dengan pokok sengketa;

7)   Surat   lzin   Menggunakan   Kendaraan   (PASS)   tidak   mencantumkan

keperluan  yang  jelas  terkait  penggunaan  kendaraan  tersebut  dalam

rangka    kegiatan    untuk    mendapatkan,    menagih    dan    memelihara

penghasilan dan digunakan oleh seluruh karyawan. Dalam isian catatan

pada  dokumen  PASS,  kendaraan-kendaraan  tersebut  dimungkinkan

digunakan untuk keperluan pribadi (tidak dalam rangka kegiatan usaha).

Sehingga menurut Terbanding dokumen yang disampaikan tidak dapat

mendukung pemyataan Pemohon Banding;

8)   Terkait pemyataan Pemohon Banding sebagai berikut:

Apabila   kendaraan   tersebut   memang   hanya   didedikasikan   untuk

pegawai  terfentu  saja,  maka  secara  logika  tidak  akan  memeriukan

adanya surat lzin Menggunakan Kendaraan...;                                              A.

Halaman 82 dari 111  halaman. Pufusan Nomor PUT-007161.15/2023if'P".XllB Tahun 2024
PT Sakai Sales And Services Asia



9)   Dalam  uji  bukti  sengketa  PPN  Masa Januari 2020,  Pemohon  Banding

juga  memberikan  dokumen  Surat  lzin  Menggunakan  Kendaraan  atas

kendaraan   yang   dilakukan   koreksi   fiskal   positif  sebesar  50%   oleh

Pemohon  Banding  yaitu  TOYOTA  FORTUNER 2.4 VRZ A/T  a  1529

FJE,   MITSUBHISI   PAJERO   SPORT   2.4L   A/T   8   1611    FJD   dan

MITSUBISHI   PAJERO   SPORT   2.4L   A/T   .8   1653   FJD,   sehingga

pemyatatan   Pemohon   Banding   sudah  terbantahkan   oleh  dokumen

Pemohon Banding sendiri;

bahwa menurut Pemohon Banding antara lain menyatakan :

1 )   Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positifterkait Biaya pada akun

6012.30.101    Depreciation   Expense  -  Vehicle   yang   dilakukan   oleh

Terbanding sebesar Rp65.134.375,00. Terbanding melakukan koreksi ini

dengan alasan  bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang

diperuntukkan oleh pegawai tertentu sehingga biaya penyusutannya atau

depresiasinya  dikoreksi  sebesar 50%  sesuai  dengan  Pasal  3  ayat (1)

Keputusan Direkfur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 (KEP-220)

sebagai berikut:
``Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan

sedan  atau  yang  sejenis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan

untuk   pegawai   terfentu   karena   jabatan   atau   pekerjaannya,   dapat

dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen)

dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui

penyusutan  aktiva  tetap  kelompok  11  sebagaimana  dimaksud  dalam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52On<MK.04/2000 Lampiran 11 butir

1    huruf   b   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Keputusan   Menteri

Keuangan Nomor 138fl(MK.03/2002";

2)   Pemohon    Banding    tidak    setuju    dengan    pendapat    Terbanding.

Kendaraan yang dikoreksi Terbanding ini adalah kendaraan kantor yang

dapat  dipergunakan   oleh   setiap   pegawai   Pemohon   Banding   untuk

kegiatan dinas usaha Pemohon Banding dan tidak didedikasikan untuk

pegawai tertentu saja. 0leh karena itu, sesuai dengan  Pasal 2 ayat (1)

A.
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KEP-220, biaya penyusutan atas kendaraan tersebut dapat dibebankan

seluruhnya sebagai berikut:
"Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan

bus,   minibus,   atau   yang   sejenis   yang   dimiliki   dan   dipergunakan

perusahaan   untuk   antar  jemput   para   pegawai,   dapat   dibebankan

seluruhnya sebagai biaya  perusahaan  melalui penyusutan aktiva tetap

kelompok 11 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan

Nomor 52On<MK.04/2000 Lampiran 11 butir 1  huruf b sebagaimana telah

diubah        dengan        Keputusan        Menteri        Keuangan        Nomor

138/KMK.03/2002";
1

3)   Pemohon    Banding    berpendapat    bahwa    biaya-biaya    pada    Akun

6012.30.101     Depreciation    Expense    -    Vehicle    terkait    depresiasi

kendaraan   telah   memenuhi   ketentuan   perpajakan,   sehingga   biaya

depresiasi  atau  penyusutan  atas  kendaraan  jelas  dapat  dibebankan

seluruhnya. Biaya Depresiasi ini merupakan depresiasi atau penyusutan

atas  kendaraan  dengan  no  B-1421-Flu,  B-1262-FJA,  B-1696-FAA,  8-

1274-FKD    dan    B-1231-FKD    merupakan    kendaraan    yang    dimiliki

perusahaan   yang   dapat   digunakan   untuk   seluruh   karyawan   yaitu

kendaraan   operasional   umum.   Sedangkan   untuk   kendaraan   yang

memang  digunakan  oleh  pegawai  tertentu,  Pemohon  Banding  sudah

melakukan  koreksi  fiscal  sendiri  sebesar  50%  biaya  penyusutannya

dalam perhitungan fiscal Pph Badan;

4)   Sebagai   informasi,   kendaraan  tersebut  tidak  digunakan   hanya  oleh

pegawai  tertentu  saja.  Setiap  pegawai  yang  memerlukan  kendaraan

tersebut   dalam   rangka   kegiatan   usaha   Pemohon   Banding   dapat

menggunakan  kendaraan  tersebut asalkan  telah  mendapat Surat  lzin

Menggunakan   Kendaraan   sebagaimana   telah   dijelaskan   Pemohon

Banding.     Surat     lzin     Menggunakan     Kendaraan     tersebut    juga

menunjukkan   bahwa   kendaraan   tersebut  tidak   didedikasikan   untuk

pegawai  tertentu  saja.  Apabila  kendaraan  tersebut  memang  hanya

didedikasikan  untuk  pegawai  terfentu  saja,  maka  secara  logikan  tidak

akan memeriukan adanya Surat lzin  Menggunakan  Kendaraan  karenar,
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jelas hanya akan dipakai oleh pegawai tersebut dan tidak ada pegawai

lainnya    yang    dapat    menggunakannya.    Surat    lzin    Menggunakan

Kendaraan  ini  juga  berfungsi  untuk  mengatur  pemakaian  kendaraan

sehingga  tidak  ada  waktu  penggunaan  yang  sama  atau  behabrakan

antarpegawai.   Apabila   Terbanding    mendalilkan    bahwa    kendaraan

tersebut  digunakan  untuk  pegawai  ter[entu,  Terbanding  seharusnya

dapat  membuktikan  bahwa  memang  kendaraan  tersebut  digunakan

hanya untuk pegawai teltentu dan bukan hanya asumsi saja;

5)   O]eh karena itu, dalil atau dasar koreksi Terbanding adalah terbukti keliru,

sehingga biaya  penyusutan tersebut jelas bukan termasuk dalam jenis

biaya depresiasi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)  KEP-220  sehingga  tidak  periu  dilakukan  koreksi  50%  dan  dapat

dibiayakan seluruhnya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 ) KEP-220;

6)   Pemohon  Banding juga dapat membuktikan nilai perolehan (acquistion

cost) yang menj.adi dasar perhitungan biaya penyusutan atau depresiasi

dalam    Uji    Bukti    dengan    bukti-bukti    dokumen    pembelian    seperti

invoice/faktur kendaraan, faktur pajak, Purchase Order, dan bukti serah

terima kendaraan;

7)   Pada  saat  Uji  Bukti,  Pemohon  Banding  telah  menyerahkan  dokumen

pendukung berupa datardata dan dokumen yang berkaitan dengan nilai

koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:

-      Perincian Koreksi dan Index Dokumen pendukung;

-      Invoice/Faktur pembelian Kendaraan;

-     Purchase order(PO);

-     Fakturpajak;

-     Bukti serah Terima Kendaraan;

-     Perhitungan penyusutan Kendaraan untuk Tahun 2020;

-     FotoKendaraan;

-     Bukti   Penggunaan   Mobil   untuk   Operasional   berupa   Surat   lzjn

Menggunakan Kendaraan;

8)   Dengan memperhatikan alasan dan penjelasan Pemohon Banding yang

telah  diuraikan  di  atas  serta  bukti  pendukung  yang  telah  Pemohon a.
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Banding  sampaikan  kepada  Majelis  Hakim  dan  Terbanding  pada saat

proses uji bukti, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang

Mulia  untuk  berkenan  mengabulkan  permohonan  banding  Pemohon

Banding  dan  membatalkan  seluruhnya  koreksi  positif atas  Biaya  yang

dianggap Terbanding tidak seluruhnya atas biaya tersebut adalah untuk

mendapatkan,    menagih,    dan    memelihara    penghasilan    Pemohon

Banding sebesar Rp65.134.375,00

Menimbang  bahwa  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1983  tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang   Nomor  6  Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 6 ayat (1 ) huruf a

Besamya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan

bentuk  usaha  tetap,  difentukan  berdasarkan  penghasilan  bruto  dikurangi

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk

biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha, antara lain:

1.    biaya pembelian bahan;

2.   biaya  berkenaan  dengan  pekeriaan  atau  jasa  termasuk  upah,  gaji,

honorarium,   bonus,  gratifikasi,  dan  tunjangan  yang  diberikan  dalam

bentuk uang;

3.   bunga, sewa, dan royalti;

4.    biaya perjalanan;

5.    biaya pengolahan limbah;

6.    premi asuransi;

7.    biaya promosi dan penjualan;

8.    biaya administrasi; dan

9.   pajak kecuali pajak penghasilan;

Pasal 9 ayat (1 )

Untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
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e.   penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekeriaan atau jasa yang

diberikan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan,  kecuali  penyediaan

makanan  dan  minuman  bagi seluruh  pegawai serta  penggantian  atau

imbalan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  di  daerah  tertentu  dan

yang berkaitan dengan pelaksanaan pekeriaan yang diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

i.     biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadiwajib

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

Keputusan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor   KEP-220/PJ./2002   tentang

Perlakuan  Pajak Penghasilan  atas  Biaya  Pemakaian Telepon  Seluler dan

Kendaraan Perusahaan

Pasal 2

1)  Atas biaya  perolehan atau pembelian atau  perbaikan  besar kendaraan

bus,   mini   bus,   atau   yang   sejenis   yang   dimiliki   dan   dipergunakan

perusahaan   untuk   antar  jemput   para   pegawai,   dapat   dibebankan

seluruhnya sebagai biaya perusahaan  melalui  penyusutan aktiva tetap

kelompok 11 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri keuangan

Nomor 520fl<MK.04/2000 Lampiran 11 butir 1  hunrf b sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002;

2)   Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, mini bus,

atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar

jemput  para   pegawai,   dapat  dibebankan  seluruhnya  sebagai  biaya

perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan;

Pasal 3

(1) Afas biaya perolehan atau pembelian atau  perbaikan  besar kendaraan

sedan  atau  yang  sejenis  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan

untuk   pegawai   tertentu   karena   jabatan   atau   pekerjaannya,   dapat

dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen)

dart jumlah biaya pero[ehan atau pembe]ian atau perbaikan besar melalui

penyusutan  aktiva  tetap  kelompok  11  sebagaimana  dimaksud  dalam

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520W(MK.04/2000 Lampiran 11 butir

r`
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1    huruf   b   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Keputusan   Menteri

Keuangan Nomor 138fl(MK.03/2002;

(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan

untuk   pegawai   tertentu   karena   jabatan   atau   pekerjaannya   dapat

dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen)

dart jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak

yang bersangkutan;

bahwa  atas  pen.ntah  Hakim  kedua  belah  pihak telah  melakukan  Uji  Bukti

yang   hasilnya  dituangkan   dalam   suatu   Berita  Acara  yang   isinya  telah

disampaikan dalam persidangan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Pph tersebut di atas,

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak dapat

dikurangkan   dari   penentuan   Penghasilan   Kena   Pajak.   Namun   untuk

mendukung   keperluan   dunia   usaha   pemerintah   memberikan   relaksasi

kebijakan      dengan      Keputusan      Direktur     Jenderal      Pajak      Nomor

KEP-220/PJ./2002   tentang   Perlakuan   Pajak   Penghasilan   atas   Biaya

Pemakaian   Telepon   Seluler   dan   Kendaraan   Perusahaan.    Di   dalam

Keputusan    Dirjen    tersebut    telah    diatur   pembebanan    biaya    melalui

penyusutan atas penggunaan Telepon Seluler dan kendaraan Perusahaan;

bahwa   Terbanding   melakukan   koreksi   penyusutan   sebesar  50%   atas

pembelian   kendaraan   ben.kut   ini   karena   dianggap   dipergunakan   oleh

pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya:

No Jenis Kendaraan
I(oreksipeTiyL[sLhali

1 I(lJANG INNOVA 2.0 V M„ (81421 Flu ) 21.446.875

2 TOYOTA FORTUNER 2.5 G MT (81262 FJA) -2009 12.312.500

3 TOYOTA ALTIS 2.0 Aft a 1696 FAA - 2012 8.250.000

4 TOYOTA KIJANG INNOVA E DIESEL 81274 Fl(D -2012 10.937.500

5 ToyoTA KIJANG INNOVA G, DIESEL 81231 FKD -2012 12.187.500

65.134.375

bahwa  Pengadilan  Pajak berpendapat untuk membedakan  apakah  suatu

kendaraan   diperuntukkan   untuk  pegawai  terfentu   karena  jabatan   atau

pekerjaannya     adalah   dilihat  dart  fakta   kesehan.an  apakah   kendaraan r.
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tersebut memang hanya diperuntukkan untuk pegawai tertentu, balk dibawa

pulang  atau  tidak.  Dalam  hal  ini  Terbanding  dalam  proses  pemeriksaan

seharusnya  dapat  menilai  bagaimana  kondisi  di  lapangan,  balk  dengan

melihat  langsung  dan  atau  mewawancarai  beberapa  karyawan,  apakah

suatu   kendaraan   perusahaan   memang   diperuntukkan   untuk   pegawai

terfentu saja atau tidak, tanpa hanya berpatokan   pada jenis kendaraannya

saj.a. Apakah kendaraan jenis Toyota Forfuner atau Altis sudah pasti hanya

diperuntukkan  untuk  pegawai  tertentu  atau  karyawan  biasa  lainnya  juga

dapat menggunakan jenis kendaraan tersebut ?

bahwa  Terbanding  tidak  dapat  memben.kan  bukti  yang  memadai  bahwa

kendaraan-kendaraan yang dikoreksi memang hanya diperuntukkan untuk

pegawai tertentu saja;

bahwa      Pemohon      Banding     menyatakan      penggunaan      kendaraan

diperuntukkan untuk pegawai yang memeriukan tanpa melihat posisi jabatan

pegawai, sepanjang mengisi Surat lzin Menggunakan  Kendaraan  .  berikut

contoh surat dimaksud:

=a{;ft;     ±D!fi£!!±!±!£±±!±sEHDARAA±jEAssI
¥gt-risundrpdrwhriJ-      : 0~cat-  3 P®
=.:#j=--.Eff-¥r-q==------.--.----
Ttry..~~va.~gLbe.~.pc-

¥#     :.¥%lf-
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ainr...-.--.-.-.-2oto--
ndhoKtndqan

:i.:,:.`i....|*.=`\j.``.I...-.`
:}=-t~in=indrjampotrydti¥.,Fete:_¥'tyife-EEL:#|¥ha=pripr±

dianul,

MaycquL

`dr'

bahwa Pengadilan Pal.ak berpendapat dengan adanya formulir/surat di atas,

yang  fungsinya  merupakan  sarana   pengawasan  dari  perusahaan  atas

peminjaman/penggunaan kendaraan kantor, menunjukkan setiap karyawan

perusahaan apabila memeriukan kendaraan dapat melakukan peminjaman
H
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sepanjang  mengisi  surat izjn  tersebut  di  atas.  Justru  terhadap  kendaraan

yang dimiliki oleh pegawai tertentu, tidak periu mengisi surat izin dimaksud.

bahwa oleh  karena  itu  Pengadilan  Pajak berpendapat koreksi Terbanding

atas   Depreciation Expense -Vehicle senilai Rp65.134.375,00, tidak dapat

dipertahankan;    `

b.   Koreksi Biaya Insurance Service sejumlah Rpl3.602.469,00

bahwa  dalil    Terbanding  melakukan  koreksi  ini  dengan  alasan     bahwa

kendaraan   tersebut   merupakan   kendaraan   yang   diperuntukkan   oleh

pegawai  tertentu  sehingga  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1)  KEP-220,  biaya

asuransinya dikoreksi sebesar 50%;

bahwa dalil Terbanding dan Pemohon Banding sama dengan koreksi terkait

biaya penyusutan kendaraan tersebut di atas;

bahwa dalam pemeriksaan atas biaya koreksi penyusutan kendaraan di atas

Pengadilan   Pal.ak.  telah   menyatakan   koreksi   Terabnding   tidak   dapat

dipehahankan;

bahwa dengan  perfu.mbangan  hukum  yang sama  atas koreksi  penyusutan

kendaraan di atas, Pengadilan Pajakjuga menerapkan pertjmbangan hukum

tersebut dalam koreksi ini;

bahwa oleh  karena  itu  koreksi Terbanding atas  biaya  asuransi  kendaraan

§ejumlah Rpl3.602.469,00 tidak dapat dipertahankan;      \

c.   Koreksi Biaya Taxes, License, and Other Fee sebesar Rp62.475.000,00

bahwa Terb.anding  melakukan  koreksi sebesar 50%  atas biaya  pajak dan

pengurusan   pajak   kendaraan   yang   tidak  dilakukan   koreksi   fiskal   oleh

Pemohon  Banding  dengan  alasan   kendaraan  digunakan  oleh   pegawai

tertentu  karena jabatannya  dan  serta  koreksi  atas  imbalan  dalam  bentuk

natura dan kenikmatan dengan perincian sebagai berikut.

No |'raian I(o,ek5i

1 Biaya batik mama, Pajak Kendaraan dan biaya
27.569.000

penEurtJsan pa7ak

2 Perjalanari dinas dan hotel karyawan 2.345.000

3 Hotel untuk Auditor 23.040.000

4 Biaya Vitas, E-Kita5 dan VISA ari. NAGASE MAYUMI 8.921.000

5 Lairi-lain tidak ada bukti dan rincian 600.000

Jumlarl 62.475.OcO
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bahwa  berdasarkan  Sample  bukti  Penggunaan  Mobil  untuk  Operasional

berupa  Surat  lzin  Menggunakan  Kendaraan  (PASS)  tidak  dicantumkan

keperluan yang jelas terkait penggunaan kendaraan tersebut dalam rangka

kegiatan  untuk  mendapatkan,  menagih  dan  memelihara  penghasilan  dan

digunakan  oleh  seluruh  karyawan.   Dalam  isian  catatan  pada  dokumen

PASS,   kendaraan-kendaraan   tersebut   dimungkinkan   digunakan   untuk

keperiuan  pribadi (tidak dalam  rangka kegiatan usaha).  Sehingga menuriit

Terbanding dokumen yang disampaikan tidak dapat mendukung pemyataan

Pemohon Banding;

bahwa  Terbanding  melakukan  koreksi  atas  biaya  hotel  dengan  alasan

merupakan  imbalan  dalam  bentuk natura dan  kenikmatan sesuai  Pasal  9

ayat (1)  huruf e  UU  Pph.  Dalam  proses  persidangan  (uji  bukti) Pemohon

Banding menyampaikan dokumen sebagai berikut:

-  Tagihan hotel dan tagihan kartu credit Corporate Card PT Sakai Indonesia;

-  Hotel Reservation

bahwa  Terbanding  melakukan   koreksi  atas  biaya   hotel  dengan  alasan

merupakan  imbalan  dalam  bentuk natura  dan  kenikmatan  sesuai  Pasal 9

ayat (1 ) hunrf e UU Pph. Bahwa biaya ini merupakan tagihan hotal an. Efraim

Siratit,  Yoan  Kusnadi,  Steffy Wenny,  Margaretha Yuland,  Chyntia  Natalie,

Amelia   Subrata,   Nurkhali]   Soetjahjo   dan   Evant   Mira   (auditor)   dengan

penyusunan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Auditor Ekstemal (Auditor

lndependen);

Dalam  proses  per§idangan  (uji  bukti)  Pemohon  Banding  menyampaikan

dokumen   Invoice   Hotel,   Guarantee   Letter  kepada   hotel  dari   Pemohon

Banding  dan  Bukti  Bayar  berupa  bukti  transfer  bank.  Terbanding  tidak

sependapat  dengan   alasan   Pemohon   yang   menyatakan   bahwa   biaya

tersebut merupakan biaya administrasi sebagaimana Pasal 6 ayat 1  huruf a

angka 8 UU Pph. Terbading berpendapat biaya hotel yang disediakan oleh

Pemohon  Banding  untuk  auditor  independen  dalam  rangka  penyusunan

laporan    audit    merupakan    biiaya    berupa    penggantian    atau    imbalan

sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diberikan  dalam  bentuk

r`..
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nafura dan kenikmatan yang tidak dapat dapat dikurangkan dart penghasilan

bruto sebagaimana Pasal 9 ayat (1 ) huruf e UU Pph;

bahwa  Terbanding  melakukan  koreksi  Biaya  Tenaga  Kerja  Asing  Vitas,

E-Kitas dan VISA an.  Nagase Mayumi dengan alasan merupakan imbalan

dalam bentuk natura dan kenikmatan sesuai Pasal 9 ayat (1 ) hunrf e UU Pph;

Dalam  proses  persidangan  (uji  bukti)  Pemohon  Banding  menyampaikan

dokumen sebagai berikut.

-      Invoice dari vendor;

-     Fakturpajak;

-     Dokumen pembayaranvisa;

-     PasporTKA yang bersangkutan;

-     Bukti Bayaratas Invoice vendor berupa bukti transfer bank;

bahwa kutipan Surat Direktur Jenderal pajak Nomor: S-145fl3J.42/2003 yang

digunakan    Pemohon    Banding   dalam    BAUB    harus   dimaknai   secara

menyeluruh;

Angka 2

Berdasarkan pasal 6 ayat (1 ) huruf a undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983

tentang   Pajak  Penghasilan  Sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan

Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, besamya Penghasilan Kena Pajak

bagi   Wajib   Pajak   dalam   negeri   dan   bentuk   usaha   tetap,   ditentukan

berdasarkan penghasilan brute dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan,

menagih,  dan  memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian  bahan,

biayaberkenaandengan pekerjaanataujasa       termasuk       upah,       gaji,

honorarium, bonus, grat.rfikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk

uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi

asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Angka 4 huruf b

Biaya-biaya     yang      dikeluarkan      oleh      perusahaan      dalam      rangka

mendatangkan/mempekeriakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud

dalam   surat  termasuk   luran  Wajib   Pendidikan   dan   Latihan   sepanj.ang

ditentukan oleh  Menteri Tenaga  Ken.a dapat dikurangkan dari  penghasilan

brute PT ABC;
A.
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bahwa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  Pemohon  Banding  untuk  keperiuan

tenaga  kerja  an.  Nagase  Mayumi,  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana

S-145fl3J.42/2003 di atas;

bahwa   alasan    ketidak   setujuan    Pemohon    Banding    pada   pokoknya

menyatakan sebagai berikut :

-  Berdasarkan   dokumen   pendukung   yang   telah   disampaikan   bahwa

menurut Pemohon  Banding  Biaya pajak kendaraan tersebut I.elas bukan

termasuk dalam jenis biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1 )

KEP-220 sehingga tidak periu dilakukan koreksi 50% dan dapat dibiayakan

seluruhnya.

-  Biaya hotel ini merupakan bagian dari biaya dalam rangka kegiatan kantor.

Untuk  efisiensi  walchJ  per].alanan,  direksi  Pemohon  Banding  terkadang

memerlukan penginapan di dekat lokasi kegiatan usaha Pemohon Banding

karenadirek;itersebuttinggaldikotaJakartayangcukupjauhdanterdapat

kemacetan yang akan memakan waktu dan tidak efisien terutama ketika

ada  lembur sampai  larut  malam  untuk  pertemuan/meeting  yang  urgent

atau  perlu  kehadiran  yang  cukup  awal  di  pagi  hari.  Pada saat  Uji  Bukti,

Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen pendukung berupa data-

data dan dokumen yang berkaitan dengan nilai koreksi yang dilakukan oleh

Terbanding yaitu:

1)   Perincian  Koreksi  dan  Index  Dokumen  Pendukung  Bukti/dokumen

pendukung transaksi sesuai dengan kode jumal voucher transaksi;

2)   Tagihan   hotel  dan  tagihan  karfu  credit  Corporate  Card  PT  Sakai

Indonesia;

3)   Hotel Reservation;

-  Biaya yang timbul unfuk terkait dengan  penyusunan  Laporan  Keuangan

yang  diaudit oleh  Auditor  Ekstemal  (Auditor  lndependen)  dalam  rangka

kegiatan usaha Pemohon Banding yang mengharuskan menginap di hotel

di  dekat  tempat  kegiatan  usaha  Pemohon  Banding  di  Cikarang  untuk

efektivitas  dan  efisiensi  waktu  serta  memperiancar pekeriaannya  dalam

penyusunan   Laporan   Keuangan   milik   Pemohon   Banding   yang  jelas

merupakan   keperluan   administrasi   untuk   kegiatan   usaha   Pemohon4`,
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Banding. Dengan penginapan yang juga relatif lebih dekat dari lokasi usaha

Pemohon   Banding,   akan   lebih   memudahkan   koordinasi,   pengiriman

dokumen,  dan juga  lebih  cepat dan  mudah  apabila Auditor lndependen

tersebut  tiba-tiba   memerlukan   kunjungan   ke   lokasi   usaha   Pemohon

Banding dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tersebut sehingga

Laporan Keuangan diaudit tersebut dapat selesai tepat wakfu mengingat

adanya  batasan  penyampaian  SPT  Pph  Badan  yang  harus  dilampiri

laporan  keuangan  yang  diaudit  karena  Pemohon  Banding  wajib  diaudit

oleh   Akuntan   Publik.   Penyiisunan   Laporan   Keuangan   tersebut  jelas

merupakan keperluan administrasi Pemohon Banding dalam menjalankan

usahanya dan diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68 ayat (1 ) hunt e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan

publik untuk diaudit apabila:

e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan

jumlah   nilai   paling   sedikit   Rp50.000.000.000,00   (lima   pu]uh   miliar

rupiah);

Peredaran   usaha   Pemohon   Banding   di   tahun   2020   jelas   melebihi

Rp50.000.000.000,00 karena berdasarkan SPT Pph Badan Tahun 2020,

peredaran usaha Pemohon Banding adalah Rp. 83.290.858.624 sehingga

diwajibkan  untuk  menyerahkan   laporan   keuangan   Pemohon   Banding

kepada akuntan publjk untuk diaudit sehingga jelas pengeluaran atau biaya

terkait   dengan   audit   laporan   keuangan   tersebut   merupakan   biaya

administrasi yang timbul terkait kewajiban yang ada karena suatu Undang-

Undang;

Mengacu Pasal 6 ayat 1  huruf a angka 8 UU Pph menyatakan bahwa:

Besamya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pal.ak  dalam  negeri  dan

bentuk usaha tetap, ditentukan  berdasarkan penghasilan  bruto dikurangi

biaya   untuk   mendapatkan,    menagih,   dan    memelihara   penghasilan,

termasuk:

r.
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a.  Biaya  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  berkaitan  dengan

kegiatan usaha, antara lain:

8. Biaya Administrasi;

Pada  saat  Uji  Bukti,  Pemohon  Banding  telah  menyerahkan  dokumen

pendukung  berupa datardata dan  dokumen yang  berkaitan  dengan  nilai

koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:

1) Perincian   Koreksi  dan   Index   Dokumen   Pendukung   Buktidokumen

pendukung transaksi sesuai dengan kode jumal voucher transaksi;

2) Invoice Hotel;

3) Guarant;e Letter kepada hotel dari Pemohon Banding;

4) Bukti Bayar berupa bukti transfer bank;

Sehingga,   berdasarkan  dokumen  pendukung  yang  telah  disampaikan

bahwa   menurut  Pemohon   Banding   Biaya   hotel  tersebut  jelas  dapat

dibiayakan seluruhnya.  0leh  karena  itu,  Pemohon  Banding  mohon agar

Majelis Hakim yang Mulia dapat berkenan untuk membatalkan seluruhnya

koreksi Terbanding;

-   Terkait  koreksi     biaya  tenaga  kerja  asing,   biaya-biaya  pada  akun   ini

merupakan   biaya   dalam   rangka  dalam   mendapatkan,   menagih,   dan

memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1 ) huruf a UU Pph.

Pada dasamya biaya-biaya tersebut adalah terkait antara lain Biaya yang

timbul dalam  rangka  mempekerjakan  atau  mendatangkan Tenaga  Keria

Asing seperti KITAS, lKTA, DPKK, lMTA, SKPPS, SKIT, RPTK, dll.

Angka 4 huruf b Surat Direktur Jenderal pajak Nomor: S-145/PJ.42/2003

menyatakan bahwa:

Biaya-biaya     yang     dikeluarkan     oleh     perusahaan     dalam     rangka

mendatangkan/mempekeriakan     tenaga     keria     asing     sebagaimana

dimaksud  dalam  surat  termasuk  luran  Wajib  Pendidikan  dan  Latihan

sepanjang ditentukan oleh  Menteri Tenaga Kerja dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto PT ABC;

Pada  saat  Uji  Bukti,  Pemohon  Banding  telah  menyerahkan  dokumen

pendukung berupa data-data  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  nilai

koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:
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a)   Perincian  Koreksi  dan  Index  Dokumen  Pendukung  Bukwdokumen

pendukung transaksi sesuai dengan kode jumal voucher transaksi;

b)   Invoice dari vendor;

c)   Faktur pajak;

d)   Dokumen pembayaran visa;

e)   PasporTKA yang bersangkutan;

f)    Bukti Bayaratas Invoice vendor berupa bukti transfer bank;

Sehingga,  berdasarkan  dokumen  pendukung  yang  telah  disampaikan

bahwa   menurut  Pemohon   Banding   Biaya   hotel  tersebut  jelas  dapat

dibiayakan seluruhnya;

bahwa atas koreksi-koreksi tersbeut di atas para pihak melakukan Uji Bukti

sesuai perintah hakim yang hasilnya dituangkan dalam  Berita Acara dan

disampaikan dalam persidangan;

bahwa  rincian  koreksi  biaya  Taxes,  License,  and  Other  Fee  sebesar

Rp62.475.000,00 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

No |Jraian Koreksi

1 Biaya batik name, Pajak Kendaraan dan biaya 27.569.000
DeriEurusan oaiak

2 Perjalanan dinas dan licitel karyawan 2.345.000

3 Hotel untuk Auditor 23.040.000

4 Biaya Vitas, E-Kitas dan VISA an. NAGASE MA¥UMl 8.921.000

5 Lain-lain tidak ada bukti dan rincian 600.000

Jumlah 62.475.000

bahwa  koreksi  Terbanding  atas  Biaya  Balik  nama,  pajak  kendaraan  dan

biaya  pengurusan  pajak  ini  terkait dengan  koreksi  atas  biaya  penyusutan

kendaraan,  dan  dalil  Terbanding  dan  Pemohon  Banding  pada  pokoknya

sama   dengan   koreksi  terkait  biaya   penyusutan   kendaraan   dan   biaya

asuransi kendaraan di atas;

bahwa hasil pemeriksaan Pengadilan Pajak menyatakan koreksi atas biaya

penyusutan kendaraan tidak dapat dipertahankan;

bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak juga berpendapat  atas koreksi

Biaya  Balik  nama,  pajak kendaraan dan  biaya  pengurusan  pajak ini  tidak

dapat dipertahankan;
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bahwa   terkait   dengan   koreksi   atas   biaya   hotel   dan   perjalanan   dinas

karyawan, menurut Pemohon Banding merupakan kegiatan yang dilakukan

Direksi     dalam     rangka     rapavmeeting     kantor.      Pemohon     Banding

menyampaikan   bukti   pendukung   berupa   Perincian   Koreksi   dan   Index

Dokumen  Pendukung  Bukti/dokumen pendukung transaksi sesuai dengan

kode  jumal   voucher  transaksi,   Tagihan   hotel   dan   tagihan   karfu   credit

Corporate Card dan Hotel Reservation;

Menimbang  bahwa  Undang-Undang  Nomor 7 tahun  1983  tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang   Nomor  6   Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang

Pasal 6 ayat (1 ) huruf a

Besamya  Penghasilan  Kena  Pajak  bagi  Wajib  Pajak  dalam  negeri  dan

bentuk  usaha  tetap,  ditentukan  berdasarkan  penghasilan  brute  dikurangi

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk

biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan

usaha;

bahwa dasar koreksi Terbanding pada pokoknya menyatakan pengeluaran

tersebut  merupakan  biaya yang  bersifat  natura  dan  kenikmatan  sehingga

tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, namun

tidak ada bukti dari Terbanding bahwa pengeluaran tersebut tidak berkaitan

dengan     kegiatan     untuk     mendapatkan,     menagih     dan     memelihara

penghasilan;

bahwa  Pengadilan  Pajak  berpendapat  buk[i  pendukung  pengeluaran  dari

Pemohon   Banding      menunjukkan   biaya   tersebut   berkaitan      dengan

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang

berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga dapat dibebankan secara fiscal

sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1 ) hurirf a UU Pajak Penghasilan;

bahwa dengan demikian koreksi biaya hotel dan peTjalanan dinas karyawan

tidak dapat dipertahankan;                                                                                          rt
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bahwa terkait dengan koreksi Terbanding atas biaya hotel auditor sebesar

Rp23.040.000,00   dasar   koreksi   Terbanding   menyebutkan   pengeluaran

tersebut  merupakan  biaya  yang  bersifat natura  dan  kenikmatan  sehingga

tidak   dapat   dibebankan   sebagai   pengurang   Penghasilan   Kena   Pajak

§ebagaimana   disebutkan   dalam   pasal   9   ayat   (1)   huruf   e   UU   Pajak

Penghasilan;

bahwa  dalam  Uji  Bukti  Pemohon  Banding  menyatakan  biaya  ini  Biaya  ini

merupakan  biaya  yang  timbul  untuk terkait dengan  penyusunan  Laporan

Keuangan  yang  diaudit  oleh  Auditor  Ekstemal  (Auditor  lndependen)  dan

Pemohon Banding telah menyampaikan bukti pendukungnya;

bahwa  Pengadilan  Pajak  berpendapat  semestinya  biaya  hotel  auditor  ini

merupakan  bagian/termasuk dalam  biaya/anggaran  paket pemberian jasa

akuntansi  dan  pembukuan.  Pemohon  Banding  tidak  memberikan  kontrak

pemberian I.asa akuntansi antara Pemohon Banding dengan Kantor Akuntan

Publik untuk dapat diketahui besaran biaya jasa dan apakah diperkenankan

terdapat biaya-biaya lainnya selain yang sudah disepakati dalam kontrak;

bahwa  oleh  karena  itu  Pengadilan  Pajak  berpendapat  koreksi  atas  biaya

hotel auditor sebesar Rp23.040.000,00 tetap dipertahankan;

bahwa atas koreksi biaya tenaga keria asing berupa Kitas dan visa sebesar

Rp  8.921.000,00  atas  nama  Nagase  Mayumi  dalam  Uji  Bukti  Pemohon

Banding menyampaikan bukti-bukti dokumen berupa Perincian Koreksi dan

Index  Dokumen  Pendukung  Bukti/dokumen  pendukung  transaksi  sesuai

dengan  kode jumal  voucher transaksi,  Invoice  dari  vendor,  Faktur  Pajak,

Dokumen  pembayaran  visa,  Paspor  TKA  yang  bersangkutan  dan  Bukti

Bayar alas Invoice vendor berupa bukti transfer bank;

bahwa      koreksi  Terbanding   pada   pokoknya   menyatakan   pengeluaran

tersebut merupakan  biaya yang  bersifat natura  dan  kenikmatan  sehingga

tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, namun

tidak ada bukti dari Terbanding bahwa pengeluaran tersebut tidak berkaitan

dengan     kegiatan     untuk    mendapatkan,     menagih     dan     memelihara

penghasilan;

..,.,i
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bahwa   Pengadilan   Pajak   berpendapat   bukti   pendukung   pengeluaran

Pemohon   Banding      menunjukkan   biaya   tersebut   berkaitan      dengan

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang

berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga dapat dibebankan secara fiscal

sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1 ) huruf a UU Pajak Penghasilan;

bahwa dengan demikian atas koreksi biaya tenaga ker].a asing tidak dapat

diperfahankan;

bahwa  atas  koreksi  biaya  lainnya  yang  tidak  ada  bukti  rincian  sebesar

Rp600.000,00 merupakan  biaya membership  pegawai  Pemohon  banding,

dalam  Uji  Bukti  Pemohon Banding tidak memberikan tanggapan sehingga

dianggap menyetujui koreksi Terbanding;

bahwa   oleh    karena    itu    biaya   lainnya   sebesar   Rp600.000,00   tetap

dipertahankan;

bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak berpendapat atas koreksi biaya

Taxes, License, and Other Fee sebesar Rp62.475.000,00 koreksi sebesar

Rp.23.640.000,-  tetap dipertahankan dan koreksi sebesar Rp38.835.000,00

tidakdapatdipertahankan;      tv

d.   Koreksi   terkait   Stationaries,   Office   Supplies,   &   Printing   sebesar

Rp77.308.100,00

1 )   Terbanding  melakukan  koreksi  atas  imbalan  dalam  bentuk natura dan

kenikmatan  berupa  biaya  seragam  dan  kesehatan  dengan  perincian

sebagai berikut.

No UTaian I{oreksi

1 Seragam Pria & Wanita, Celana Pria
75.525.000

dan Kerudung

2 Peralatan Klinik 1.783.100

Jumlah 77.308.100

2)   Pasal 9 ayat (1) hund e UU Pph menyatakan bahwa untuk menentukan

besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib  Pajak dalam  negeri dan

bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan  penggantian atau  imbalan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk

nafura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi

seluruh  pegawai serta  penggantian atau  imbalan dalam  bentuk natura A,
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dan   kenikmatan   di   daerah   tertentu   dan   yang   berkaitan   dengan

pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan;

3)   Pasal 2  ayat (2)  huruf c PMK No.167/PMK.03/2018  mengatur bahwa

pemben.an   natura   dan   kenikmatan   yang   dapat   dikurangkan   dari

penghasilan    bruto    pemberi    keria    adalah    pemberian    natura    dan

kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan peker|.aan

sebagai sarana keselamatan keria atau karena sifat pekeriaan tersebut

mengharuskannya;

4)   Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b PMK No.167/PMK.03/2018 menyatakan

bahwa pemberian  natura dan  kenikmatan  yang merupakan  keharusan

dalam  pelaksanaan  pekerjaan sebagai sarana keselamatan  kerja atau

karena    sifat    pekerjaan    tersebut    mengharuskannya    sebagaimana

dimaksud  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  c  meliputi  pemberian  atau

penyediaan pakaian dan peralatan untuk keselamatan ker].a dan pakaian

seragam petugas keamanan;

5)   Dalam proses persidangan (uji bukti) Pemohon Banding menyampaikan

dokumen sebagai berikut:

-     Purohase order;

-      Invoice;

-     Fakturpajak;

-      RekeningKoran;

-     Foto Karyawan yang menggunakan Baju seragam;

6)   bahwa pengeluaran yang djlakukan oleh Pemohon Banding adalah untuk

pembelian seragam wanita office blazer, baju dan celana seragam pria,

kerudung dan hijab, sapu dan etalase kaca untuk klinik;

7)   bahwa     Terbanding     berpendapat,     berdasarkan     dokumen     yang

disampaikan,   biaya  tersebut  merupakan   penggantian   atau   imbalan

sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk

natura   dan   kenikmatan   yang   tidak   dapat   dapat   dikurangkan   dari

penghasilan bruto;

'.!.
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8)   Pemberian    natura    dan    kenikmatan    tersebut    bukan    merupakan

keharusan dalam pelaksanaan pekeriaan sebagai sarana keselamatan

keria atau karena sifat pekeriaan tersebut mengharuskannya;

bahwa Pemohon Banding menyanggah koreksi Terbanding dengan pokok-

pokok alasan sebagai berikut :

1)   bahwa   baju seragam,  masker, dll untuk seluruh  karyawan yang dapat

menunjang  pekeriaan  karyawan  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha

Pemohon Banding di mana seragam jelas djperiukan untuk keamanan

dan  keselamatan  misalnya  untuk dengan  mudah  membedakan  mana

yang  memang  karyawan  Pemohon  Banding  dan  bukan  karyawan  di

lokasi  usaha  Pemohon  Banding  sehingga  orang-orang yang  memang

tidak berhak atau tidak berkepentingan dapat diidentifikasi dari awal seha

dalam   kondisi  darurat  (misalkan   kebakaran,   bencana  alam   gempa)

memudahkan      Pemohon      Banding     untuk     mengidentifikasi     dan

mengkoordinasi keselamatan karyawan tersebut;

2)   Telah ada juga  Putusan  Mahkamah Agung  yang  menolak Peninjauan

Kembali   Direktur  Jenderal   Pajak   dan   menyimpulkan   bahwa   biaya

seragam  untuk  karyawan  dapat  dibebankan  oleh  Pemohon  Banding

yaitu Putusan Nomor 171 On3/PK/PJK/2016;

3)   bahwa peralatan klinik dibiayakan oleh Pemohon Banding dimana saat

terjadinya pandemi Covid-19, sangat diperlukan dalam keselamatan dan

kesehatan keri.a karyawan karena dalam masa pandemi Covid-19 kantor

Pemohon  Banding  dapat  saja  tiba-tiba  ditutup  karena  misalnya  ada

karyawan  yang  terkena  Covid-19.  Peralatan  klinik  sangat  membanfu

dalam     mengurangi     resiko    terfular    Covid-19    tersebut    sehingga

mempengaruhi     secara     langsung     atau     tidak     langsung     sangat

berpengaruh    kegiatan    mendapatkan,    menagih,    dan    memelihara

penghasilan.     Penggunaan  masker  ini  juga  divvajibkan  dalam  Surat

Edaran  Menteri  Ketenagakeriaan  Nomor:  M7/AS.02.02/V/2020  dalam

butir 11 angka 3 sebagai berikut:

11.   Penerapan  Protokol  Pencegahan  Penularan  Corona  v/rue  D/.sease (Covld-
19/ dl Tempat Kerja, meliputi:

'/::
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3.   Memastjkan pemakalan alat pelindung dlri:
a.   Gunakan maskerunfuk pekerja;
b.   Gunakan  masker/respirator.  baju  pellndung,  kacamata,  pelindung wajah,

"a/.r cap  dan  sarLlng  tangan  dalam  dan  luar  bagl  petugas  penyemprot
desinfektan.

4)   Pada  saat  Uji  Bukti,  Pemohon  Banding  telah  menyerahkan  dokumen

pendukung berupa datardata dan dokumen yang berkaitan dengan nilai

koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yaitu:

-    Perincian  Koreksi  dan  Index  Dokumen  Pendukung  Bukti/dokumen

pendukung transaksi sesuai dengan kode jumal voucher transaksi;
-   Purchase order;

-    Invoice;

-    Fakturpajak;

-Rekening Koran;

-    Foto Karyawan yang menggunakan Baju Seragam;

5)   bahwa   dengan   memperhatikan   alasan   dan   penjelasan   Pemohon

Banding yang telah diuraikan di atas serta bukti  pendukung yang telah

Pemohon     Banding     sampaikan     biaya     tersebut     adalah     untuk

mendapatkan,    menagih,    dan    memelihara    penghasilan    Pemohon

Banding;

bahwa   berdasarkan   keterangan   dan   dalil   para   pihak  tersebut  di   atas,

Pengadilan   Pajak   berpendapat,   pengadaan   seragam   karyawan   dan

peralafan   klinik   diberikan   untuk   seluruh   karyawan   Pemohon   Banding,

merupakan  suatu  bentuk pengelolaan  manajemen  sumber daya  manusia

dalam   menunjang   kineria   perusahaan   Pemohon   Banding.   Pemberian

seragam karyawan dan sarana pendukung kesehatan merupakan hal yang

lazim dilakukan oleh perusahaan-perusahaan;

bahwa  Pemohon  Banding telah  memberikan  bukti  bukti  pendukung  biaya

seragam karyawan dan peralatan klinik djmaksud;

bahwa  Pemohon  Bandjng juga menyebutkan adanya  Putusan  Mahkamah

Agung  yang  menolak  Peninjauan  Kembali  Direktur  Jenderal  Pajak  dan

menyimpulkan  bahwa  biaya  seragam  untuk  karyawan  dapat  dibebankan

oleh  Pemohon Banding yaitu Putusan  Nomor 1710re/PK/PJK/2016. Tidak

terdapattanggapandariTerbandingatasketeranganPemohonBandingini;A{
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bahwa dengan demikian Pengadilan Pal.ak berpendapat koreksi Stationaries,

Office    Supplies,    &    Printing    sebesar    Rp77.308.100,00,    tidak    dapat

dipertahankan;

e.   Koreksi atas biaya Outsourcing sebesar Rpl.861.113.825,00

bahwa  rincian  koreksi  sebesar  Rpl.861.113.824,00  adalah  berasal  dart

perhitungan sebagai berikut:

Outsourdng Expenses ( Basic)

Outsourdng Expense ( Fee)

Jumlah Biaya            Koreksi proporsional (50)6)

3,549,971,093                                     1,774,985,547

172,256;55                                        86,128,278

3,722,227,648                                      1,861,113,824

1)   Bahwa  biaya  yang  dikoreksi  terdapat  pada  akun  Outsourcing  Fees.

Adapun alasan dan dasar dilakukannya koreksi adalah:

-       sebagai  dampak restrukturisasi  usaha  grup sakai,  diketahui  biaya

outsourcing    mengalami    kenaikan    yang    signifikan    dari    tahun

sebelumnya, sebagaimana data TP Doc yang telah dijelaskan pada

koreksi penghasilan luar usaha di atas;

-       berdasarkan laporan keuangan pT sakai  Indonesia diketahui tidak

terdapat biaya outsourcing;

-       berdasarkan data SPT vendorjasa outsourcing pT Tunas Tiga dan

PT  Alam   Jaya   Sukses,   untuk  tahun   2020   penyerahan   kedua

perusahaan tersebut  kepada  grup  Sakai  hanya  dilakukan  kepada

Pemohon Banding;

2)   Berdasarkan    hal    tersebut,    Terbanding    berpendapat    atas    biaya

outsourcing  tersebut  seharusnya  tidak  semuanya  menjadi  beban  dan'

Pemohon  Banding  karena  dimanfaatkan  bersama  dengan  PT  Sakai

Indonesia;

3)   Dalam proses persidangan (uji bukti) Pemohon Banding menyampaikan

dokumen:

-    Perjanjian  Kerjasama  Jasa   Pengamanan  dengan  PT  Alam  Jaya

Sukses;

-Perianjian penyediaan Jasa pekeria dengan pT Tunas Tiga;

-    Invoice dan perincian tagihan dalam rekapitulasi upah peker].a;

-    Faktur pajak atasjasa outsourcingnya;
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-    Kuitansi;

-    Rekening Koran bukti pembayaran;

4)   Bahwa   berdasarkan   dokumen   yang   disampaikan,   biaya   tersebut

merupakan biaya outsourching untuk office boy, driver dan secun.fy, biaya

pemeriksaan swab, pembelian pulsa driver,  bantuan korban banjir, dan

bantuan covjd;

5)   Bahwa Pemohon Banding PT Sakai Sales & Services Asia menempati

alamat yang sama dengan  PT Sakai  Indonesia yaitu di  EJIP  Industrial

Park Plot 6G Cikarang yang merupakan perusahaan grupnya;

6)   Bahwa  Terbanding  berpendapat,  biaya  outsourching  untuk office  boy,

driver  dan  security  tidak  seharusnya  menjadi  beban   dan.  Pemohon

Banding,  karena dimanfaatkan  oleh dua pihak yaitu  PT Sakai  Sales &

Services   Asia   dan   PT   Sakai   Indonesia.   Sementara   biaya   untuk

pembelian   pulsa  driver,   bantuan   korban   banjir,   dan   bantuan   covid,

Terbanding   berpendapat  tidak   dapat  dibiayakan   seluruhnya   karena

merupakan  penggantian  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  sesuai

Pasal 9 ayat (1) huruf e dan  bantuan atau sumbangan sesuai  Pasal 9

ayat (1 ) hurirf g;

bahwa  Pemohon  Banding  tidak  setuju  dengan  koreksi  Terbanding  dan

menyampaikan pokok-pokok alasan sebagai ben.kut :

1)   Biaya  outsourcing  ini  adalah  terkait  dengan  biaya  yang  dibayarkan

kepada  outsourcing  pekerjaan  yang  akan  lebih  baik  apabila  ditangani

oleh pihak luar yang memiliki keahlian dan biasa menanganinya seperti

tanaga keamanan/pengamanan (satpam), driver, Office Boy, kebersihan

area  gedung,  pemeliharaan  lingkungan  gedung  dan  tempat  kegiatan

usaha  Pemohon   Banding.   Biaya  outsourcing  untuk  kebersihan  dan

pemeliharaan  area tempat kegiatan  usaha  Pemohon  Banding tersebut

adalah   temasuk   dalam   biaya   untuk   memperoleh,   menagih,   dan

memelihara  pendapatan  (3M)  sehingga  jelas  dapat  dikurangkan  dart

Penghasilan Bruto sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1 ) UU Pph;

2)   Perjanjian  outsourcing  pekeriaan-pekerjaan  tersebut  adalah  dilakukan

denganPemohonBandingdanperusahaanoutsourcingtersebutadalahrL
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sama   sekali   tidak   memiliki   hubungan   istimewa   dengan   Pemohon

Banding,. Tagihan juga sepenuhnya ditagihkan oleh pihak vendor kepada

Pemohon   Banding   dan   Pemohon   Banding   juga   telah   membayar

sepenuhnya  kepada  pihak vendor outsource tersebut atas tagihannya

seha   kewajiban   pemotongan   Pph-nya   dan   Pemungutan   PPN-nya

melalui Faktur Pajak. Pasal 1 angka 5 UU PPN menyatakan bahwa:

Jasa   adalah   setiap   kegiatan   pelayanan   yang   berdasarkan   suatu

pen.katan  atau  perbuatan  hukum  yang  menyebabkan  suatu  barang,

fasilitas,  kemudahan,  atau  hak  tersedia  untuk  dipakai,  termasuk jasa

yang   djlakukan   untuk   menghasilkan   barang   karena   pesanan   atau

permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dart pemesan;

3) Jasa merupakan suatu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan

atau  perbuatan  hukum  di  mana dalam  sengketa  ini,  perikatan tersebut

adalah  hanya  ter].adi  antara  Pemohon  Banding  dan  vendor outsource

tersebut. 0leh karena itu, mengingat perianjian outsource tersebut adalah

dilakukan dengan Pemohon  Banding dan juga biaya vendor outsource

tersebut dibayar sepenuhnya oleh  Pemohon  Banding  maka  Pemohon

Bandinglah   pihak  yang  secara  legal  formal  dapat  membiayakannya

seluruhnya;

4) Penting  bagi  Pemohon  Banding  untuk  membebankan  biaya  ini  dapat

dibebankan  selama  tagihan  tersebut  benar-benar  berasal  dari  pihak

ketiga  dengan  alasan  kepastian  Hukum  dalam  Hukum  Dagang  dan

Hukum Perpajakan Berdasarkan pn.nsip hukum dagang, transaksi bisnis

yang   sah   dan   biaya   yang   timbul   dari   hansaksi   tersebut   harus

didokumentasikan dengan benar. Tagihan atau invoice dari pihak ketiga

merupakan  bukti sah yang  menunjukkan  bahwa  biaya tersebut benar-

benar   ter].adi   §ebagai   akibat   dari   transaksi   yang   dilakukan   antara

Pemohon  Banding  dan  pihak  ketiga  tersebut.  Pembebanan  biaya  ini

secara penuh oleh Pemohon Banding merupakan tindakan yang sah dan

sesuai   dengan   prinsip-prinsip   perdagangan   dan   perpajakan   yang

transparan dan akuntabel;

4
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5) Tidak  terdapat  koreksi  negatif  atas  biaya  outsourcing  oleh  PT  Sakai

Indonesia dalam tahun pajak 2020

Sehubungan dengan koreksi alas biaya outsourcing Pemohon Banding

sebesar 50% oleh Terbandjng dengan alasan bahwa seharusnya biaya

tersebut dibagi  kepada  PT Sakai  Indonesia,  fakfanya Terbanding juga

tidakkonsistendengantidakmelakukankoreksinegatif/menambahbiaya

outsouroing   pada   PT  Sakai   Indonesia.   Kalau   memang  Terbanding

berlaku     konsisten,     seharusnya     Terbanding     melakukan     koreksi

negath/menambah  biaya  outsourcing  pada  PT Sakai  Indonesia.  Tidak

adanya  koreksi  negatif  biaya  outsourcing  pada  PT  Sakai  Indonesia

mengakibatkan  ketidakadilan  dan  ketidaksetaraan.  Pemohon  Banding

berpendapat bahwa seluruh biaya outsourcing yang ditagihkan kepada

Pemohon  Banding  sesuai  Perjanjian  Pemohon  Banding  sendiri  tanpa

keteriibatan  PT  Sakai  Indonesia  merupakan  tanggung  jawab  penuh

Pemohon  Banding  dan  tidak  ada  pembagian  atau  pengalihan  biaya

kepada PT Sakai Indonesia karena jelas tidak ada hubungan perjanjian

outsourcing  PT  Sakai   Indonesia  dengan   penyedia  jasa  outsourcing

dalam  perjanjian.   Koreksi  yang  dilakukan  tanpa  mempertimbangkan

fakta ini Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan seharusnya didasarkan

pada  bukti transaksi yang jelas dan tidak semata-mata  mengandalkan

asumsi atau pendapat sepihak Terbanding;

6)   Pada  saat  Uji  Bukti,  Pemohon  Banding  telah  menyerahkan  dokumen

pendukung berupa datardata dan dokumen yang berkaitan dengan nilai

koreksi yang dilakukan oleh Terbandjng yaitu:

-  Perincian  Koreksi  dan  Index  Dokumen   Pendukung  Bukti/dokumen

pendukung transaksi sesuai dengan kode jumal voucher transaksi;
-  Perjanjian   Keriasama  Jasa   Pengamanan   dengan   PT  Alam   Jaya

Sukses;

-  Per]`anjian Penyediaan Jasa Pekerja dengan PT Tunas Tiga;

-  Invoice dan perincian tagihan dalam rekapitulasi upah pekeria;

-  Faktur Pajak atas jasa outsourcingnya;

-  Kuitansi;
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-  Rekening Koran bukti pembayaran;

bahwa terhadap kedua belah pihak telah diperintahkan Majelis Hakim untuk

melakukan  Uji  Bukti  dalam  rangka  meneliti  bukti-bukti  yang  disampaikan

Pemohon Banding, yang dituangkan dalam suatu Ben.ta Acara dan hasilnya

disampaikan dalam persidangan;

bahwa didalam hasil Uji Bukti Terbanding berpendapat,  biaya outsourching

untuk office boy,  driver dan security tidak seharusnya  menjadi  beban  dari

Pemohon  Banding,  karena  dimanfaatkan  oleh  dua  pihak  yaitu  PT  Sakai

Sales  &  Services  Asia  dan  PT  Sakai  Indonesia.  Sementara  biaya  untuk

pembelian   pulsa   driver,    bantuan    korban   banjir,   dan    bantuan   covid,

Terbanding    berpendapat   tidak   dapat   dibiayakan    seluruhnya    karena

merupakan penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan sesuai Pasal

9 ayat (1 ) huruf e dan bantuan atau sumbangan sesuai Pasal 9 ayat (1 ) huruf

a.   Dengan   demikian   maka   atas   biaya   outsourching   dikoreksi   secara

proporsional sebesar 50%;

bahwa  dalil  Pemohon  Banding  berpendapat  Terbanding  tidak  konsisten

dengan tidak melakukan korek§i negatif/menambah biaya outsourcing pada

PT   Sakai    Indonesia.    Kalau   memang   Terbanding   berlaku    konsisten,

seharusnya    Terbanding    melakukan    koreksi    negatif/menambah    biaya

outsourcing  pada PT Sakai  Indonesia. Tidak adanya  koreksi  negatif biaya

outsourcing  pada  PT  Sakai  Indonesia  mengakibatkan  ketidakadilan  dan

ketidaksetaraan.   Pemohon   Banding   berpendapat  bahwa  seluruh   biaya

outsourcing  yang  ditagihkan  kepada  Pemohon  Banding  sesuai  Perjanjian

Pemohon Banding sendiri tanpa keterljbatan PT Sakai Indonesia merupakan

tanggung jawab  penuh  Pemohon  Banding dan tidak ada pembagian atau

pengalihan biaya kepada PT Sakai Indonesia;

bahwa  secara falda  lokasi  Gedung  Pemohon  Banding  maupun  PT Sakai

Indonesia menempati alamat yang sama yaitu di EJIP Industrial Park Plot 6G

Cikarang sebagai perusahaan dalam satu group;

bahwa dengan demikian biaya jasa outsourcing berupa  office boy, driver dan

secun'ty digunakan/dimanfaatkan secara  bersama oleh  kedua  perusahaan

'1.
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dimaksud,  walapun  secara  administrasi  yang  melakukan  kontrak  dengan

perusahaan I.asa outsourcing adalah Pemohon Banding sendiri;

bahwa   Pengadilan   Pajak  berpendapat   pembebanan   biaya   outsourcing

tersebut  selayaknya  ditanggung  bersama  sehingga  koreksi  Terbanding

sebesar 50% dari keseluruhan biaya sudah tepat;

bahwa   oleh   karena   itu   atas   koreksi   terkait   biaya   outsourcing   sebesar

Rpl.861.113.825,00tetapdipertahankan;

bahwa Pengadilan Pal.ak berkesimpulan atas koreksi Penyesuaian fiskal positif

sebesar   Rp2.079.633.768,00    koreksi    sebesar   Rpl.884.753.824,00    tetap

dipehahankan   sedangkan   koreksi   sebesar   Rpl94.879.944,00   tidak   dapat

dipertahankan;       \

bahwa dalil , argumentasi dan bukti lainnya dari para fihak telah djpertimbangkan

namun dianggap tidak cukup relevan dalam putusan ini;

bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

yang menyatakan: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian

pembuktian,  dan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  yang

bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

bahwa  menurut  memori  penjelasan  Pasal  78  Undang-Undang  Nomor 14 Tahun

2002  tentang  Pengadilan  Pajak:  "Keyakinan  Hakim  didasarkan  pada  penilaian

pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  rekapitulasi

pendapat Pengadilan Pajak atas pokok sengketa adalah sebagai  berikut:

No Uraian Nilai Sengketa Nilaj SengketaDipehahankan(Rp) Nilai SengketaTidakDapat

(Rp) Dipehahankan(Rp)

1. Penghasilan Dari Luar Usaha 1.450.671.468.00 1.450.671.468,00

2. Penyesuaian Fiskal Positif 2.079.633.768,00 1 .884.753.824,00 i              194.879.944,00

Jumlah I(oreksi 3.530.305.236,00 1.884.753.824.00 1.645.551.412,00

.1..:
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Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan

PajakberkesimpulanuntukmenggunakankuasaPasal80ayat(1)hurufbUndang-

Undang  Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan  Pal.ak,  sehingga  penghasilan

neto menurut Pengadilan Pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto menurut Terbanding (rugi)                          (Rp5.399.568.005,00)

Koreksi yang tidak dapat dipehahankan 1.645.551.412

Penghasilan Neto menurut pengadilan pajak (rugi)              (Rp7.045.119.417,00)

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

.i    .
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MENGADILl:

Mengabulkan sebagian  Banding  Pemohon Banding terhadap  Keputusan  Direktur

Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-0035en(EB/PJAVPJ.22/2023  tanggal   15  Mei  2023

tentang  Keberatan  Wajib  Pajak  atas  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  Pajak

PenghasilanNomor00084/406/20/431/22tanggal25Apn.12022TahunPajak2020,

atas  nama  PT  SAKAI  SALES  AND  SERVICES  ASIA,  NPWP  31.324.823.9-

413.000,  beralamat di Ejip Industrial Park Plot 6G Cikarang Selatan,  Kab.  Bekasi,

Jawa Barat, sehingga pajak dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Uraian Jumlah(Rp)

Penghasilan Neto (rugi) (7.045.119.417,00)0,00(7.045.119.417,00)000
Penghasilan vanci seharusnya tidak terutana (Pasal 17 ayat (2) KUP
Penghasilan Kena Paiak
Pph terutana
Kredit Paiak 384.141289 00
Jumlah paiak yang lebih bayar 384.141.289,00

DemikiandiputuskandalammusyawarahMajelisHakimPengadilanPaj.akpadahari

Rabu  tanggal  31  Juli  2024  oleh  Bambang  Siijatmiko,  S.H.,  M.H.  sebagai  Hakim

Ketua,BangkitCahyono,S.S.T.,Ak.,M.M.danFerdyAlfonsusSihotang,S.H.,M.Si.,

M.Hum.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  dan  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 0ktober 2024 oleh Majelis Hakim

/.
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tersebut dan dibantu oleh  Dwian Widyati  Haristyani,  S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera

PenggantiserfadihadiriolehPemohonBandingdandihadiriolehTerbanding.

Ha kim-Hakim Anggota :

ttd.

Bangkit Cahyono, S.S.T., Ak., M.M.

ttd.

FerdyAlfonsus Sihofang, S.H., M.Sj., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Bambang Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dwian Wjdyati Han.sfyani, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera

LAbNi:'#js.g2a2d5y+S6#i.632H¢
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